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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan di Kabupaten Banyumas 

ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan 

naskah akademik ini dimaksudkan sebagai dasar konseptual dan 

yuridis dalam merumuskan kebijakan daerah di bidang 

kepariwisataan, guna mendukung pembangunan daerah yang 

berkelanjutan dan berwawasan kearifan lokal. 

Kepariwisataan merupakan sektor strategis yang memiliki 

potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, 

pelestarian budaya, pemberdayaan masyarakat, serta pelindungan 

terhadap lingkungan. Oleh karena itu, suatu pengaturan yang 

komprehensif, sistematis, dan responsif terhadap dinamika sosial, 

budaya, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Banyumas 

diperlukan.  

Penyusunan naskah akademik ini tidak terlepas dari dukungan 

berbagai pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan apresiasi dan 

terima kasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah 

memberikan masukan, data, maupun saran konstruktif. Kami 

menyadari bahwa naskah akademik ini masih memiliki 

keterbatasan. Oleh karena itu, segala masukan dan kritik yang 

bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan. 

Semoga naskah akademik ini dapat memberikan kontribusi nyata 

dalam proses legislasi daerah serta menjadi landasan kuat dalam 

pengembangan sektor pariwisata yang inklusif, berdaya saing, dan 

berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. 

Purwokerto, Juli 2025 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kepariwisataan global sejak awal abad ke-21 

mengalami pergeseran tajam dari pola pariwisata massal menuju 

pariwisata berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.1 Pergeseran ini 

digerakkan secara bersamaan oleh semakin tingginya kesadaran 

lingkungan setelah Persetujuan Paris, perubahan selera wisatawan 

yang menuntut pengalaman autentik dan aman, serta percepatan 

digitalisasi layanan selama dan sesudah pandemi 

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) 2. Laporan Badan Pariwisata 

Dunia (UNWTO) mencatat bahwa walaupun kunjungan wisatawan 

mancanegara pada 2024 belum sepenuhnya pulih ke tingkat 2019, 

pengeluaran wisatawan untuk destinasi berbasis alam, budaya, dan 

kesehatan tumbuh rata-rata empat belas persen lebih tinggi 

dibanding segmen “matahari–pasir–laut” 3. Temuan ini menegaskan 

tesis “pengecilan skala pariwisata”, yakni gagasan bahwa 

pemulihan paska pandemi tidak cukup mengandalkan jumlah 

kunjungan, tetapi harus menitikberatkan pada mutu pengeluaran 

wisatawan dan keberlanjutan pengelolaan destinasi 4. 

Di tingkat nasional, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 

tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU 10/2009) telah 

menempatkan sektor pariwisata sebagai pilar pembangunan 

 
1 Bill Bramwell et al., “Twenty-Five Years of Sustainable Tourism and the 

Journal of Sustainable Tourism: Looking Back and Moving Forward,” Journal of 
Sustainable Tourism (Taylor & Francis, 2017). 
2 Nuraeni Nuraeni, “World Journal of POST COVID-19 TOURISM BASED ON 

ENVIRONMENT CONSERVATION AND,” no. November 2024 (2025). 
3 Z G Mirzekhanova, “Tourism in the New Reality: Development Guidelines,” 

Geography and Natural Resources 45, no. 4 (2024): 357–365. 
4 Freya Higgins-Desbiolles et al., “Degrowing Tourism: Rethinking Tourism,” 

Journal of Sustainable Tourism (2019). 
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ekonomi kreatif Indonesia. Saat ini, pemerintah bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat sedang membahas Rancangan Undang-Undang 

Perubahan Ketiga atas UU 10/2009 yang menambahkan asas 

pembaruan, penguatan hak penyandang disabilitas, dan konsep 

ekosistem kepariwisataan guna meningkatkan daya saing destinasi. 

Revisi di tingkat undang-undang tersebut selaras dengan kebijakan 

deregulasi perizinan melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. Regulasi ini menghapus Tanda Daftar Usaha 

Pariwisata (TDUP) dan menggantikannya dengan Nomor Induk 

Berusaha (NIB) melalui platform Sistem Perizinan Berusaha 

Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Risiko (OSS-RBA) 5. 

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 

mempertegas pengawasan berbasis risiko serta menempatkan 

pemerintah daerah sebagai garda depan verifikasi pemenuhan 

komitmen dan pengawasan pascapenertiban izin usaha pariwisata 

6. Sejalan dengan teori kebijakan publik, penyederhanaan perizinan 

dipandang sebagai prasyarat pencapaian kemudahan berusaha dan 

peningkatan investasi 7. 

Sebagai gerbang wisata di selatan Provinsi Jawa Tengah, 

Kabupaten Banyumas memiliki beragam daya tarik, mulai dari 

alam (Kawasan Dataran Tinggi Baturraden dan Geopark Serayu), 

budaya (Kampung Batik, Pertunjukkan), hingga kesehatan dan 

kebugaran (pemandian air panas). Sektor pariwisata menjadi salah 

satu penyumbang PAD yang signifikan.  Hanya saja jumlah 

 
5 Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko,” Peraturan Pemerintah, 
no. 087293 (2021): 390. 
6 Republik Indonesia, “Perijinan Berusaha Berbasis Resiko,” Republik Indonesia, 

no. 28 (2025): 1–310, https://peraturan.bpk.go.id/Details/319773/pp-no-28-

tahun-2025. 
7 Michael Howlett, Designing Public Policies: Principles and Instruments 

(Routledge, 2023). 
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pengunjung Daya Tarik wisata di Banyumas masih fluktuatif.  

Jumlah kunjungan wisatawan pada masa Nataru 2024/2025 

hingga tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 56.022 orang, 

sedangkan pada masa Nataru sebelumnya yaitu pada masa 

2023/2024 secara keseluruhan mencapai 137.817 orang. 

Fenomena ini mencerminkan adanya penurunan jumlah kunjungan 

wisatawan dalam periode tertentu yang cukup signifikan. Meskipun 

demikian, secara akumulatif hingga akhir Desember 2024, jumlah 

wisatawan justru melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 

3,4 juta orang, dengan realisasi mencapai 4,2 juta orang. Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi pada waktu-

waktu tertentu, wisata Banyumas memiliki potensi yang 

menjanjikan8.   

Apabila dilihat secara jangka menengah, jumlah kunjungan 

obyek wisata di Kabupaten Banyumas tahun 2019 hingga tahun 

2024 juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. 

Kunjungan wisata paska Pandemi Covid-19 belum mampu pulih 

sepenuhnya dimana pada tahun 2024 jumlah pengunjung 

mencapai 1.004.644 wisatawan. Walaupun mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun 2023, kunjungan wisatawan di tahun 2024 

masih jauh lebih rendah dibandingkan kunjungan pada tahun 2019 

yang mencapai 1.340.257 wisatawan. Masalah lain yang muncul 

adalah turunnya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan rata – rata 

lama menginap di Kabupaten Banyumas pada tahun 2024. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kinerja kepariwisataan di Kabupaten 

Banyumas mengalami penurunan. 

 

 
8 Kantor Berita Antara, “Kujungan Objek Wisata Banyumas,” Antara, 
https://jateng.antaranews.com/berita/565310/kunjungan-ke-objek-wisata-

pemkab-banyumas-turun-drastis-selama-nataru?utm_source=chatgpt.com. 
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Tabel 1.1. Gap Analysis Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 
10 Tahun 2018 tentang Kepariwisataan, yang telah diubah 

dengan Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 

Aspek yang 

Dianalisis 

Ketentuan Ideal / 

Terkini 

Ketentuan Perda No. 10 

Tahun 2018 jo. 10 

Tahun 2020 

Kesenjangan 

(Gap) 
Implikasi 

Kesesuaian 

dengan 

peraturan di 

atasnya 

Harus sesuai dengan UU 

No. 11/2020 tentang Cipta 
Kerja dan PP No. 5/2021 

tentang Perizinan Berbasis 

Risiko 

Belum mengakomodasi 

OSS-RBA dan perizinan 

berbasis risiko sektor 

pariwisata 

Tidak selaras 

dengan 
kerangka 

perizinan 

nasional 

Perlu 

dicabut/diganti 

agar tidak 

bertentangan 

dengan hukum 
yang lebih tinggi 

Pendekatan 

pembangunan 

pariwisata 

Menekankan aspek 

berkelanjutan, partisipatif, 

dan berbasis potensi lokal 

Belum sepenuhnya 

mengakomodasi 

pariwisata berkelanjutan, 

peran masyarakat masih 
bersifat pelengkap 

Gagal 

mendorong 

pariwisata 

inklusif dan 
lestari 

Tidak mendukung 

arah 
pembangunan 

pariwisata 

nasional dan 

daerah 

Kewenangan 

Perizinan dan 

Pengawasan 

Kewenangan perizinan 

ditangani melalui sistem 

pusat (OSS) dan 

pengawasan dilakukan 
bersama pusat-daerah 

Masih menggunakan 
pendekatan perizinan 

manual dan administratif 

daerah 

Tumpang tindih 
dan berisiko 

menimbulkan 

maladministrasi 

Berpotensi 
memperlambat 

investasi dan 

birokrasi berbelit 

Cakupan 

pengaturan 

Harus mencakup 

dinamika jenis usaha 
pariwisata, digitalisasi, 

dan tren wisata minat 

khusus 

Tidak mengatur secara 

eksplisit mengenai 
pariwisata digital, wisata 

halal, dan desa wisata 

berbasis digital 

Tidak responsif 

terhadap 
perkembangan 

industri 

pariwisata 

Regulasi 

kehilangan 

relevansi dan 

daya dorong 

Penguatan 
desa wisata 

Desa wisata merupakan 

garda depan pariwisata 

daerah 

Hanya disebutkan 

sekilas, tanpa skema 
pengembangan atau 

insentif 

Tidak ada 

kerangka 

pendukung 

penguatan 

ekonomi lokal 

Potensi desa 

wisata tidak 
berkembang 

optimal 

Sumber: Hasil Analisis 

 

Kondisi tersebut menjadi catatan yang harus diperhatikan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas secara seksama 

mengingat pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu 

arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) pada setiap tahapannya. Arah kebijakan sektor 

pariwisata tahap I diantaranya Peningkatan SDM Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif; Penguatan Data Potensi Pariwisata dan Pelaku 

Ekonomi Kreatif; Peningkatan Infrastruktur pendukung Pariwisata 

(sarpras, Jalan, pusat informasi wisata); Digitalisasi Pemasaran dan 

Promosi Wisata baik Unggulan maupun Potensial; dan 

Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan. Arah kebijakan sektor 



| 5  

 

pariwisata tahap II diantaranya Diversifikasi wisata melalui 

Pengembangan potensi wisata sesuai dengan potensi masing – 

masing (baik lokawisata maupun desa wisata); Pemberdayaan 

masyarakat lokal dalam Pengembangan Desa Wisata dan Daya 

Tarik Wisata; Peningkatan Kualitas Produk Ekonomi Kreatif lewat 

Inkubator Bisnis dan pemanfaatan Teknologi Digital; dan 

Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan. Arah kebijakan 

sektor pariwisata tahap III diantaranya Peningkatan Investasi 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lewat Fasilitasi Kemudahan 

Investasi Pariwisata maupun Kemitraan Ekonomi Kreatif skala 

provinsi dan nasional; Pengembangan Jaringan berupa Klaster 

Ekonomi Kreatif untuk memfasilitasi kolaborasi Ekonomi Kreatif; 

Pembuatan Ruang Kreatif Ekonomi Kreatif; Pengembangan dan 

Edukasi Pariwisata Berkelanjutan; dan Pemanfaatan Objek 

Pemajuan Kebudayaan. Arah kebijakan sektor pariwisata tahap IV 

diantaranya Pengembangan wisata berkelanjutan berbasis 

masyarakat; Pengembangan Jaringan Ekonomi Kreatif tingkat 

nasional dan Internasional; dan Pemanfaatan Objek Pemajuan 

Kebudayaan. 

Permasalahan kepariwisataan yang ada dan dihadapkan 

pada arah kebijakan pembangunan tersebut tidak dapat dilepaskan 

dari kerangka hukum daerah kepariwisataan. Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang 

Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Nomor 10 Tahun 2020 masih menggunakan rezim TDUP, 

dan definisi usaha yang sudah tidak sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan terbaru. Sejak berlaku PP 5/2021 kemudian 

dicabut dengan PP 28/2025, banyak ketentuan dalam kedua perda 

tersebut menjadi tidak selaras. Ketidaksinkronan ini menimbulkan 

disharmoni vertikal dengan peraturan yang lebih tinggi, seolah 
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memaksa pelaku usaha memiliki NIB sekaligus TDUP sehingga 

meningkatkan biaya kepatuhan, menghilangkan mekanisme 

pengawasan berbasis risiko dan pelaporan daring, serta membuka 

ruang sengketa hukum.  Sebuah uji acak terkontrol pada 50 000 

usaha mikro di Indonesia menunjukkan bahwa bahkan informasi 

sederhana tentang OSS-RBA hanya berhasil mendorong 0,1 persen 

usaha mendaftar menegaskan besarnya hambatan laten berupa 

biaya transaksi dan ketidakpastian prosedur 9 Sementara itu, 

penelitian empiris di Medan menemukan bahwa penerapan penuh 

OSS-RBA berkorelasi positif dengan pertumbuhan investasi 

subsektor jasa makanan–minuman sebagai salah satu indikator 

penting ekosistem pariwisata, karena berkurangnya duplikasi izin 

dan percepatan proses legalitas 10. Temuan-temuan ini memperkuat 

urgensi harmonisasi Perda Banyumas agar sejalan dengan 

kerangka perizinan berbasis risiko, menurunkan beban regulasi, 

sekaligus meningkatkan daya tarik investasi pariwisata skala 

mikro. 

Pembangunan pariwisata Banyumas harus berpijak pada 

nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila IV mengenai kerakyatan dan 

Sila V mengenai keadilan sosial. Konsep pariwisata berkualitas 

menuntut distribusi manfaat ekonomi kepada warga lokal, 

pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan. Prinsip 

manusia, bumi, dan kesejahteraan mendorong regulasi yang 

membuka ruang partisipasi masyarakat sebagai pencipta bersama 

destinasi. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Higgins-Desbiolles 

 
9 Sarah Xue Dong, Dewi Meisari, and Banu Rinaldi, “Out of the Shadow: 

Encouraging Online Registration of Micro and Small Businesses through a 
Randomized Controlled Trial,” Journal of International Development 36, no. 8 

(2024): 2883–2905. 
10 Delfi Farosa, Badaruddin Badaruddin, and Tengku Irmayani, “The Influence of 

Implementing Risk-Based Business Licensing (OSS RBA) on Investment Growth 
in the Food and Beverage Services Subsector in Medan City,” PERSPEKTIF 13, no. 

1 (2024): 200–211. 
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dan Carnicelli tentang “pengecilan skala pariwisata” demi keadilan 

sosial dan ekologis.11  Dengan demikian, orientasi kebijakan perlu 

bergeser dari sekadar meningkatkan jumlah wisatawan menuju 

peningkatan nilai tambah dan ketangguhan destinasi.  

Dari sudut pandang sosial, struktur penduduk Banyumas 

didominasi kelompok usia produktif. Tingkat Partisipasi Angkatan 

Kerja di sektor jasa meningkat 1,2 persen per tahun, sedangkan 

Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 5,89 persen. Program desa 

wisata telah membuka lapangan kerja, terutama bagi perempuan 

dan pemuda, tetapi terkendala perizinan ganda serta minimnya 

literasi digital pelaku usaha. Penghapusan TDUP melalui 

NIB-OSS-RBA diharapkan menekan hambatan masuk bagi Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memperluas akses 

pembiayaan, serta mempercepat penerapan standar Kebersihan, 

Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE). 

Penelitian Darmana dan rekan-rekan pada membuktikan bahwa 

penyederhanaan izin mampu meningkatkan pendapatan desa 

wisata di Jawa Tengah hingga dua puluh tiga persen hanya dalam 

dua tahun. Tanpa perubahan perda yang selaras, potensi tersebut 

sulit terwujud 12. 

Pasal 12 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa urusan 

pariwisata merupakan kewenangan urusan pilihan bagi 

kabupaten/kota. Namun, hierarki peraturan perundang-undangan 

mengamanatkan agar peraturan daerah tidak bertentangan dengan 

peraturan yang lebih tinggi. Ketidaksinkronan Perda Banyumas 

tentang kepariwisataan dengan PP 28/2025 perlu segera disikapi. 

 
11 Higgins-Desbiolles et al., “Degrowing Tourism: Rethinking Tourism.” 
12 K Darmana, “Community-Based Cultural Tourism And Local Tourism In The 
Globalization Center: Case Study in Kemiren Village, Banyuwangi, East Java,” 

Jurnal IPTA p-ISSN 2338 (2018): 8633. 
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Di sisi lain, Prinsip Praktik Regulasi yang Baik menurut Organisasi 

Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengharuskan 

regulasi daerah bersifat adaptif, partisipatif, dan berbasis bukti 13. 

Oleh sebab itu, Perda Kabupaten Nomor 10 Tahun 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 2020 

yang sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi perlu dicabut dan perlu disusun peraturan daerah 

penggantinya.  Naskah Akademik untuk penyusunan rancangan 

perda kepariwisataan menjadi penting untuk menganalisis 

kesenjangan norma, merumuskan opsi kebijakan berbasis Kajian 

Dampak Regulasi, dan menjamin partisipasi publik seperti 

diamanatkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 

Naskah Akademik ini disusun untuk memberikan landasan 

ilmiah bagi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas tentang Kepariwisataan. Ranperda yang 

dihasilkan diharapkan mampu: (i) menyelaraskan definisi dan 

klasifikasi usaha pariwisata dengan peraturan pusat; (ii) mengatur 

hak, kewajiban dan larangan yang menjamin kepastian hukum 

sekaligus keadilan dan kemanfaatan; (iii) mengatur prosedur 

perizinan sesuai peraturan perundang-undangan; (iv) menetapkan 

skema sertifikasi usaha berbasis risiko; (iv) mewajibkan pelaporan 

oleh pelaku usaha sehingga mendukung pembinaan dan 

pengawasan yang lebih baik; (v) memperkuat pembinaan dan 

pengawasan terpadu; (vi) menerapkan sanksi administratif yang 

proporsional; dan (vii) mengatur ketentuan peralihan migrasi TDUP 

ke NIB. Dengan demikian, regulasi baru diharapkan mendorong 

 
13 Keon-Hyung Ahn, “Main Contents and Implications of the 2023 Revision of the 
OECD Guidelines for Multinational Enterprises,” Journal of International Logistics 
and Trade 22, no. 2 (2024): 80–92. 
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terciptanya destinasi yang berdaya saing, inklusif, dan 

berkelanjutan sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Kabupaten Banyumas 2021‒2026. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan 

pokok dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Kepariwisataan sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah kebutuhan pengaturan kepariwisataan di 

Kabupaten Banyumas dapat diwujudkan melalui Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Kepariwisataan?  

2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis peraturan perundang-

undangan terkait dengan kepariwisataan di Kabupaten 

Banyumas?  

3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan 

yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Kepariwisataan?  

4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang 

lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Tentang Kepariwisataan?  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik 

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas Tentang Kepariwisataan adalah: 

1. Mendapatkan gambaran kebutuhan pengaturan 

kepariwisataan di Kabupaten Banyumas dapat diwujudkan 

melalui Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Tentang 

Kepariwisataan 
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2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-

undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Tentang Kepariwisataan. 

3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di 

dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Tentang Kepariwisataan. 

4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup 

materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Tentang Kepariwisataan. 

 

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik 

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah 

Akademik ini adalah metode yuridis normatif.  Penyusunan ini 

dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah data sekunder 

berupa peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil 

pengkajian dan referensi lainnya.  Metode yuridis normatif yang 

dilaksanakan dilengkapi dengan observasi dan diskusi kelompok 

terfokus (focus group discussion).  Berdasarkan hal tersebut, dalam 

penyusunan naskah akademik ini digunakan juga metode yuridis 

empiris atau yang sering dikenal dengan sosiolegal, sehingga 

penelitian diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan 

terhadap peraturan perundang-undangan dilanjutkan dengan 

observasi dan focus group discussion untuk mendapatkan data-data 

yang berpengaruh terhadap peraturan perundang-undangan yang 

diteliti. 

Observasi dilakukan tidak hanya pada destinasi wisata, tetapi 

juga jasa usaha pariwisata lainnya. Focus group discussion 

melibatkan perangkat daerah terkait seperti Dinas Pemuda 

Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja Koperasi 

dan Usaha Kecil Menengah; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas 
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Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Satuan 

Polisi Pamong Praja, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan 

dan Kawasan Permukiman, Setda Bagian Perekonomian dan 

Sumber Daya Alam, Setda Bagian Hukum, Bappedalitbang, 

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Asosiasi Perusahaan 

Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA), pengelola desa wisata, dan 

pelaku pariwisata lainnya.  

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan 

Pendekatan penelitian yang dipergunakan meliputi 

pendekatan perundang-undangan (statute approach)14 yakni 

untuk mengkaji kaedah-kaedah hukum yang berlaku (hukum 

positif) yang mengatur mengenai kepariwisataan Kabupaten 

Banyumas.  Digunakan juga conceptual approach15, 

dilaksanakan untuk mengkaji dan analisis berbagai konsep 

dan doktrin serta teori-teori yang berhubungan dengan 

Kepariwisataan. Kemudian juga menggunakan pendekatan 

perbandingan atau Comparative approach16  yang  dilakukan 

untuk mengetahui dinamika Kepariwisataan, faktor 

pendukung dan penghambat kemajuannya serta pengaturan 

di tingkat nasional dan tingkat lokal. 

2. Sumber Data 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan 

sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan 

 
14 Irwansyah Irwansyah, “Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan 

Artikel,” Yogyakarta: Mirra Buana Media 8 (2020). 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder17.  

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa: 

a. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan 

perundang-undangan yang terkait langsung dengan 

masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas tentang Kepariwisataan.  

b. Bahan hukum sekunder, berupa literatur-literatur ilmu 

hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi 

lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.  

c. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus 

bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat 

memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam 

penulisan Naskah Akademik ini.  

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam rangka memperoleh dan menumpulkan bahan 

hukum, penelitian ini dilakukan antara lain melalui studi 

kepustakaan, yaitu berupa analisis dan pengkajian terhadap 

peraturan perundangan yang terkait dengan materi penelitian 

yang meliputi bahan hukum primer, yang terdiri dari UUD 

1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya yang 

mengatur materi kewenangan pemerintahan daerah, 

khususnya berkaitan dengan Kepariwisataan.  Sedangkan 

bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan yang 

memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, 

seperti literatur, hasil penelitian, makalah, artikel dan lain-

lain yang masih ada relevansinya dengan topik penelitian ini. 

Hasil wawancara mendalam dan focus group discussion 

digunakan untuk mendukung penelitian yang dilakukan.  

Wawancara mendalam dilakukan terutama dengan Perangkat 

 
17 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum” (2005). 
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Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang 

kepariwisataan.  Focus group discussion dilakukan dengan 

organisasi perangkat daerah di bidang kepariwisataan, 

bidang hukum, Satpol PP, Perizinan, serta penelitian dan 

pengembangan. 

Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara 

diinventarisasi, dipelajari dan kemudian diaplikasikan teori, 

konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang 

diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, 

untuk analisis dalam Naskah Akademik ini. 

4. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, 

Jawa Tengah 

5. Analisis Bahan Hukum 

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan 

dianalisis menggunakan teori- teori tentang perundang-

undangan, kepariwisataan, kearifan lokal, budaya, dan 

ekonomi kreatif. Kemudian bahan hukum yang diperoleh 

dianalisis secara normatif-kualitatif. Normatif dikarenakan 

penelitian ini bertitik tolak dari kaedah-kaedah hukum. 

Adapun analisis kualitatif dimaksudkan sebagai usaha untuk 

menemukan asas-asas dan informasi yang dituangkan dalam 

bentuk ungkapan atau pernyataan. Data-data kualitatif hasil 

wawancara dan focus group discussion akan dianalisis 

sebagai pendukung dalam menyusun konsep pembentukan 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Kepariwisataan. 
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6. Metode Penyajian Bahan Hukum 

Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh serta telaah 

dan analisis studi pustaka terhadap bahan hukum primer, 

sekunder maupun tersier akan disajikan secara deskriptif 

yang bentuk uraian dan disusun secara sistematis. 

7. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis 

berdasarkan kajian teks. Deskriptif analitis adalah penelitian 

yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, teori-teori atau doktrin-doktrin yang berhubungan 

dengan pemerintahan daerah dan khususnya mengenai 

kepariwisataan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS 

 

A. Kajian Teoretis 

Kajian teoritis dalam naskah akademik ini merupakan teori 

utama (grand theory) yang terkait dengan jangkauan, arah 

pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah 

yang disusun. Teori – teori yang digunakan dalam naskah akademik 

ini meliputi elemen-elemen yang ada pada konsep negara hukum, 

otonomi daerah, dan konsep pariwisata. 

1. Otonomi Daerah dan Peran Pemerintah Daerah dalam 

Pariwisata 

Berdasarkan konsepnya, pelaksanaan otonomi daerah 

pada masa lalu dipahami sebagai kewajiban. Hal ini berarti 

bahwa penyelenggaraaan otonomi daerah lebih menitikberatkan 

peran dan tanggungjawab pemerintah daerah kepada 

pemerintah pusat untuk menjalankan pembangunan nasional. 

Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah lebih mematuhi 

arahan dan instruksi pemerintah pusat daripada 

memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah. Hal tersebut 

mudah dipahami karena pada waktu itu tujuan 

penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan 

koordinasi dan integrasi nasional untuk memantapkan 

stabilitas dan pembangunan nasional. 

Terdapat berbagai pengertian mengenai otonomi yang 

berkembang di berbagai negara. Mills mendefinisikan 

desentralisasi atau otonomi daerah sebagai transfer wewenang 

atau kekuasaan dalam perencanaan publik, manajemen, dan 

pembuatan keputusan dari level nasional ke level sub nasional 

atau secara umum dari level pemerintahan yang lebih tinggi ke 
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level pemerintahan yang lebih rendah18. Di Indonesia otonomi 

daerah dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang 

kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 

2004 dan kembali direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 1 butir 

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah 

didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah 

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Diberlakukannya otonomi daerah diharapkan fungsi-fungsi 

pemerintah sebagai penentu kebijakan publik untuk memenuhi 

kebutuhan masyarakat dapat lebih maksimal. Hal ini sesuai 

dengan tujuan dari dilaksanakannya desentralisasi dan otonomi 

daerah yaitu untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan 

rakyatnya, sehingga pelayanan publik dapat dilakukan dengan 

lebih efisien dan efektif. Tujuan ini didasarkan pada asumsi 

bahwa pemerintah Kabupaten/Kota memiliki pemahaman yang 

lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya 

daripada pemerintah pusat19. 

Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki 

beberapa peran dalam kepariwisataan. Peran pemerintah 

tersebut diantaranya20: 

 

 

 
18 Ahmad, A. W. (2010). Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Outcomes 

Bidang Kesehatan: Studi Empiris Di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. 

. SNA XIII Universitas Jenderal Soedirman. 
19 Oates, W. E. (1993). Fiscal Decentralization and Economic Development. 

National Tax Journal, Vol. 46, No. 2, 237-243. 
20 Suwantoro, G. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset. 
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a. Perencana dan Perumus Kebijakan Daerah 

Pemerintah daerah menyusun peraturan daerah dan 

dokumen perencanaan strategis seperti Rencana Jangka 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Induk Pembangunan 

Pariwisata Daerah untuk mengarahkan pembangunan 

sektor pariwisata yang sesuai dengan potensi lokal. 

b. Pendorong Investasi dan Ekonomi Lokal 

Sebagai pemilik kewenangan perizinan (sesuai sistem OSS 

dan ketentuan sektoral), pemerintah daerah berperan 

menciptakan iklim usaha pariwisata yang sehat dan 

menarik investasi. Hal ini sejalan dengan prinsip good 

governance dan daya saing daerah. 

c. Pelestari Nilai Budaya dan Lingkungan 

Otonomi daerah memungkinkan pemerintah 

kabupaten/kota melindungi warisan budaya lokal melalui 

pengembangan wisata budaya dan kearifan lokal, serta 

menetapkan kawasan konservasi wisata alam. 

d. Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat 

Daerah berwenang mengembangkan SDM lokal melalui 

pelatihan dan pendampingan (Pokdarwis, pengrajin, 

pemandu wisata, UMKM), serta membangun infrastruktur 

pendukung (akses jalan, air, listrik, toilet umum, papan 

informasi). 

2. Pengertian Pariwisata 

Pengertian pariwisata dalam perkembangannya mengalami 

sebuah proses pergeseran definisi dari konvensional sampai 

definisi modern yang saat ini sering dipakai secara konvensional 

adalah perjalanan yang dilakukan yang tidak dikaitkan dengan 
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maksud-maksud lain kecuali hanya untuk mengisi waktu-

waktu luang masa liburan. 

Menurut Spillane, pariwisata merupakan kegiatan 

melakukan perjalanan dengan tujuan mendatangkan 

kesenangan, mencari kepuasan, mencari sesuatu dan 

memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, 

menunaikan tugas, berziarah dan lain–lain21. Sementara 

menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) 

pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain 

yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok sebagai usaha 

untuk mencari keseimbangan dan kebahagiaan dengan 

lingkungan hidup dalam dimensional budaya, alam, dan ilmu 

yang sifatnya sementara. 

 Menurut Sirsang, pariwisata adalah kegiatan yang tidak 

sekedar untuk bersenang-senang atau melakukan perjalanan 

dan melepaskan diri dari rutinitas kerja namun selain itu dalam 

kegiatan tersebut juga terkandung banyak unsur marginalisasi 

terhadap pihak lemah melalui berbagai cara mulai dari yang 

bersifat soft, misalnya kerja sama manajemen internasional dan 

pinjaman dana investasi sampai pada penggusuran dan 

sebagainya22. 

Menurut Prof. Salah Wahab, pariwisata adalah suatu 

perjalanan wisata yang tidak dikaitkan dengan keperluan atau 

maksud lain selain mengisi waktu luang dalam mengisi masa 

liburan. Pengertian yang dikemukakan tersebut merupakan 

pengertian pariwisata murni sedangkan dalam pengertian 

 
21 Susilowati, Indah dan Irma Afia Selma, 2004, Analisis Permintaan Obyek 

Wisata Alam Curug Sewu, Kabupaten Kendal Dengan Pendekatam Travel Cost, 

Dinamika Pembangunan, Vol 1, No 2 / Desember 2004 
22 Budisusetio, Mohamad, 2004, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara di Kabupaten Semarang, Skripsi yang 

tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro 
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modern, pariwisata adalah suatu perjalanan termasuk 

perjalanan pariwisata. Pendapat ini muncul berpangkal dari 

pemikiran bahwa sebagian orang mengaitkan perjalanan 

dinasnya dengan perjalanan pariwisata, dengan asumsi bahwa 

setelah urusan dinasnya selesai maka sebagian waktunya 

digunakan untuk menyaksikan obyek dan atraksi wisata 

ditempat yang dikunjungi sehingga muncul istilah bussiness 

tourist. Masih menurut Prof. Salah Wahab, pariwisata adalah 

salah satu industri yang mampu menyediakan lapangan 

pekerjaan, pendapatan, taraf hidup dan dalam mengaktifkan 

sektor produksi lain di negara penerima wisatawan23. 

3. Jenis Pariwisata 

Ada berbagai macam jenis pariwisata menurut Spillane 

dalam, diantaranya adalah24: 

a. Pleasure tourism, yaitu pariwisata untuk menikmati 

perjalanan. Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang 

yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, 

mencari udara segar, mengendorkan ketegangan 

syarafnya, menikmati keindahan alam, menikmati 

hikayat rakyat suatu daerah, serta menikmati hiburan 

dan sebagainya. 

b. Recreation tourism, yaitu pariwisata untuk tujuan 

rekreasi. Jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang yang 

menghendaki pemanfaatan hari–hari libur untuk 

istirahat, untuk memulihkan kembali kesegaran jasmani 

dan rohani yang akan menyegarkan keletihan dan 

kelelahannya. 

 
23 Susilowati, Indah dan Irma Afia Selma, 2004, Analisis Permintaan Obyek 

Wisata Alam Curug Sewu, Kabupaten Kendal Dengan Pendekatam Travel Cost, 

Dinamika Pembangunan, Vol 1, No 2 / Desember 2004 
24 Idem 
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c. Cultural tourism, yaitu pariwisata untuk kebudayaan. 

Jenis pariwisata ini ditandai dengan adanya rangkaian 

motivasi seperti keinginan untuk belajar di pusat–pusat 

pengajaran dan riset, mempelajari adat–istiadat, cara 

hidup masyarakat negara lain dan sebagainya. 

d. Sports tourism, yaitu pariwisata untuk tujuan olahraga. 

Jenis pariwisata ini bertujuan untuk olahraga, baik 

hanya untuk menarik penonton olahraga dan 

olahragawannya sendiri serta ditunjukkan bagi mereka 

yang ingin mempraktekkannya sendiri. 

e. Business tourism, yaitu pariwisata untuk urusan dagang 

besar. Dalam pariwisata jenis ini, unsur yang ditekankan 

adalah kesempatan yang digunakan oleh pelaku 

perjalanan dalam menggunakan waktu–waktu bebasnya 

untuk memanjakan dirinya sebagai wisatawan yang 

mengunjungi berbagai objek wisata dan jenis pariwisata 

yang lain. 

f. Convention tourism, yaitu pariwisata untuk konvensi. 

Banyak negara tertarik untuk menggarap jenis 

pariwisata ini dengan banyaknya hotel atau bangunan–

bangunan yang khusus dilengkapi untuk menunjang 

pariwisata jenis ini. 

Jika dilihat dari jenis pariwisata menurut Spillane diatas, 

maka obyek wisata Taman Nasional Karimunjawa termasuk 

dalam jenis pleasure tourism karena obyek wisata Taman 

Nasional Karimunjawa merupakan obyek wisata yang bisa 

digunakan untuk berlibur, mencari udara segar, mengendorkan 

ketegangan syarafnya, menikmati keindahan alam. Selain itu 

obyek wisata Taman Nasional Karimunjawa juga termasuk 

dalam jenis recreation tourism karena obyek wisata Taman 
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Nasional Karimunjawa merupakan obyek wisata yang bisa 

digunakan untuk memanfaatkan hari libur. 

Pariwisata menurut obyeknya dapat dibedakan menjadi 8 

jenis yaitu25: 

a. Cultural tourism, adalah jenis pariwisata dimana motivasi 

orang-orang yang melakukan perjalanan karena adanya 

daya tarik dari seni budaya suatu daerah atau tempat 

tertentu. Jadi obyek kunjungannya adalah warisan 

nenek moyang berupa benda-benda kuno atau situs-

situs kuno yang memiliki nilai sejarah. Contoh: Candi 

Borobudur. 

b. Natural tourism, adalah kegiatan pariwisata yang 

menjual keindahan alam untuk menarik wisatawan 

untuk datang berkunjung menikmati alamnya, udaranya 

dan segala fasilitas yang ada didalamnya. Obyek wisata 

ini biasanya mempunyai daerah penyangga, contohnya: 

Gunung Ungaran dengan Gedong Songo-nya yang 

memiliki wisata Bandungan sebagai daerah wisata 

penyangga. 

c. Technological tourism, adalah jenis pariwisata yang 

menyajikan teknologi-teknologi yang ada namun langka 

atau tidak mudah mendapatkannya baik berupa 

teknologi modern maupun teknologi yang telah kuno. 

Misalnya: Museum Kereta Api Kuno di Ambarawa. 

d. Historical tourism, adalah jenis pariwisata yang biasanya 

merupakan monumen atau tugu untuk mengingat suatu 

peristiwa heroik yang pernah terjadi di daerah tersebut. 

 
25 Hermanto, Hengky. (2011). Creative-Based Tourism Dari Wisata Rekreatif 

Menuju Wisata Kreatif. Jakarta: PT. Pradnya Paramita 



| 22  

 

Contoh: Monumen Palagan Ambarawa, Monumen 

Pancasila Sakti di Lubang Buaya Jakarta. 

e. Agro wisata, adalah perjalanan wisata yang dilakukan ke 

proyek-proyek pertanian, perikanan, ladang pembibitan 

dan sebagainya. Untuk jenis pariwisata ini, wisatawan 

dapat mengadakan kunjungan dan peninjauan untuk 

studi atau menikmati segarnya daerah pertanian, 

tanaman yang beraneka ragam jenis dan warnanya, 

proses pembibitan berbagai macam tanaman dan 

sebagainya. Misalnya: Agro Tlogo di Kabupaten 

Semarang. 

f. Recuperational tourism, jenis pariwisata ini sama dengan 

pariwisata kesehatan. Tujuan orang-orang tersebut 

berwisata adalah untuk menyembuhkan penyakit. 

Contoh: mandi di pemandian air panas. 

g. Religion tourism, perjalanan wisata yang dilakukan 

bertujuan untuk melihat atau menyaksikan dan 

mengikuti upacara-upacara keagamaan atau juga untuk 

mendatangi tempat-tempat tertentu yang dianggap 

memiliki nuansa agamis yang begitu kental. Contoh: 

Ziarah Walisongo. 

h. Shopping tourism, adalah jenis pariwisata yang 

menonjolkan sisi penjualan produk tertentu khas dari 

wilayah tersebut. Misalnya: PKL (Pedagang Kaki Lima) di 

Jalan Malioboro Yogyakarta ataupun kerajinan perak di 

Kotagede Yogyakarta. 

Jika dilihat dari jenis pariwisata menurut Ir. Henky 

Hermantoro diatas, maka obyek wisata Taman Nasional 

Karimunjawa termasuk dalam jenis natural tourism karena 
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obyek wisata Taman Nasional Karimunjawa merupakan suatu 

obyek wisata yang mengandalkan keindahan alam. 

Batasan pariwisata sangat luas dan sesuai dengan maksud 

berwisata atau kegiatan yang dilakukan oleh wisatawan, maka 

pariwisata dikategorikan menjadi: 

a. Wisata agro; merupakan ragam pariwisata baru yang 

dikaitkan dengan kegiatan industri pertanian  

b. Wisata belanja: dilakukan karena kekhasan barang yang 

ditawarkan atau bagian dari jenis pariwisata lain. 

c. Wisata budaya: berkaitan dengan ritual budaya yang 

sudah menjadi tradisi dan sering kali wisatawan 

melakukannya dengan maksud mengadakan riset 

budaya, mempelajari budaya setempat, mengunjungi 

situs bersejarah, dan sebagainya.  

d. Wisata Iklim; bagi Negara beriklim empat, pada saat 

tertentu benarbenar dimanfaatkan untuk melakukan 

perjalanan mengunjungi tempat-tempat lain hanya 

untuk ’berburu’ panas sinar matahari. Bagi masyarakat 

tropis seperti Indonesia, kunjungan kesuatu tempat 

berkaitan dengan maksud mencari perubahan iklim 

setempat.  

e. Wisata karya: kunjungan kerja, yaitu jenis pariwisata 

yang para wisatawannya berkunjungan dengan maksud 

dinas atau tugas-tugas lain, misalnya: peninjauan/ 

inspeksi daerah, sigi lapangan. Maksud kedatangan 

seseorang atau sejumlah orang disuatu DTW memang 

untuk melaksanakan tugas profesi/pekerjaannya, 

namun dalam waktu senggang, atau sengaja diacarakan, 

mereka melakukan rekreasi atau kunjungan wisata 

kebeberapa objek.  
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f. Wisata kesehatan: berhubungan dengan maksud 

penyembuhan suatu penyakit. Wisatawan mengunjungi 

suatu tempat karena keberadaan penyembuh,  

g. Wisata konvensi: dilakukan dengan sengaja memilih 

salah satu DTW sebagai tempat penyelenggaraan 

seminar dikaitkan dengan upaya pengembangan DTW 

yang bersangkutan. Penentuan lokasi tempat 

penyelenggaraan suatu konvensi, baik nasional maupun 

internasional, sering dikaitkan dengan kebijakan 

pemerintah mempromosikan suatu DTW. Kebijakan 

pemulihan lokasi penyelenggaraan konvensi sangat jelas 

diwarnai oleh kepentingan pariwisata.  

h. Wisata niaga; berkaitan dengan kepentingan perniagaan 

(usaha perdagangan). Wisatawan datang karena ada 

urusan diperniagaan ditempat tersebut, bahkan menjadi 

kebiasaan usaha bahwa berwisata digunakan sebagai 

media berniaga mengadakan pertemuan, perundingan, 

dan transaksi niaga  

i. Wisata olahraga: yaitu mengunjungi peristiwa penting di 

dunia olahraga, misalnya pertandingan perebutan 

kejuaraan, pekan olahraga, asean games, olimpiade, 

atau sekedar pertandingan persahabatan. Para 

wisatawan adalah para olahragawan, penonton, dan 

semua yang terlibat dalam peristiwa olahraga.  

j. Wisata pelancongan/ pesiar/ pelesir/ rekreasi: 

dilakukan untuk berlibur, mencari suasana baru, 

memuaskan rasa ingin tahu, melihat suatu yang baru, 

menikmati keindahan alam, melepaskan ketengangan 

(lepas dari kesibukan kerja rutin). Maksudnya adalah 

memulihkan kesegaran dan kebugaran jasmani dan 
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rohani setelah berwisata. Biasanya mencari atau 

mengunjungi tempat yang beriklim berbeda dengan iklim 

tempat tinggalnya, atau setidak-tidaknya memiliki suatu 

khas yang diinginkannya, ragam wisata rekreasi lebih 

kurang sama dengan wisata santai, yakni bepergian 

mengunjungi suatu tempat untuk memuaskan hasrat 

“ingin tahu”, baik objek itu berupa keindahan alam, 

peninggalan bersejarah atau budaya masyarakat. 

k. Wisata petualangan: dilakukan lebih kearah olahraga 

yang sifatnya menantang kekuatan fisik dan mental para 

wisatawan. Termasuk dalam jenis wisata petualangan 

adalah kegiatan pelatihan (kepemimpinan) dialam 

terbuka dengan berbagai atraksi yang menantang dan 

kadang- kadang mengundang risiko.  

l. Wisata Ziarah; dalam kegiatan dengan agama atau 

budaya. Mengunjungi tempat ibadah atau tempat ziarah 

pada waktu tertentu,  

m. Darmawisata; perjalanan beramai-ramai untuk 

bersenang- senang, atau berkaitan dengan pelaksanaan 

darma di luar ruangan, atau ekskursi; atau 

melaksanakan pengapdian kepada masyarakat di luar 

waktu kerja sehari-hari.  

n. Widyawisata (pendidikan); perjalanan keluar (daerah, 

kampung, dsb) dalam rangka kunjungan studi: 

dilakukan untuk mempelajari seni budaya masyarakat, 

mengunjungi dan meneliti cagar alam dan atau budaya, 

atau untuk kepentingan menuntut ilmu selama waktu 

tertentu. 
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4.  Konsep dan Obyek Pariwisata  

Konsep dan obyek pariwisata dapat dibagi tiga yaitu obyek 

wisata alam, obyek wisata budaya, dan Tempat rekreasi atau 

Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU). Penjelasan dari 

masing – masing obyek pariwisata tersebut adalah sebagai 

berikut26: 

a. Obyek wisata alam adalah sebagian atau keseluruhan 

kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan 

raya dan taman wisata laut yang dapat diusahakan 

untuk wisata alam termasuk sarana maupun 

prasarana penunjangnya. 

- Obyek dan daya tarik wisata alam, adalah obyek 

wisata yang daya tariknya bersumber pada 

keindahan sumber daya alam dan tata 

lingkungannya, baik dalam keadaan alami maupun 

setelah ada budidaya oleh manusia. 

- Taman hutan raya adalah kawasan hutan yang 

memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, 

keindahan hewani maupun keindahan alamnya 

sendiri. Kawasan ini mempunyai ciri khas untuk 

dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan 

pendidikan. 

- Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam 

yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari 

zona inti dan atau zona-zona lain yang 

dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, 

pariwisata, rekreasi dan pendidikan. 

 
26 Puspasari Melissa. 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Wisatawan Untuk Berkunjung Pada Objek Wisata di Kabupaten Semarang 
(Studi Kasus Kecamatan Ambarawa). Skripsi. Fakultas Ekonomi. Semarang: 

Universitas Diponegoro. 
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- Hutan wisata adalah kawasan hutan yang memiliki 

keindahan alam dan diperuntukkan khusus untuk 

dibina dan dipelihara. 

b. Obyek wisata budaya adalah pengusahaan wisata yang 

memanfaatkan seluruh aset kebudayaan baik 

berbentuk fisik maupun non fisik yang dapat 

dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai obyek dan 

daya tarik wisata. Jenis obyek wisata budaya antara 

lain terdiri dari obyek bangunan bersejarah, tempat 

ziarah, museum dan peninggalan purbakala. 

c. Tempat rekreasi atau Usaha Rekreasi dan Hiburan 

Umum (URHU) 

- Usaha pemandian alam adalah suatu usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi-

mandi dengan memanfaatkan air panas dan atau 

air terjun sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi 

dengan jasa pelayanan makan dan minum serta 

akomodasi. 

- Usaha gelanggang renang adalah usaha yang 

menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang, 

taman dan arena bermain anak-anak sebagai usaha 

pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa 

pelayanan makan dan minum. 

 

5. Aspek Ekonomi Pariwisata 

Bagi suatu negara, pariwisata merupakan invisible export 

karena negara tidak perlu menjual komoditi tersebut ke luar 

negeri untuk mendatangkan devisa, dengan sendirinya devisa 

akan masuk ke negara yang mempunyai objek wisata. Oleh 

karena itu setiap negara selalu berusaha untuk mendorong 
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industri pariwisatanya guna mendatangkan devisa. Selain itu 

pengembangan industri pariwisata juga bisa mendatangkan 

efek multiplier yang besar bagi perekonomian seperti 

berkembangnya industri jasa transportasi, perhotelan, 

perdagangan, dan berkembangnya sektor-sektor lainnya. 

Industri pariwisata memiliki sifat khusus, yaitu27: 

a. Produk wisata tidak dapat dipindahkan, konsumen 

sendiri yang harus datang mengunjungi dan menikmati 

produk wisata tersebut. 

b. Produksi dan konsumsi terjadi pada waktu yang 

bersamaan. 

c. Pariwisata tidak mempunyai standar ukuran yang 

obyektif karena pariwisata memiliki berbagai jenis 

pariwisata. 

d. Konsumen tidak dapat menikmati obyek wisata karena 

hanya dapat melihat dan mengetahui informasi suatu 

obyek wisata dari brosur atau alat promosi lainnya. 

e. Produk wisata mengandung resiko tinggi karena 

memerlukan modal yang sangat besar, sedangkan 

permintaannya sangat peka terhadap situasi ekonomi, 

politik, sikap masyarakat, kesenangan wisatawan dan 

sebagainya. 

6. Komponen Pembangunan Pariwisata  

Dalam merencanakan kebijakan dan perencanaan 

Pembangunan Kepariwisataan, sangat penting untuk 

memahami perbedaan bentuk dan fisik dari pengembangan 

pariwisata yang sesuai untuk suatu Negara atau wilayah. Untuk 

mendukung perencanaan pengembangan pariwisata diperlukan 

 
27 James Spillane. 1994. Pariwisata Indonesia Sejarah dan Prospeknya. 

Yogyakarta: Kanisius 
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pencarian data sebagai tahap awal dalam analisis perencanaan 

pariwisata diperlukan komponen-komponen dasar pariwisata, 

yaitu:  

a. Home, komponen pariwisata yang merupakan tempat 

tinggal wisatawan, yang dapat mempengaruhi terjadinya 

kegiatan pariwisata.  

b. Destinasi, komponen pariwisata yang merupakan tujuan 

wisatawan untuk bepergian menikmati obyek wisata.  

c. Transportasi, komponen pariwisata yang merupakan 

pembawa (carrier) wisatawan dari home ke destinasi dan 

sebaliknya.  

Komponen pariwisata di klasifikasikan ke dalam empat 

kategori besar, yaitu: 

a. Sumber daya alam, meliputi: iklim, bentuk alam, flora, 

fauna, sungai, pantai, pemandangan alam, sumber mata 

air, sanitasi, dan lain sebagainya.  

b. Infrastruktur, meliputi: jaringan air bersih, limbah, gas, 

listrik dan telepon, drainase, jalan raya, bandara, stasiun 

kereta api, terminal, resort, hotel, restoran, pusat 

perbelanjaan, tempat-tempat hiburan, museum, pertokoan 

dan infrastruktur lainnya.  

c. Transportasi, meliputi: kapal laut, pesawat terbang, kereta 

api, bus, dan fasilitas transportasi lainnya.  

d. Keramahtamahan dan budaya setempat, diwujudkan 

dalam bentuk sikap ramah tamah dan sopan santun 

penduduk setempat dalam menerima wisatawan. Dalam 

hal ini yang termasuk ke dalam sumber daya budaya 

meliputi seni, sejarah, musik, tari-tarian, drama, festival, 

pameran, pertunjukan, museum dan galeri seni, 

perbelanjaan, olah raga dan aktivitas budaya lainnya.  
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Dalam pengembangan pariwisata, untuk memenuhi 

keinginan wisatawan agar memperoleh kepuasan dalam rangka 

perjalanan wisatanya diperlukan pelayanan dan fasilitas sejak 

keberangkatan, ditengah perjalanan serta ditempat tujuan. 

Pelayanan dimaksud dapat melibatkan sektor-sektor dalam 

berbagai bidang, baik yang berdiri sendiri atau satu rangkaian 

yang mencakup berbagai bidang sehingga merupakan suatu 

paket atau suatu industri (pariwisata), seperti transportasi, 

akomodasi, restoran, katering, toko-toko cinderamata, pos, dan 

telekomunikasi. 

7. Sistem Kepariwisataan  

Secara umum untuk merumuskan sistem kepariwisataan 

yang dapat berfungsi dengan baik, inti dari keseluruhan proses 

pembangunan dan operasional pariwisata terdiri dari 

duakomponen utama, yaitu sisi permintaan dan sisi sediaan. 

Dalam sistem kepariwisataan terdapat tiga elemen utama yang 

menjadikan kegiatan tersebut dapat berlangsung, yaitu: 

a. Wisatawan, adalah aktor dalam kegiatan wisata. Berwisata 

menjadi sebuah pengalaman manusia untuk menikmati, 

mengantisipasi dan mengingatkan siatu masa dalam 

kehidupan.  

b. Elemen Geografi, merupakan pergerakan wisatawan yang 

berlangsung pada tiga area geografi, seperti: 1) Daerah 

Asal Wisatawan (DAW), mwrupakan tempat asal 

wisatawan untuk melakukan aktifitas kesehariannya, 

seperti bekerja, belajar, tidur, dan kebutuhan dasar 

lainnya. Rutinitas tersebut sebagai pendorong untuk 

memotivasi seseorang berwisata. Dari DAW ini calon 

wisatawan dapat memperoleh informasi tentang obyek dan 

daya tarik wisata yang diminati, membuat pesanan dan 
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berangkat menuju daerah tujuan. 2) Daerah Transit (DT), 

tidak semua wisatawan harus berhentia pada suatu 

daerah sebelum sampai ke daerah tujuannya. Namun 

seluruh wisatan pasti akan melalui daerah tersebut 

sehingga peranan DT pun sangat penting. Seringkali 

terjadi, perjalanan wisata berakhir di daerah transit bukan 

di daerah tujuan, hal inilah yang membuat beberapa 

Negara menjadikan daerahnya multifungsi, yakni sebagai 

daerah transit dan daerah tujuan wisata. 3) Daerah Tujuan 

Wisata (DTW), daerah ini seringkali dikatakan sebagai 

sharp end (ujung tombak) pariwisata. Di DTW ini dampak 

pariwisata sangat dirasakan sehingga dibutuhkan 

perencanaan dan strategi manajemen yang tepat. Untuk 

menarik wisatawan, DTW merupakan pemacu 

keseluruhan sistem pariwisata dan menciptakan 

permintaan untuk perjalanan dari DAW. DTW juga 

merupakan raison d’etre atau alas an utama 

perkembangan pariwisata yang menawarkan hal-hal yang 

berbeda dengan rutinitas keseharian wisatawan.  

c. Industri Pariwisata, merupakan industri yang 

menyediakan jasa, daya tarik, dan sarana wisata. Industri 

yang merupakan unit usaha atau bisnis di dalam 

kepariwisataan dan tersebar di ketiga area geografi 

tersebut. 

Model sistem kepariwisataan yang mengaitkannya dengan 

konteks proses perencanaan/pengelolaan pariwisata terdapat 

empat komponen pembentuk sistem kepariwisataan, yaitu:  

a. Market (pasar), mencakup faktor-faktor yang 

mempengaruhi pasar dengan penekanan pada perilaku 

pasar, faktor-faktor internal dan eksternal yang 
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mempengaruhi perjalanan wisata, dan proses 

pengambilan keputusan berwisata.  

b. Marketing (pemasaran), menfokuskan pada strategi 

bagaimana pengelola pariwisata merencanakan, 

mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa 

kepada wisatawan.  

c. Travel (perjalanan): fokus pada pergerakan wisatawan, 

moda transportasi, dan segmen pasar.  

d. Destination (destinasi/ daerah tujuan wisata): mencakup 

proses dan prosedur yang dilakukan oleh destinasi dalam 

pembangunan dan mempertahankan keberlanjutan 

kepariwisataan. 

8. Pemasaran Pariwisata  

Pengaturan kepariwisataan dalam aspek regulasi 

ditegaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan Bab I Pasal 1, dinyatakan bahwa 

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait 

dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin 

yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara 

serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, 

sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 

pengusaha.  

Bertolak dari pariwisata sebagai industri yang berorientasi 

pada jasa layanan dan mempunyai sifat yang sangat berlawanan 

dengan industri barang, sangat subjektif, serta intangible maka 

dengan karakteristik tersebut, dalam pemasarannya harus 

memperhatikan strategi pemasaran yaitu proses segmenting, 

targetting, positioning, dan marketing mix harus tepat.  

Pemasaran pariwisata (tourism marketing) sangat 

kompleks sifatnya karena produk yang ingin dipasarkan sangat 
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terikat dengan supplier yang menghasilkannya, instansi, 

organisasi, atau lembaga pariwisata yang mengelolanya. 

Memasarkan produk industri pariwisata tidak hanya sebatas 

koordinasi, tetapi diperlukan kerjasama yang baik antara 

organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan 

pariwisata dengan semua pihak yang terlibat dan berkaitan.  

Pengembangan pariwisata salah satunya melalui 

pembangunan, dimana pembangunan sebagai sebuah proses 

perubahan kearah yang lebih baik (continuous improvement) 

meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan 

pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai 

yang dikehendaki. Pembangunan kepariwisataan diwujudkan 

melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan 

dengan memperhatikan keaneka ragaman, keunikan, dan 

kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk 

berwisata. Pembangunan kepariwisataan nasional meliputi 

destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata, 

dan kelembagaan kepariwisataan.  

Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada 

dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya 

terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, 

aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan 

melengkapi terwujudnya kepariwisataan, yang diatur sebagai 

berikut:  

a. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang 

memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa 

keaneka ragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil 

buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan 

kunjungan wisatawan.  
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b. Aksesibilitas pariwisata adalah semua jenis sarana dan 

prasarana transportasi yang mendukung pergerakan 

wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi 

pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi 

pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan 

wisata. 

c. Prasarana umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu 

lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu 

lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana 

semestinya. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan 

dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi 

masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan 

keseharian. 

d. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang 

secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan 

kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam 

melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.  

e. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk 

menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan 

produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan 

untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh 

pemangku kepentingannya.  

f. Industri pariwisata adalah kumpulan Usaha Pariwisata 

yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang 

dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan 

dalam penyelenggaraan pariwisata.  

g. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur 

beserta jaringannya yang dikembangkan secara 

terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah daerah, 

swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi 
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dan mekanisme operasional, yang secara 

berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke 

arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan. 

 

9. Jenis Usaha Pariwisata 

UNWTO mengelompokkan usaha pariwisata dalam konteks 

ekosistem pariwisata berdasarkan Tourism Satellite Account 

(TSA) yang menjadi standar internasional untuk mengukur 

kontribusi ekonomi sektor pariwisata. Usaha-usaha ini terdiri 

dari berbagai industri utama (tourism characteristic industries) 

dan industri pendukung. Penjelasan dari masing – masing 

usaha pariwisata tersebut adalah sebagai berikut28: 

a. Akomodasi bagi Pengunjung (Accommodation for Visitors) 

Akomodasi bagi Pengunjung merupakan jenis usaha 

yang menyediakan penginapan jangka pendek untuk 

wisatawan. Pendapatan utama berasal dari penyediaan 

kamar kepada wisatawan (bukan penduduk setempat). 

Akomodasi bagi Pengunjung terdiri dari: 

• Hotel dan resort 

• Guest house / bed & breakfast 

• Hostel 

• Apartemen sewa harian 

• Pondok wisata dan homestay 

b. Transportasi Wisatawan (Passenger Transport) 

Usaha yang menyediakan layanan perpindahan fisik 

wisatawan dari satu tempat ke tempat lain. Usaha ini masuk 

kategori pariwisata bila layanan utamanya memang untuk 

 
28 United Nations & WTO. (2010). Tourism Satellite Account: Recommended 
Methodological Framework 2008 (TSA: RMF 2008). 
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penumpang dan perjalanan rekreasi, bukan logistik. Jenis 

transportasi wisata: 

• Transportasi udara (maskapai penerbangan 

komersial & charter) 

• Transportasi darat (bus wisata, kereta api pariwisata, 

sewa mobil) 

• Transportasi air (kapal pesiar, perahu wisata, feri) 

c. Jasa Makanan dan Minuman (Food and Beverage Serving 

Services) 

Usaha yang melayani konsumsi makanan/minuman 

bagi wisatawan dalam suasana rekreatif atau wisata. 

Restoran di luar kawasan wisata bisa dikategorikan sebagai 

usaha pariwisata jika menerima proporsi signifikan dari 

wisatawan. Contoh dari usaha ini yaitu: 

• Restoran dan kafe 

• Bar dan pub 

• Warung makan di kawasan wisata 

• Tempat makan tematik (misalnya, restoran kapal 

terapung, restoran budaya) 

d. Agen Perjalanan dan Operator Tur (Travel Agencies and 

Other Reservation Services) 

Usaha ini menjadi penghubung wisatawan dengan 

produk wisata, termasuk paket wisata dan pemesanan. 

Layanan utama dari usaha ini yaitu menjual paket wisata, 

merancang perjalanan, booking tiket, hotel, dan atraksi 

wisata. Contoh dari usaha ini terdiri dari: 

• Agen perjalanan 

• Operator tur 

• Perusahaan pemesanan online (OTA) 

• Jasa reservasi hotel atau transportasi 
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e. Kegiatan Budaya dan Hiburan (Cultural and Recreational 

Activities) 

Meliputi usaha yang menyediakan atraksi dan kegiatan 

wisata yang bersifat budaya, hiburan, atau edukasi. Atraksi 

buatan dan budaya lokal menjadi inti dari usaha ini. Contoh 

dari usaha ini terdiri dari: 

• Museum, galeri, situs sejarah 

• Taman hiburan dan rekreasi 

• Pertunjukan seni dan budaya 

• Konser musik, festival tradisional 

• Bioskop dan teater wisata 

f. Layanan Penyewaan untuk Wisatawan (Rental Services 

for Tourism) 

Layanan penyewaan untuk wisatawan menyediakan 

penyewaan barang dan jasa untuk menunjang kegiatan 

wisata. Contoh dari usaha ini terdiri dari: 

• Penyewaan mobil atau sepeda 

• Penyewaan perlengkapan outdoor (alat selam, ski, 

dsb). 

• Penyewaan pakaian adat untuk foto wisata 

g. Jasa Pendukung Lainnya (Other Tourism-related Services) 

Ini mencakup kegiatan-kegiatan pelengkap yang tidak 

langsung berwisata tapi menunjang pengalaman wisatawan. 

Contoh dari usaha ini terdiri dari: 

• Asuransi perjalanan 

• Penukaran mata uang 

• Souvenir dan toko oleh-oleh 

• Layanan pemandu wisata (guide) 

• Pelatihan pariwisata 
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Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

No. 4 Tahun 2021, terdapat 13 jenis usaha pariwisata, yaitu: 

• Daya Tarik Wisata 

• Jasa Transportasi Wisata 

• Jasa Perjalanan Wisata 

• Jasa Makanan dan Minuman 

• Penyediaan Akomodasi 

• Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, 

Konvensi dan Pameran 

• Jasa Informasi Pariwisata 

• Jasa Konsultasi Pariwisata 

• Jasa Pramuwisata 

• Jasa Impresariat 

• Spa 

• Sentra Industri Pariwisata 

• Wisata Tirta 

 

10. Desa Wisata dan Kampung Wisata 

Desa wisata adalah suatu wilayah desa yang memiliki 

potensi keunikan, baik alam, budaya, maupun hasil kreativitas 

masyarakat yang dikembangkan sebagai destinasi wisata yang 

dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Desa wisata adalah 

kesatuan wilayah administratif di tingkat desa yang memiliki 

potensi keunikan daya tarik wisata, dengan pengelolaan yang 

melibatkan partisipasi masyarakat setempat secara aktif untuk 

mewujudkan keberlanjutan ekonomi, sosial budaya, dan 

lingkungan29.  

 
29 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. (2021). Rencana Strategis 
Pengembangan Desa Wisata. 
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Gumelar mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

komponen desa wisata. Komponen desa wisata tersebut 

diantaranya adalah memiliki keunikan, keaslian, dan atau sifat 

khas tertentu, letaknya berdekatan dengan daerah alam yang 

biasa, berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya 

yang secara hakiki menarik minat pengunjung; dan memiliki 

peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana, maupun 

sarana lainnya30. Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa desa wisata merupakan pengembangan sebuah desa 

yang memiliki potensi alam atau lingkungan serta kebudayaan 

yang memiliki potensi wisata dengan dilengkapi dengan 

fasilitas-fasilitas untuk mendukung kemajuan desa dan 

meningkatkan kesejahteraan serta pemberdayaan masyarakat 

setempat31. 

Berbeda dengan desa wisata, Kampung wisata adalah 

kawasan permukiman (biasanya di kota) yang memiliki daya 

tarik khas seperti budaya, sejarah, kuliner, atau kreativitas 

warganya yang dikelola sebagai destinasi wisata dengan 

partisipasi aktif masyarakat. Kampung wisata juga dapat 

didefinisikan sebagai wilayah permukiman di perkotaan atau 

pinggiran kota yang memiliki potensi wisata, dikelola oleh warga 

dan menjadi destinasi alternatif berbasis komunitas32. Ciri khas 

dari kampung wisata adalah sebagai berikut: 

 

 

 
30 Zakaria, Faris dan Rima Dewi Suprihardjo. 2014. Konsep Pengembangan 

Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten 

Pamekasan. JURNAL TEKNIK POMITS Vol. 3, No.2, (2014) 2337-3520. 
31 Sari, Ayu Multika, Andy Fefta Wijaya, Abdul Wachid. 2015. Penerapan Konsep 

Green Economy dalam Pengembangan Desa Wisata sebagai Upaya Mewujudkan 
Pembangunan Berwawasan Lingkungan (Studi pada Dusun Kungkuk, Desa 

Punten Kota Batu). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No.4, Hal. 765-770. 
32 Kemenparekraf RI. (2020). Buku Panduan Pengembangan Kampung Wisata. 
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a. Berada di wilayah kota atau urban-rural fringe 

b. Potensi utama bisa berupa mural, kuliner, sejarah, atau 

kegiatan kreatif 

Contoh dari kampong wisata diantaranya adalah Kampung 

Warna-Warni Jodipan (Malang), dan Kampung Betawi Setu 

Babakan (Jakarta). 

 
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan 

Penyusunan Norma 

Untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan, 

dalam penyusunannya harus didasarkan pada kaidah hukum yang 

diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang 

Pembentukan perundang-undangan dan kaidah hukum yang 

mangatur muatan materi sebagaimana diatur dalam Perda tersebut. 

Oleh karena itu, konstruksi hukum dalam Perda yang di bentuk ini 

harus menyesuaikan dan mendasarkan pada asas maupun materi 

yang diatur oleh kedua peraturan perundang-undangan tersebut.  

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 pada intinya menyatakan pembentukan perundang-

undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan 

perundang-undangan, selanjutnya pada pasal 6 menyebutkan 

bahwa materi muatan harus mencerminkan asas perundang-

undangan yang bersifat umum terkait dengan materi muatan dan 

memberikan pula asas yang bersifat khusus terkait dengan bidang 

yang diatur.  

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang 

Kepariwisataan di Kabupaten Banyumas juga mendasarkan pada 

asas Pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011, yang meliputi: 
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a. Kejelasan tujuan 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa 

setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus 

mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. 

b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat 

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat 

pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap Peraturan 

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau 

pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang 

berwenang Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat 

dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh 

lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. 

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan 

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, 

hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-

benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai 

dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundangan-undangan. 

d. Dapat dilaksanakan 

Yang dimaksudkan dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah 

bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundangan-

undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan 

Perundangan-udangan tersebut di dalam masyarakat, naik 

secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan 

kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan 

dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 
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f. Kejelasan rumusan 

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah 

bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus 

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Perundangan-

undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta 

bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga 

tidak menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam 

pelaksanaannya. 

g. Keterbukaan 

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa 

dalam Pembentukan Perundang-undangan mulai dari 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau 

penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan 

terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat 

mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk 

memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

Asas materi muatan peraturan perundang-undangan diatur 

dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 yang 

merupakan syarat-syarat substansil atau asas-asas hukum 

material dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Materi muatan dalam Peraturan Daerah Kepariwisataan ini harus 

mencerminkan asas: 

a. Pengayoman  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus berfungsi memberikan pelindungan untuk 

menciptakan ketentraman masyarakat.  
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b. Kemanusiaan  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak 

asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga 

negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.  

c. Kebangsaan  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia 

yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

d. Kekeluargaan  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai 

mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.  

e. Kenusantaraan  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah 

Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-

undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari 

sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.  

f. Bhinneka tunggal ika 

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus 

memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan 

golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  
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g. Keadilan  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi 

setiap warga negara.  

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan 

berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, 

golongan, gender, atau status sosial.  

i. Ketertiban dan kepastian hukum  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat 

melalui jaminan kepastian hukum  

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan  

Setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan 

harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan 

keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat 

dan kepentingan bangsa dan negara. 

 

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang 

ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat 

Dalam naskah akademik, kajian praktis/ praktik empiris 

disampaikan terkait dengan gambaran umum kondisi daerah dan 

praktik penyelenggaraan dan permasalahan yang dihadapi. Kajian 

praktik empiris menjabarkan lebih lanjut terkait gambaran 

Kabupaten Banyumas secara umum, praktik penyelenggaraan, dan 

permasalahan kepariwisataan yang terjadi di Kabupaten 

Banyumas. 
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1. Gambaran Umum Kabupaten Banyumas 

Kabupaten Banyumas terletak di sebelah Barat Daya 

Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah 1.391,15 Km2, 

terdiri dari 27 kecamatan, 301 desa, dan 30 kelurahan. Wilayah 

Kabupaten Banyumas berbatasan dengan Kabupaten Tegal dan 

Kabupaten Pemalang di sebelah Utara, Kabupaten Purbalingga, 

Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen di sebelah 

Timur, Kabupaten Cilacap di sebelah Selatan, dan Kabupaten 

Cilacap dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. 

Secara geografis wilayah Kabupaten Banyumas sebagai 

salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak diantara 7o15’ 

dan 7o37’ Lintang Selatan dan antara 108o39’ dan 109o27’ Bujur 

Timur. Kabupaten Banyumas berada pada posisi strategis, yaitu 

pada persimpangan perhubungan lintas daerah.  

 
Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Banyumas, 2024 

Gambar 2.1. Kedudukan Kabupaten Banyumas dalam Provinsi 

Jawa Tengah 
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Wilayah Kabupaten Banyumas memiliki topografi dengan 

rentang ketinggian -4,26 mdpl sampai dengan 3.112 mdpl. 

Sebagian besar wilayah Kabupaten Banyumas berada pada 

ketinggian 0-200 mdpl (54,37%), dan bagian wilayah terkecil 

berada pada ketinggian lebih dari 3.000 mdpl (0,03%). 

Kelerengan wilayah Kabupaten Banyumas beragam dan hampir 

terdistribusi merata untuk setiap kelas lereng. Namun, sebagian 

besar kelerengan (27,21%) memiliki kondisi yang datar dengan 

kemiringan 0%-8%. Berdasarkan kemiringan lahannya, wilayah 

Kabupaten Banyumas diklasifikasikan sebagai berikut:  

a. 0%–8% (datar) meliputi area seluas 37.856,9 Ha (27,21%) 

yang terdistribusi di wilayah bagian timur, tengah, 

selatan, dan sedikit di bagian barat. Kecamatan yang 

memiliki kemiringan kondisi datar terluas adalah 

Kecamatan Jatilawang, Kecamatan Wangon, dan 

Kecamatan Sokaraja.  

b. 8%–15% (landai) meliputi area seluas 30.156,4 Ha 

(21,68%) yang terdistribusi di wilayah bagian timur, 

tengah, selatan, dan sedikit di bagian barat. Kecamatan 

yang memiliki kemiringan kondisi landai terluas adalah 

Kecamatan Cilongok, Kecamatan Sumbang, dan 

Kecamatan Pekuncen.  

c. 15%–25% (agak curam) meliputi area seluas 30.778 Ha 

(22,12%) yang terdistribusi di wilayah bagian utara, 

selatan, dan timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan 

kondisi agak curam terluas adalah Kecamatan Lumbir, 

Kecamatan Gumelar, dan Kecamatan Cilongok.  

d. 25%-40% (curam) meliputi area seluas 28.086,2 Ha 

(20,19%) yang terdistribusi di wilayah utara, selatan, dan 

timur. Kecamatan yang memiliki kemiringan kondisi 
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curam terluas adalah Kecamatan Lumbir, Kecamatan 

Gumelar, dan Kecamatan Cilongok.  

e. Lebih dari 40% (sangat curam) meliputi area seluas 

12.237,8 Ha (8,80%) yang sebagian besar terdistribusi di 

wilayah utara, selatan, dan timur. Kecamatan yang 

memiliki kemiringan kondisi sangat curam terluas adalah 

Kecamatan Cilongok, Kecamatan Kedungbanteng, dan 

Kecamatan Pekuncen. 

Dilihat dari bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya, 

wilayah Kabupaten Banyumas dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

kategori daerah yaitu:  

a. Daerah pegunungan di sebelah utara atau daerah lereng 

Gunung Slamet dan daerah Pegunungan Serayu Selatan 

yang membujur hampir sepanjang wilayah kabupaten dan 

hanya dipisahkan oleh lembah di daerah Jatilawang.  

b. Dataran rendah terletak di antara lereng Gunung Slamet 

dan Pegunungan Serayu Selatan dengan lebar rata-rata 

15 km;  

c. Dataran rendah di sebelah Selatan Pegunungan Serayu 

Selatan, membujur dari arah Barat sampai dengan 

perbatasan Kabupaten Kebumen dengan lebar rata-rata 

10 km. 

Posisi strategis wilayah Kabupaten Banyumas sebagai 

penghubung wilayah Jawa bagian Barat dan Timur serta Jawa 

bagian Utara dan Selatan didukung dengan sistem jaringan 

transportasi yang menghubungkan dengan wilayah lainnya, 

membuat Kabupaten Banyumas dijadikan salah satu kawasan 

strategis Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Banyumas dalam 

revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam Wilayah 

Pengembangan Cibalingmas (Cilacap, Purbalingga, Banyumas). 
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Kawasan Cibalingmas ini memiliki arah kebijakan untuk 

peningkatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata dan 

maritim Pancangsanak; memperpadukan pengembangan 

kawasan perkotaan Cilacap - Purwokerto - Purbalingga; 

menyelaraskan pengembangan industri Cilacap - Banyumas; 

mendorong pengembangan wilayah Kabupaten Cilacap yang 

berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat dengan pusat 

pengembangan di Kawasan Perkotaan Majenang; mendorong 

pengembangan pelabuhan Tanjung Intan dan Pelabuhan darat 

(dryport) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor; 

pengembangan pelabuhan perikanan Samudera Cilacap sebagai 

sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya; 

peningkatan akses menuju bandar udara Jendral Soedirman; 

pengembangan industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, 

serta pertambangan dan energi dengan tetap 

mempertimbangkan kelestarian alam; dan pengembangan 

potensi wisata unggulan Kabupaten dengan mengintegrasikan 

Kawasan Ekosistem Mangrove Segara Anakan dan Kawasan 

Pariwisata Baturraden. 

Topografi dan kelerengan yang bervariasi membentuk 

bentang alam yang indah sebagai potensi wisata alam, namun 

di sisi lain terdapat wilayah dengan topografi curam yang rawan 

longsor dan cekungan yang rawan banjir. Permasalahan yang 

lain muncul ketika sebagian besar objek wisata di Kabupaten 

Banyumas sebagian besar memanfaatkan air (Wisata Curug dan 

Wisata Sungai) dan wisata berbasis Pegunungan Slamet. Selain 

perijinan yang belum terpenuhi, objek – objek wisata tersebut 

juga beresiko tinggi sehingga memerlukan standardisasi yang 

mendukung aspek keamanan dan keselamatan. 
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2. Daya Tarik Wisata Kabupaten Banyumas 

Daya Tarik Wisata di Kabupaten Banyumas tahun 2024 

berjumlah 92 obyek wisata. Sebagian besar daya tarik wisata di 

Kabupaten Bantumas yaitu wisata alam seperti curug, hutan 

dan perbukitan yang berada di wilayah pedesaan yang menjadi 

daya tarik utama. Selain itu, terdapat wisata buatan yang 

sebagian besar berlokasi di wilayaah perkotaan. 

Daya Tarik Wisata Kabupaten Banyumas yang berada di 

wilayah perkotaan berupa wisata buatan yang diciptakan untuk 

memberikan pengalaman rekreasi, edukasi dan hiburan. Obyek 

wisata buatan yang berada di wilayah perkotaan meliputi Taman 

Apung Maskemambang, Menara Teratai, Taman Rekreasi 

Andhang Pangrenan, Gedung Kesenian Soetedja, Kolam Renang 

Tirta Kembar dan GOR Satria Purwokerto. 

Selain itu, daya tarik wisata yang berada di wilayah luar 

perkotaan yang di dominasi wisata alam yaitu Lokawisata 

Baturraden, Taman Botani, Tirta Husada Kalibacin, Curug 

Gemawang, Curug Telu, Grojogan Ratu, Wana Wisata 

Batirraden, Telaga Sunyi, Bukit Tengtung, De’damaran, Curung 

Tirta Sela, Curug Jenggalan, Curug Bayan, Hutan Pinus 

Limpakuwus, Baturraden Adventure Forest (BAF), Curug 

Ceheng, Damar Payung Adventure, Pegubugan Melung, Taman 

Banyu Kencana Watu Blencong, Hutan Pinus Sawangan, Curug 

Cipendong, Telaga Kumpe dan masih banyak lagi.  

Kabupaten Banyumas juga memiliki daya tarik wisata 

dalam wisata Budaya dan Religi. Wisata ini menawarkan 

keunikan tradisi dan adat istiadat masyarakat setempat serta 

perjalanan spiritual melalui kunjungan wisata. Daya tarik 

wisata yang masuk dalam wisata budaya dan religi yaitu Wisata 

Religi Tambak Sela, Masjid Saka Tunggal, Pertapan Gerguden, 
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Makam Kyai Mranggi Semu, Makam Joko Kaiman dan Oemah 

Gamelan. Selain itu, terdapat daya tarik wisata berupa 

agrowisata yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai daya 

tarik utamanya, diatantaranya adalah Kebun Anggur 

Karangsalam, Kebun Buah Batur Agung, Agrowisata Karang 

Panginyongan, Agrowisata Kalibagor, Agrowisata Tunggul Mas 

dan Kebun Buah Naga. Daya tarik wisata lainnya yaitu wisata 

kuliner yaitu Kampung Nopia Mino yang dapat dikunjungi di 

Desa Pekunden, Banyumas. 

 
Tabel 2.1. Daya Tarik Wisata Kabupaten Banyumas Tahun 

2024 
No Daya Tarik Wisata Alamat Pengelola 

1 Lokawisata Baturraden Desa Karangmangu, 

Baturraden 

Pemerintah 

Kabupaten 

2 Taman Apung 
Maskemambang 

Bancarkembar, 
Purwokerto 

Pemerintah 
Kabupaten 

3 Menara Teratai Kedungwuluh, 

Purwokerto 

Pemerintah 

Kabupaten 

4 Taman Botani Desa Karangmangu, 

Baturraden 

Pemerintah 

Kabupaten 

5 Taman Rekreasi Andhang 
Pangrenan 

Karangklesem, 
Purwokerto 

Pemerintah 
Kabupaten 

6 Thr Pangsar Soedirman Karanglewas Kidul, 

Karanglewas 

Pemerintah 

Kabupaten 

7 Museum Wayang 
Banyumas 

Desa Sudagaran, 
Banyumas 

Pemerintah 
Kabupaten 

8 Tirta Husada Kalibacin Desa Tambaknegara, 

Rawalo 

Pemerintah 

Kabupaten 

9 Gedung Kesenian Soetedja Pancurawis, 

Purwokerto 

Pemerintah 

Kabupaten 

10 Curug Gemawang Desa Kemawi, 
Somagede 

Pemerintah 
Kabupaten 

11 Kolam Renang Tirta Kembar Bancarkembar, 

Purwokerto 

Pemerintah 

Kabupaten 

12 Gor Satria Purwokerto Mangunjaya, 

Purwokerto 

Pemerintah 

Kabupaten 

13 Pasar Minggon Mangunjaya, 
Purwokerto 

Swasta 

14 Camp Area Umbul Bengkok 

(Caub) 

Desa Karangsalam, 

Baturraden 

Swasta 
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No Daya Tarik Wisata Alamat Pengelola 

15 Curug Telu Desa Karangsalam, 

Baturraden 

Swasta 

16 Grojogan Ratu Desa Karangsalam, 
Baturraden 

Swasta 

17 Curug Pinang Desa Kemutug Lor, 

Baturraden 

Swasta 

18 Wana Wisata Baturraden Desa Kemutug Lor, 
Baturraden 

Pemerintah/ 

BUMN 
19 Pancuran 7 Desa Kemutug Lor, 

Baturraden 
Pemerintah/ 
BUMN 

20 Pancuran 3 Desa Kemutug Lor, 
Baturraden 

Pemerintah/ 

BUMN 
21 Telaga Sunyi Desa Kemutug Lor, 

Baturraden 
Pemerintah/ 

BUMN 
22 Mitra Jagawana Off-Road Desa Kemutug Lor, 

Baturraden 

Swasta 

23 Bukit Tengtung Desa Kemutug Lor, 

Baturraden 

Swasta 

24 Kebun Raya Baturraden Desa Kemutug Lor, 
Baturraden 

Pemerintah/ 
BUMN 

25 De'damaran Desa Kemutug Lor, 

Baturraden 

Swasta 

26 Curug Tirta Sela Desa Kemutug Lor, 
Baturraden 

Swasta 

27 Curug Jenggala Desa Ketenger, 

Baturraden 

Swasta 

28 Curug Bayan Desa Ketenger, 
Baturraden 

Swasta 

29 New Small World Desa Ketenger, 

Baturraden 

Swasta 

30 Bukit Pandang Munggang Desa Ketenger, 

Baturraden 

Swasta 

31 The Forest Desa Pandak, 
Baturraden 

Swasta 

32 The Village Desa Pandak, 

Baturraden 

Swasta 

33 Baturraden Adventure 
Forest (BAF) 

Desa Karangsalam, 
Baturraden 

Swasta 

34 Bhumi Bambu Desa Karangsalam, 
Baturraden 

Swasta 

35 Kebun Anggur Karangsalam Desa Karangsalam, 

Baturraden 

Swasta 

36 Guratan Watu Desa Karangsalam, 
Baturraden 

Swasta 

37 Gwk Mini Zoo Desa Karangmangu, 

Baturraden 

Swasta 
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No Daya Tarik Wisata Alamat Pengelola 

38 Curug Bareng Mulya Desa Karangmangu, 

Baturraden 

Swasta 

39 Hutan Pinus Limpakuwus Desa Limpakkuwus, 
Sumbang 

Pemerintah/ 

BUMN 
40 Taman Lazuardi Desa Susukan, 

Sumbang 

Swasta 

41 Taman Buken Desa Banjarsari, 
Sumbang 

Swasta 

42 Randu Bengkong Desa Gandatapa, 

Sumbang 

Swasta 

43 Curug Ceheng Desa Gandatapa, 
Sumbang 

Swasta 

44 Taman Panemon Desa Kebanggan, 
Sumbang 

Swasta 

45 Damar Payung Adventure Desa Kotayasa, 

Sumbang 

Swasta 

46 Embung Banteran Desa Banteran, 
Sumbang 

Swasta 

47 Pagubugan Melung Desa Melung, 

Kedungbanteng 

Swasta 

48 Curug Gomblang Desa Kalisalak, 

Kedungbanteng 

Swasta 

49 Kebun Buah Batur Agung Desa Baseh, 
Kedungbanteng 

Swasta 

50 Kolam Renang & Outbound 

Kidung Kampoengku 

Desa Karangnangka, 

Kedungbanteng 

Swasta 

51 Taman Banyu Kencana 
Watu 

Desa Windujaya, 
Kedungbanteng 

Swasta 

Blencong 

52 Kolam Renang Banyu 
Bening 

Desa Pasir Kidul, 
Purwokerto Barat 

Swasta 

53 Wisata Outbond Candi Desa Karangkemiri, 

Karanglewas 

Swasta 

54 Wisata Religi Syeh Makdum 

Wali 

Desa Karanglewas 

Kidul, Karanglewas 

Swasta 

55 Prawita Garden Desa Darmakradenan, 
Ajibarang 

Swasta 

56 Kolam Renang Tirta Alami 

Pancasan 

Desa Pancasan, 

Ajibarang 

Swasta 

57 Hutan Pinus Sawangan 
(Hps) 

Desa 
Sawangan,Ajibarang 

Swasta 

58 Dreamland Water Park Desa Pancasan, 

Ajibarang 

Swasta 

59 Wisata Religi Tambak Sela Desa Samudra, 

Gumelar 

Swasta 
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60 Curug Sentong Desa Samudra, 

Gumelar 

Swasta 

61 Agrowisata Karang 
Panginyongan 

Desa Karangtengah, 
Cilongok 

Swasta 

62 Obyek Wisata Germanggis Desa Karangtengah, 

Cilongok 

Swasta 

63 Curug Cipendok Desa Karangtengah, 
Cilongok 

Pemerintah/ 

BUMN 
64 Telaga Kumpe Desa Gunung Lurah, 

Cilongok 
Pemerintah/ 
BUMN 

65 Wana Pramuka Desa Sokawera, 
Cilongok 

Pemerintah/ 

BUMN 
66 Wisata Pereng Cilongok Desa Cilongok, 

Cilongok 

Swasta 

67 Manggala Ranch Desa Karangtengah, 
Cilongok 

Swasta 

68 Kolam Renang Karang Tirta Desa Karangtengah, 

Cilongok 

Swasta 

69 Masjid Saka Tunggal Desa Cikakak, 
Wangon 

Swasta 

70 Pertapan Gerduren Desa Gerduren, 

Purwojati 

Swasta 

71 Watu Kumpul Desa Petahunan, 

Pekuncen 

Swasta 

72 Curug Nangga Desa Petahunan, 
Pekuncen 

Swasta 

73 Bukit Mbulu Watu Gede Desa Kalisalak, 

Kebasen 

Swasta 

74 Curug Song Desa Kalisalak, 

Kebasen 
Pemerintah/ 

BUMN 
75 Obyek Wisata Wanasuta Desa Dermaji Lumbir Swasta 

76 Taman Sirib Desa Kedunggede, 
Lumbir 

Swasta 

77 Lembu Benggolo Desa Kedunggede, 

Lumbir 

Swasta 

78 Gunung Batur Desa Cirahab, Lumbir Swasta 

79 Curug Penganten Desa Cirahab, Lumbir Swasta 

80 Depo Bay Desa Kalikidang 

,Sokaraja 

Swasta 

81 Agrowisata Kalibagor Desa Kalibagor, 

Kalibagor 

Swasta 

82 Bukit Pangonan Indah Desa Karanggintung, 
Kemranjen 

Swasta 

83 Agrowisata Tunggul Mas Desa Karanggintung, 

Kemranjen 

Swasta 
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84 Makam Kyai Mranggi Semu Desa Kejawar, 

Banyumas 

Swasta 

85 Makam Joko Kaiman Desa Dawuhan, 
Banyumas 

Swasta 

86 Kampung Nopia Mino Desa Pekunden, 

Banyumas 

Swasta 

87 Oemah Gamelan Desa Pekunden, 
Banyumas 

Swasta 

88 Kebun Buah Naga Desa Pekunden, 
Banyumas 

Swasta 

89 Embung Rawa Bener Desa Piasa Kulon, 

Somagede 

Swasta 

90 Kolam Renang Lokasana 
Asri 

Desa Somagede, 
Somagede 

Swasta 

91 Taman Sentana Desa Banjarpanepen, 

Sumpiuh 

Swasta 

92 Watu Jonggol Pengaritan Desa Banjarpanepen, 

Sumpiuh 

Swasta 

93 Wisata Terusan Lokawisata 
Baturraden-Taman Botani 

Desa Karangmangu, 
Baturraden 

Pemerintah 
Kabupaten 

94 Arcelio Aquaparak Purwokerto Utara Swasta 

95 Taman Impean Desa Karangsari, 

Kembaran 

Swasta 

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Banyumas, 2024 

 

Daya Tarik Wisata yang beragam di Kabupaten Banyumas 

selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Selain masih 

dikembangkan secara parsial, keterkaitan atau integrasi antar 

Daya Tarik Wisata belum menciptakan pola perjalanan (travel 

pattern) yang memudahkan dan mengarahkan wisatawan. 

Bahkan, daya tarik wisata di Kabupaten Banyumas seringkali 

hanya menjadi bagian kecil dari pola perjalanan wisata kawasan 

yang lebih besar seperti Lokawisata Baturraden yang bagian 

dari pola perjalanan wisatawan ke Dieng. Selain itu, keberadaan 

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) belum dioptimalkan 

keberadaannya dalam mendukung kepariwisataan Banyumas.  
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3. Jumlah Obyek Wisata Menurut Status Pengelolaan di 

Kabupaten Banyumas 2018 – 2023 

Jumlah objek wisata menjadi salah satu indikator yang 

menarik orang untuk datang dan tinggal di Kabupaten 

Banyumas. Banyaknya jumlah objek wisata dapat menjadi 

atraksi yang dapat dinikmati oleh pendatang atau wisatawan. 

Gambar 2.2 menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir 

(2020-2024) objek wisata yang dikelola oleh swasta memiliki 

jumlah yang paling banyak. Jumlah objek wisata yang dikelola 

swasta jauh lebih banyak dibandingkan dengan objek wisata 

yang dikelola oleh pemerintah/BUMN, pemerintah kabupaten, 

dan BUMDes. Bahkan di Kabupaten Banyumas tidak memiliki 

objek wisata yang dikelola oleh pemerintah provinsi. 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 

Gambar 2.2. Jumlah Obyek Wisata Menurut Status Pengelolaan 
di Kabupaten Banyumas 2020 – 2024 

 

Gambar 2.2 menunjukkan kondisi jumlah objek wisata 

yang berbeda dari tahun ke tahunnya. Objek wisata yang 
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dikelola oleh pemerintah kabupaten dan BUMDes memiliki 

jumlah yang cenderung meningkat, sedangkan yang dikelola 

oleh pemerintah/BUMN dan swasta relatif menurun. Jumlah 

objek wisata yang dikelola pemerintah kabupaten meningkat 

dari 9 objek pada tahun 2020 menjadi 12 objek wisata pada 

tahun 2024. Jumlah objek wisata yang dikelola 

pemerintah/BUMN relatif menurun dari 17 objek pada tahun 

2020 menjadi 16 objek wisata pada tahun 2024. Jumlah objek 

wisata yang dikelola BUMDes meningkat dari 22 objek pada 

tahun 2020 menjadi 23 objek wisata pada tahun 2024. 

Walaupun memiliki tren yang menurun, jumlah objek wisata 

yang dikelola swasta tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 

43 objek dibandingkan pada tahun 2023 sebanyak 39 objek. 

Mayoritas objek yang dikelola oleh Swasta dan BUMDes 

(Desa Wisata) mengindikasikan bahwa peran masyarakat dalam 

pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas sangat 

besar. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah terhadap 

pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh Swasta dan 

BUMDes perlu diprioritaskan. Selain itu, untuk mewujudkan 

kelestarian lingkungan diperlukan pengawasan yang memadai 

agar perkembangan pariwisata di Kabupaten Banyumas tidak 

serampangan. 

 

4. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata yang Dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten Banyumas 

Obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah 

merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dan konstribusi 

pemerintah dalam mendukung sector pariwisata. Hal ini dapat 

menjadi penggerak ekonomi, budaya dan pembangunan 

wilayah. Keberadaan Obyek wisata memiliki peran yang strategi, 
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baik dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

maupun dalam memperkuat identitas lokal sebagai daya tarik 

wisatawan. Oleh karena itu, keberadaan objek wisata tidak 

hanya sebagai simbol kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi 

pilar yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara 

menyeluruh. 

 

Tabel 2.1. Jumlah Pengunjung Obyek Wisata yang Dikelola 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 – 
2024 

No. Obyek Wisata 2022 2023 2024 

1 
Taman Rekreasi Andhang Pangrenan - Purwokerto 
Selatan 56.607 77.374 65.378 

2 
Taman Hiburan dan Rekreasi (THR) Panglima Besar 
Soedirman - Karanglewas 77.716 99.018 71.584 

3 Museum Wayang - Banyumas 15.167 16.536 17.674 
4 Pemandian Tirta Husada Kalibacin - Rawalo 10.126 9.929 7.757 

5 Gedung Kesenian Soetedja - Purwokerto Selatan 9.815 12.385 14.485 

6 Lokawisata Baturraden 408.476 372.951 289.478 
7 Taman Apung Maskemambang - Purwokerto Utara 274.427 439.746 552.178 

8 Menara Teratai - Purwokerto Timur 165.110 160.619 80.076 

9 Taman Botani - Baturraden 3.400 42.427 16.893 

10 Bumi Perkemahan Kendalisada - Kalibagor 2.040 5.625 1.560 
11 Curug Gemawang - Somagede 321 116 0 

12 Kolam Renang Tirta Kembar - Purwokerto Utara 12.692 7.644 10.369 

Total 1.035.897 1.244.370 1.127.432 

Sumber: Badan PusatStatistik, 2025 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2.2, terdapat 12 (dua belas) 

obyek wisata yang dikelola Pemenrintah Daerah, yaitu Taman 

Rekreasi Andhang Pangrenan, THR Pangsar Soedirman, 

Museum Wayang, Tirta Husada Kalibacin, Gedung Kesenian 

Soetedja, Lokawisata Baturraden, Taman Apung 

Maskemambang, Menara Teratai, Taman Botani, Bumi 

Perkemahan Kendalisada, Curug Gemawang, dan Kolam 

Renang Tirta Kembar. Data kunjungan wisatawan tahun 2022-

2024 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 
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tiga tahun, obyek wisata yang setiap tahunnya mengalami 

kenaikan kunjungan yaitu Taman Apung Maskumambang, 

Museum Wayang, dan Gedung Kesenian Sutedja. Obyek wisata 

yang mengalami penurunan kunjungan wisatawan diantaranya 

Pemandian Tirta Husada Kalibacin, Lokawisata Baturraden, 

Menara Teratai, dan Curug Gemawang. Sisa objek wisata lain 

memiliki jumlah kunjungan yang fluktuatif. 

Jumlah peningkatan kunjungan yang tajam terjadi di 

Taman Apung Maskumambang dimana pada tahun 2022 

sebanyak 274.427 wisatawan, tahun 2023 sebanyak 439.746 

wisatawan, dan tahun 2024 sebanyak 552.178 wisatawan. Hal 

ini dapat dikarenakan harga tiket masuk yang terjangkau yaitu 

Rp 2.000,00 baik weekday ataupun weekend yang sebelumnya 

sebesar Rp 10.000,00 pada weekday dan Rp 15.000,00 pada 

weekend. Ketertarikan masyarakat untuk mengjungi Taman 

Apun Maskemambang selain karena tarif yang murah, 

masyarakat dapat menikmati berbagai wahana dalam satu 

obyek wisata.  

Obyek wisata baru yang dikelola oleh Pemerintah Daerah 

yaitu Menara Teratai dan Taman Botani yang sama-sama 

dibuka pada tahun 2022. Namun perbandingan jumlah 

kunjungan kedua obyek wisata tersebut cukup jauh. Jumlah 

kunjungan Menara Teratai pada tahun 2022 sebanyak 165.110 

wisatawan, sedangkan Taman Botani hanya 3.400 wisatawan. 

Perbedaan yang signifikan dikarenakan peresmian Taman 

Botani pada tanggal 24 Desember 2024, sedangkan Menara 

Teratai diresmikan pada 27 April 2022. Pada Tahun 2023 dan 

2024, Menara Teratai selalu mengalami penurunan jumlah 

wisatawan menjadi 160.619 wisatawan pada tahun 2023 dan 

turun kembali pada tahun 2024 menjadi 80.076 wisatawan. 



| 59  

 

Berbanding terbalik dengan Menara Teratai, Taman Botani 

mengalami kenaikan yang cukup pesat pada tahun 2023 yaitu 

42.427 wisatawan dan mengalami penurunan kembali pada 

tahun 2024 yaitu 16.893 wisatawan. Pemerintah Kabupaten 

Banyumas dapat memberikan inovasi dan kreativitas baru 

untuk pengembangan obyek wisata agar jumlah kunjungan 

mengalami peningkatan setiap tahunnya. 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 

Gambar 2.2. Tren Jumlah Kunjungan Obyek Wisata yang 

Dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 

– 2024 

 

Tren jumlah kunjungan obyek wisata yang dikelola 

pemerintah daerah di Kabupaten Banyumas tahun 2020 hingga 

tahun 2024 mengalami kenaikan yang berarti. Pada tahun 2020 

jumlah kunjungan wisata sebanyak 451.228 wisatawan dan 

pada tahun 2024 sebanyak 1.127.432 wisatawan. Peningkatan 

jumlah kunjungan wisatawan ini lebih disebabkan oleh 
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Menara Teratai dan Taman Botani serta penurunan tariff masuk 

di Taman Apung Maskumambang.  

Jumlah kunjungan tertinggi pada tahun 2023 dan kembali 

menurun pada tahun 2024 memerlukan perhatian serius dari 

Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penurunan kunjungan ini 

salah satunya disebabkan oleh kurangnya inovasi dan 

pembaharuan objek wisata yang cenderung masih tetap. 

Dampaknya adalah rendahnya tingkat keinginan untuk kembali 

dari wisatawan pada objek wisata yang sama.  

 

5. Jumlah Usaha Jasa Akomodasi di Kabupaten Banyumas 

Sebagai salah satu dari jenis usaha pariwisata, jumlah 

usaha jasa akomodasi di Kabupaten Banyumas adalah 216 unit 

usaha. Jenis usaha jasa akomodasi terbanyak adalah hotel 

melati yaitu sebanyak 169 unit dan diikuti oleh hotel bintang 

sebanyak 16 unit. Jenis usaha jasa akomodasi paling sedikit 

adalah vila sebanyak 7 unit. 

 

Tabel 2.3. Jumlah Usaha Jasa Akomodasi Menurut Kecamatan 

dan Jenis Akomodasi di Kabupaten Banyumas, 2024 

No. Kecamatan 

Jenis Akomodasi 

Hotel Bintang Hotel Melati Vila Pondok Wisata Lainnya Jumlah 

1 Lumbir - - - - - - 

2 Wangon - 2 - - - 2 

3 Jatilawang - - - - - - 

4 Rawalo - 1 - - - 1 

5 Kebasen - 1 - - - 1 

6 Kemranjen - 2 - - - 2 

7 Sumpiuh - 1 - - - 1 

8 Tambak - - - - - - 

9 Somagede - - - - - - 

10 Kalibagor - - - - - - 

11 Banyumas - 1 - - 1 2 

12 Patikraja - 2 - - - 2 
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No. Kecamatan 

Jenis Akomodasi 

Hotel Bintang Hotel Melati Vila Pondok Wisata Lainnya Jumlah 

13 Purwojati - - - - - - 

14 Ajibarang 1 2 - - - 3 

15 Gumelar - - - - - - 

16 Pekuncen - - - - - - 

17 Cilongok - 7 - - - 7 

18 Karanglewas - 1 1 1 - 3 

19 Kedungbanteng - 1 - - - 1 

20 Baturraden 5 93 5 - 3 106 

21 Sumbang - - - 1 - 1 

22 Kembaran - 1 1 - - 2 

23 Sokaraja 1 3 - - 1 5 

24 Purwokerto Selatan 3 17 - - 1 21 

25 Purwokerto Barat 1 4 - - - 5 

26 Purwokerto Timur 5 24 - 5 5 39 

27 Purwokerto Utara - 6 - 2 4 12 

Banyumas 16 169 7 9 15 216 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

 

Berdasarkan Tabel 2.3, terdapat beberapa permasalahan 

usaha jasa akomodasi di Kabupaten Banyumas. Mayoritas 

usaha akomodasi berupa hotel melati, pondok wisata, dan 

lainnya memiliki fasilitas yang terbatas. Standar pelayanan dan 

kebersihan belum merata sesuai dengan ekspektasi wisatawan 

modern, terutama wisatawan domestik menengah ke atas dan 

mancanegara. Selain itu, belum banyak hotel berbintang yang 

tersedia, terutama di luar pusat kota Purwokerto. 

 

6. Tingkat Penghunian Kamar dan Rata-rata Lama Menginap di 

Kabupaten Banyumas Menurut Bulan 

Secara keseluruhan, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di 

Kabupaten Banyumas tahun 2020 – 2024 mengalami tren yang 

meningkat. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) pada tahun 2020 

adalah 21,65 persen dan pada tahun 2024 adalah 25,31 persen. 
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Tingkat Penghunian Kamar (TPK) tertinggi terjadi pada tahun 

2022 yaitu 28,28 persen, tetapi terus mengalami penurunan 

pada tahun 2023 dan 2024. 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 

Gambar 2.3. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Kabupaten 
Banyumas Tahun 2020 - 2024 

 

Gambar 2.3 menunjukkan bahwa Tingkat Penghunian 

Kamar di Kabupaten Banyumas didominasi oleh TPK Hotel 

Bintang. Hal ini terlihat dari TPK selama lima tahun terakhir 

dimana TPK Hotel Bintang selalu lebih tinggi dibandingkan 

dengan TPK Hotel Non Bintang. Sama – sama memiliki tren yang 

meningkat, TPK Hotel Bintang tertinggi terjadi pada tahun 2023 

tetapi TPK Hotel Non Bintang terjadi pada tahun 2022. 

Penurunan TPK Hotel Bintang pada tahun 2024 perlu mendapat 

perhatian mengingat disisi lain TPK Hotel Non Bintang 

mengalami kenaikan. 
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Tabel 2.4. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Kabupaten 
Banyumas Tahun 2023 dan 2024 dari Bulan ke Bulan 

No. Bulan Tahun 2023 Tahun 2024 

1 Januari 37.56 29.51 

2 Februari 35.46 35.35 

3 Maret 33.97 26.94 

4 April 32.00 32.36 

5 Mei 40.78 37.05 

6 Juni 40.52 38.25 

7 Juli 36.38 37.60 

8 Agustus 36.15 34.82 

9 September 40.05 39.75 

10 Oktober 37.80 36.21 

11 November 38.38 39.76 

12 Desember 46.43 47.31 

Rata- Rata 37.96 36.24 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 
 

Apabila dilihat dari kondisi bulan ke bulan di tahun 2023 

tahun 2024, secara rata – rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) 

di Kabupaten Banyumas tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan 

dengan tahun 2024. Walaupun begitu, TPK di Kabupaten 

Banyumas pada tahun 2023 dan 2024 sama – sama relatif 

fluktuatif dengan tren yang meningkat. TPK Kabupaten 

Banyumas di bulan januari tahun 2023 adalah sebesar 37,56 

persen dan Desember tahun 2023 adalah sebesar 46,43 persen. 

TPK Kabupaten Banyumas di bulan januari tahun 2024 adalah 

sebesar 29,51 persen dan Desember tahun 2024 adalah sebesar 

47,31 persen. TPK pada bulan desember merupakan TPK 

tertinggi di Kabupaten Banyumas baik pada pada tahun 2023 

maupun tahun 2024. TPK terendah pada tahun 2023 terjadi 

pada bulan april yaitu sebesar 32 persen, sedangkan tahun 

2024 terjadi pada bulan maret sebesar 26,94 persen. 

Berdasarkan data tersebut, libur akhir tahun diindikasikan 
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menjadi penyebab utama kenaikan TPK pada bulan desember 

tahun 2023 dan 2024. 

Selain pada Tingkat Penghunian Kamar (TPK), kondisi yang 

fluktuatif juga terjadi pada rata – rata lama menginap pada hotel 

bintang di Kabupaten Banyumas. Tabel 2.5 menunjukkan 

bahwa fluktuasi rata – rata lama menginap di hotel bintang 

terjadi tidak hanya pada tahun 2023, tetapi juga pada tahun 

2024. Pada tahun 2023, rata – rata lama menginap pada hotel 

bintang yang tertinggi terjadi pada bulan agustus dan terendah 

terjadi pada bulan desember. Pada tahun 2024 sampai dengan 

bulan oktober, rata – rata lama menginap pada hotel bintang 

yang tertinggi terjadi pada bulan juli dan oktober, sedangkan 

terendah terjadi pada bulan desember. 

 

 

Tabel 2.5. Rata – Rata Lama Menginap pada Hotel Bintang di 

Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dan 2024 

No. Bulan 

Tahun 

2023 

Tahun 

2024 

1 Januari 1.37 1.04 

2 Februari 1.32 1.08 

3 Maret 1.33 1.09 

4 April 1.25 1.06 

5 Mei 1.31 1.09 

6 Juni 1.31 1.06 

7 Juli 1.24 1.13 

8 Agustus 1.45 1.09 

9 September 1.33 1.08 

10 Oktober 1.34 1.13 

11 November 1.24 1.01 

12 Desember 1.19 1.00 

Rata- Rata 1.31 1.07 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 
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Secara rata - rata, lama menginap pada tahun 2024 masih 

lebih kecil dibandingkan tahun 2023. Bahkan dari 

perbandingan antar bulan, rata – rata lama menginap pada hotel 

bintang pada tahun 2023 selalu lebih besar dibandingkan tahun 

2024. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus mengingat 

penurunan rata – rata lama menginap dapat menjadi indikator 

penurunan minat pendatang atau wisatawan untuk berwisata 

di Kabupaten Banyumas. 

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) dan Rata-Rata Lama 

Menginap (RLM) yang rendah di Kabupaten Banyumas menjadi 

indikator penting bahwa sektor akomodasi dan pariwisata 

belum berkembang secara optimal. Permasalahan yang muncul 

diantaranya adalah pendapatan usaha akomodasi rendah dan 

tidak stabil sehingga semakin rendah peluang ekspansi dan 

investasi dari pelaku usaha. Selain itu, kontribusi sektor 

akomodasi terhadap PAD menjadi relatif rendah dan sulit untuk 

membentuk klaster pendukung. 

 

7. Desa Wisata Di Kabupaten Banyumas 

Kabupaten Banyumas memiliki berbagai jenis wisata 

seperti: gua, pegunungan, air terjun, pemandian air hangat, dan 

sebagainya. Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 183 Tahun 

2024 tentang Desa Wisata di Kabupaten Banyumas Tahun 

2024, terdapat 20 desa di wilayah Kabupaten Banyumas. 

Penetapan ke 20 desa wisata tersebut berdasarkan Surat 

Keputusan Kepala Dinporabudpar Nomor 46 Tahun 2024 

tentang Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten 

Banyumas. 
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Tabel 2.6. Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Kabupaten 
Banyumas Berdasarkan Hasil Evaluasi Tahun 2024 

No Desa Wisata 
Nilai Hasil 
Evaluasi 

Klasifikasi 

1. 

 
2. 

3. 

4. 
5. 

 
 

6. 
 

7. 
8. 

 

9. 
10. 

 
11. 

 
12. 

 

13. 
 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 
 

19. 

20. 

Desa Melung Kec. 

Kedungbanteng 
Desa Pekunden Kec. Banyumas 

Desa Cikakak Kec. Wangon 

Desa Kalisalak Kec. Kebasen  
Desa Kemutug Lor Kec. 

Baturraden 
Desa Karangsalam Lor Kec. 

Baturraden 
Desa Glempang Kec. Pekuncen 

Desa Karangkemiri Kec. 
Karanglewas 

Desa Kejawar Kec. Banyumas 

Desa Banjarpanepen Kec. 
Sumpiuh 

Desa Tamansari Kec. 
Karanglewas 

Desa Tambaknegara Kec. 
Rawalo 

Desa Karangtengah Kec. 

Cilongok 
Desa Pekuncen Kec. Jatilawang 

Desa Kalibagor Kec. Kalibagor 
Desa Petahunan Kec. Pekuncen 

Desa Cirahab Kec. Lumbir 
Desa Karanggintung Kec. 

Kemranjen 
Desa Gerduren Kec. Purwojati 

Desa Samudra Kec. Gumelar 

71 

 
62 

57 

57 
57 

 
 

53 
 

52 
48 

 

47 
46 

 
48 

 
44 

 

39 
 

39  
37 

36 
36 

33 
 

33 

30 

Maju 

 
Berkembang 

Berkembang 

Berkembang 
Berkembang 

 
 

Rintisan 
 

Rintisan 
Rintisan 

 

Rintisan 
Rintisan 

 
Rintisan 

 
Rintisan 

 

Rintisan 
 

Rintisan 
Rintisan 

Rintisan 
Rintisan 

Rintisan 
 

Rintisan 

Rintisan 

    Sumber: Dinporabudpar Kabupaten Banyumas, 2024 

 

Tabel 2.6 diatas menunjukkan bahwa terdapat 20 (dua 

puluh) desa wisata di kabupaten Banyumas yang masuk dalam 

klasifikasi desa maju, berkembang dan desa rintisan. Dari 20 

desa wisata terdapat 1 desa maju, 4 desa berkembang, dan 15 

desa rintisan. Bahkan di tahun 2024, terdapat satu desa yang 

tidak lagi menjadi desa wisata yaitu Desa Darmakradenan 

Kecamatan Ajibarang. Oleh sebab itu, klasifikasi desa wisata 
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menjadi penting untuk dikembangkan dengan pembangunan 

yang lebih baik untuk memaksimalkan potensi yang ada. 

 

8. Objek Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Banyumas 

Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten 

Banyumas terdiri dari manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, 

ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, Bahasa, 

permainan rakyat, olahraga tradisional, cagar budaya, dan 

museum. Secara garis besar, jumlah OPK di Kabupaten 

Banyumas dapat disajikan seperti berikut ini.  

 

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata, 2025 

Gambar 2.4. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan di 

Kabupaten Banyumas 

 

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang 

terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan 

sejarah, antara lain: serat, babad, hikayat, dan kitab. terdapat 

total 41 OPK Manuskrip di Kabupaten Banyumas yang terbagi 

kedalam 25 jenis. Sebagian besar manuskrip di Kabupaten 
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Banyumas berjumlah satu rangkap. Namun untuk beberapa 

manuskrip di Kabupaten Banyumas berjumlah lebih dari satu 

rangkap seperti, Naskah Primbon (2 rangkap), Kitab Tauhid (6 

rangkap), Kitab Tasawuf (3 rangkap), Kitab Fikih (2 rangkap), 

dan Mushaf Al-Qur’an (5 rangkap).  

Tradisi lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-

temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, 

rapalan, pantun, dan cerita rakyat. Terdapat total 24 OPK 

Tradisi Lisan di Kabupaten Banyumas yang terbagi kedalam 2 

jenis tradisi lisan. Adapun klasifikasi nama dan jenis OPK 

Tradisi Lisan sebagai berikut: 

a. Terdapat 11 tradisi lisan jenis legenda di Kabupaten 

Banyumas yaitu, Legenda Ajibarang, Legenda Dusun 

Kalipagu, Sejarah Desa Pancasan, Sejarah Desa Cilongok, 

Legenda Curug Cipendok, Sejarah Eyang Banokeling, 

Sejarah Desa Pekuncen, Legenda Baturaden, Legenda 

Ragasemangsang, Legenda Mbah Kalibening, dan Legenda 

Prajurit Kyai Mustolih. 

b. Terdapat 13 tradisi lisan jenis mitos di Kabupaten 

Banyumas yaitu, Mitos Sendang Mas, Mitos Sambetan 

Bayi, Mitos Rumah Bale Bapang (Rumah Tusuk Sate), 

Mitos Menikah di Bulan Sura, Mitos Menikah dengan 

Keturunan Torayeka, Mitos Larangan Duduk di Depan 

Pintu, Mitos Keluar Saat Maghrib, Mitos Jaran Dhawuk 

Bang, Mitos Sabtu Pahing, Mitos Menyapu Rumah, Mitos 

Memakan Daging Angsa, Mitos Khasiat Air Pancuran 

Tujuh, Mitos Jalur Krumput. 

Adat istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai 

tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-

menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain 
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tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa. 

Terdapat total 15 OPK Adat Istiadat di Kabupaten Banyumas 

yang terbagi kedalam 7 jenis. Adapun klasifikasi nama dan jenis 

OPK Adat Istiadat sebagai berikut: 

a. Hubungan manusia dengan pencipta 

Adat istiadat yang masuk dalam klasifikasi hubungan 

manusia dengan sang pencipta diantaranya Perlon Bakda 

Maulud, Ritual Tolak Bala, dan Tutupan Sadran. 

b. Hubungan manusia dengan pencipta, manusia, dan alam 

Adat istiadat yang termasuk dalam klasifikasi ini 

diantaranya, Perlon Besaran, Perlon Turunan, dan Ritual 

Ruwat Bumi. 

c. Hubungan sosial secara umum  

Adat istiadat yang masuk dalam klasifikasi hubungan 

sosial secara umum adalah Perlon Kupatan, Takbir 

Kasepuhan, Slametan Rakan, dan Ziarah Kaindran dan 

Begalan Banyumasan. 

d. Hubungan manusia dengan alam 

Adat istiadat yang masuk dalam kategori hubungan 

manusia dengan alam adalah Perlon Rikat. 

e. Hubungan komunal 

Adat istiadat yang masuk dalam klasifikasi hubungan 

komunal adalah Perlon Udhunan dan Upacara Jaro Rojab 

f. Hubungan spiritual 

Adat istiadat yang masuk klasifikasi hubungan spiritual 

adalah Perlon Unggahan. 

g. Hubungan dengan leluhur  

Adat istiadat yang masuk klasifikasi hubungan dengan 

leluhur adalah Perlon Medhi. 
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Ritus adalah adalah tata cara pelaksanaan upacara atau 

kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan 

oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan 

diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai 

perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara 

kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. 

Terdapat total 5 ritus di Kabupaten Banyumas yang terbagi 

kedalam 2 jenis ritus yaitu ritus kepercayaan dan ritus 

kematian. Ritus kepercayaan, meliputi Penjamasan Jimat 

Kalisalak, Ritus Nulak Bala, Ritus Suran, dan Kungkum Banyu 

Wening/ Kungkum Kali Cawang Sumpiuh. Ritus kematian di 

Kabupaten Banyumas meliputi Ritus Kitab Menyuri. 

Pengetahuan tradisional adalah keseluruhan ide dan 

gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai 

setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi 

dengan lingkungan, dikembangkan secara terusmenerus, dan 

diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan tradisional 

juga termasuk pengetahuan mengenai alam semesta 

(mikrokosmos dan makrokosmos), ilmu perbintangan yang 

digunakan dalam pelayaran, pendirian bangunan, dan 

penentuan hari baik (primbon, wariga). Terdapat total 22 OPK 

Pengetahuan Tradisional di Kabupaten Banyumas yang terbagi 

kedalam 4 jenis OPK Pengetahuan Tradisional. Adapun 

klasifikasi nama dan jenis OPK Pengetahuan Tradisional di 

Kabupaten Banyumas sebagai berikut: 

a. Makanan Tradisional 

Pengetahuan Tradisonal yang termasuk kedalam kategori 

ini diantaranya Ayam Gecok, Cimplung, Gula Jawa, Gula 

Semut, Getuk Goreng Sokaraja, Keripik Tempe, 

Mendoan, Nopia, dan Kuluban. 
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b. Minuman Tradisional 

Pengetahuan Tradisional yang masuk dalam kategori ini 

diantaranya Ciu Cikakak dan Minyak Urut Tradisional. 

c. Pakaian Tradisional 

Pengetahuan Tradisional yang masuk dalam kategori ini 

adalah pakaian adat khas dari Banyumas yaitu Beskap 

Kucing Anjlog dan Kebaya Mekak. 

d. Sistem Pengolahan Lahan 

Pengetahuan Tradisional yang masuk dalam kategori ini 

adalah Bawon, Kerigan, Derep, Liuran, Maro, Merlima, 

Mertelu, Ngunu, dan Potongan. 

Teknologi tradisional adalah keseluruhan sarana untuk 

menyediakan barang - barang atau cara yang diperlukan bagi 

kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk 

produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil 

pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, 

dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada 

generasi berikutnya. Terdapat total 6 OPK Teknologi Tradisional 

di Kabupaten Banyumas yang terbagi kedalam 2 jenis OPK 

Teknologi Tradisional yaitu senjata tradisional dan kerajinan 

tradisional. Hanya terdapat satu senjata tradisional di 

Kabupaten Banyumas yaitu Kudi dan terdapat 4 kerajinan 

tradisional di Kabupaten Banyumas yaitu Anyaman Bambu, 

Batik Banyumasan, Tenun Lawon, Kerajinan Gerabah, dan 

Golok serta Pisau. 

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau 

komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis 

kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai 

bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni 
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pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni 

media. Terdapat total 14 Kesenian di Kabupaten Banyumas 

yang terbagi kedalam 5 jenis OPK Seni. Adapun klasifikasi nama 

dan jenis OPK Pengetahuan Tradisional di Kabupaten 

Banyumas sebagai berikut: 

a. Seni Tari, kesenian yang termasuk dalam jenis Seni Tari 

di Kabupaten Banyumas yaitu Ebeg dan Lengger. 

b. Seni Musik, kesenian yang termasuk dalam jenis Seni 

Musik di Kabupten Banyumas yaitu Calung, Gondolio, 

dan Bongkel. 

c. Seni Pertunjukan, kesenian yang termasuk dalam jenis 

Seni Pertunjukan di Kabupaten Banyumas yaitu, Wayang 

Kulit Gagrag Banyumas, Karawitan Gagrag Banyumas, 

Cowongan, Jemblung, dan Gubrak Lesung. 

d. Seni Rupa, kesenian yang termasuk dalam jenis Seni 

Rupa di Kabupaten Banyumas yaitu, Seni Lukis Sokaraja. 

e. Seni Sastra, kesenian yang termasuk dalam jenis Seni 

Sastra di Kabupaten Banyumas yaitu, Kethoprak 

Banyumas, Geguritan Banyumasan, dan Sastra Lisan 

Banyumasan. 

Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik 

berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa 

Indonesia, dan bahasa daerah. Kategori bahasa termasuk 

aksara, dialek, tata bahasa, tindak tutur, tingkatan berbahasa. 

Hanya terdapat satu OPK Bahasa di Kabupaten Banyumas 

yaitu, Bahasa Jawa Banyumasan. Bahasa Jawa dialek 

Banyumasan menurut Budiono adalah bahasa yang lebih tua 

daripada bahasa Jawa lainnya. Dialek Banyumasan sebagai 

bahasa Jawa pada tahap awal yang disebut bahasa Jawa dwipa 

atau bahasa Jawa murni (Pure Javaness Language). Sedangkan 
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pengguna atau penutur dialek Banyumasan disebut wong 

Banyumasan atau komunitas Jawa Banyumasan. Dialek 

Banyumasan yang biasa disebut dialek ngapak memiliki ciri-ciri 

pengucapan vokal ‘a’ dan ‘o’, konsonan ‘b, d, k, g, h, y, l, dan w’ 

sangat mantap (luged), tegas, lugas, tidak mengambang 

(ampang) atau setengah-setengah33. Dialek Banyumasan 

dengan karakteristik pengucapan vokal ‘a’ dan ‘o’ ini, memiliki 

ciri utama bahasa ibu wong Banyumasan menurut Budiono, 

yaitu “jika mereka berbicara terlihat cowag (keras nada 

suaranya), gemluthuk (bergelutuk artinya kalau berbincang-

bincang seperti saling tergesa-gesa atau cepat menanggapi), 

logatnya kenthel, luged, mbleketaket (kental, mengasyikkan, 

sedap di dengar oleh sesama asal daerahnya), dan cara 

bicaranya tentu mulutnya mecucu (maju kedepan)34.  

Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang 

didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok 

masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi 

berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri. Permainan 

rakyat memiliki aturan tata permainan seperti jumlah pemain, 

gerakan, tata cara penentuan menang kalah. Kabupaten 

Banyumas memiliki 27 permainan rakyat. 

Olahraga tradisional adalah berbagai aktivitas fisik 

dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, 

peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, 

dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, 

dan diwariskan pada generasi berikutnya. Terdapat 3 (tiga) jenis 

 
33 Meidawati Suswandari, “Identitas Dialek Banyumasan Sebagai Sebuah 

Konstruksi Budaya (Studi Penggunaan Dialek Banyumasan Di Kalangan 

Mahasiswa Asli Banyumasan Yang Belajar Di Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta Tahun 2009)” (2009). 
34 Ibid. 
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Olahraga Tradisional di Kabupaten Banyumas yaitu Balapan 

Egrang, Pencak Silat, dan Jemparingan. 

Cagar Budaya berdasarkan pada UU No, 11 Tahun 2010 

adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 

Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, 

Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat 

dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 

memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 

penetapan. Terdapat total 33 OPK Cagar Budaya yang terbagi 

kedalam beberapa kategori yaitu, 3 Situs Cagar Budaya, 1 

Struktur Cagar Budaya, 10 Benda Cagar Budaya, dan 18 

Bangunan Cagar Budaya.  

a. Situs Cagar Budaya di Kabupaten Banyumas meliputi: 

Situs Watu Lumpang, Situs Batur Agung, dan Situs Batu 

Guling/Situs Datar. 

b. Struktur Cagar Budaya meliputi Struktur Maqom Dalem 

Santri Desa Kutaliman Kecamatan Kedungbanteng. 

c. Benda Cagar Budaya meliputi: Tombak Kyai Genjring, Keris 

Urubing Damar Dapur Kebo Teki, Keris Sempono Bener, 

Keris Nala Praja, Keris Lurus Dapur Tilam Sari, Keris Kyai 

Kuncung, Keris Gajah Endra, Keris Eyang Bayu Seto, Keris 

Dapur Sengkelat, dan Keris Dapur Jalak Sinom. 

d. Bangunan Cagar Budaya meliputi: Masjid Jami' Nur 

Sulaiman, Gedung Bakorwil III/Hetero Space, Bangunan 

SMPN 2 Purwokerto, Bangunan Masjid Saka Tunggal 

Darussalam Pekuncen, Bangunan Masjid Saka Tunggal 

Baitussalam Cikakak,Bangunan SMAN 2 Purwokerto, 

Bangunan SMP N 1 Purwokerto, Bangunan di Komplek 

Pendopo Kota Lama Banyumas, Bangunan Toegoe 
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Pembangoenan, Bangunan SMAN 1 Purwokerto, Gedung 

Gereja Kristen Indonesia Sokaraja, Bangunan Gedung 

Kantor Satlantas Polres Banyumas, Makam Eyang 

Singadipa, Bangunan Gedung SMPN 6 Purwokerto, 

Bangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Banyumas, Bangunan Gedung 

Kantor Kejaksaan Negeri Purwokerto, Bangunan Pendopo 

Si Panji dan Rumah Dinas Bupati Banyumas di 

Purwokerto, dan Bangunan Sekolah Dasar Kristen 

Sokaraja. 

Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, 

mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan 

mengomunikasikannya kepada masyarakat. Museum menurut 

International Council of Museums (ICOM) adalah sebuah lembaga 

yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani 

masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, 

memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan 

artefak-artefak perihal jati diri manusia dan lingkungannya 

untuk tujuan studi, pendidikan dan rekreasi. Terdapat 5 

museum yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Museum 

Wayang Banyumas, Museum Panglima Besar Soedirman, dan 

Museum Bamk Rakyat Indonesia. Adapun penjelasan masing-

masing museum sebagai berikut: 

a. Museum Wayang Banyumas merupakan merupakan 

gedung satu lantai dengan luas bangunan 250 meter 

persegi, di atas tanah 2000 meter persegi di kompleks pusat 

pemerintahan lama Kabupaten Banyumas. Gedung 

Museum Wayang Banyumas awalnyaa merupakan paseban 

bagi tamu bupati dan diresmikan pada 31 Desember 1982 

sebagai Musuem Wayang. Sebagian besar koleksi pada 
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Museum ini adalah Wayang, baik Wayang Kulit Gagrag 

Banyumas, Wayang Kulit Purwa Gagrag Yogyakarta, 

Gagrag Surakarta, Gagrag Bali, Wayang Golek, Wayang 

Beber, Wayang Suket, dan sebagainya. Selain koleksi 

wayang, museum ini memiliki koleksi lain seperti, Tosan 

aji, perkakas alat pahat untuk membuat wayang, dan juga 

peninggalan-peninggalan Arkeologis dari ex Karesidenan 

Banyumas. 

b. Museum Pangsar Soedirman atau lebih dikenal sebagai 

Museum Panglima Besar Jendral Soedirman merupakan 

objek wisata budaya berbasis edukasi yang menyimpan sisi 

sejarah dari perjuangan Jendral Soedirman. Pada 

Bangunan luarnya terdapat patung Jendral Soedirman 

menunggangi kuda disertai monumen berlambang Garuda 

Pancasila yang melambangkan perjuangannya untuk 

melawan penjajah. Beberapa koleksi di Museum ini 

diantaranya, benda peninggalan bersejarah seperti, 

senjata, kursi angkut yang digunakan Jendral Soedirman 

saat sakit, dan diorama yang menampilkan beberapa 

lukisan dan miniatur riwayat perjuangan hingga riwayat 

hidup sang jendral. 

c. Museum Bank Rakyat Indonesia adalah sebuah museum 

khusus yang terletak di Kota Purwokerto. Museum ini 

diresmikan oleh Direktur Utama BRI, Kamardy Arief, pada 

19 Desember 1990. Museum BRI berisi sejarah berdirinya 

BRI sekaligus gedung pertama BRI. Didirikan oleh Raden 

Aria Wirjaatmadja pada 16 Desember 1895, BRI mulanya 

bernama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der 

Inlandsche Hoofden (Bank Bantuan dan Simpanan Milik 

Kaum Priayi Purwokerto), merupakan bank pertama di 
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Indonesia. Museum ini menyimpan beragam koleksi, 

seperti mata uang yang pernah dipakai di Indonesia, wadah 

penyimpanan uang tradisional, akta-akta pendirian, foto 

direksi, dll. yang menginformasikan sistem keuangan 

Indonesia, cikal bakal perbankan, dan perjalanan BRI dari 

awal pendiriannya hingga saat ini. 

d. Museum Dawuhan adalah museum yang menyimpan 

benda bersejarah dan artefak yang berkaitan dengan 

wilayah Banyumas. Museum ini menyimpan berbagai 

benda pusaka dan senjata tradisional yang dianggap sakral 

oleh masyarakat setempat. Selain itu, museum ini juga 

menyimpan berbagai koleksi manuskrip yaitu: Naskah 

Kitab Tauhid, Naskah Kitab Tasawuf, Naskah Kitab Fikih, 

Perkataan Sayyidina Ali dan Macam-Macam Syahadat, 

Naskah berupa Mushaf Al-Qur’an, Kumpulan Kitab, Kitab 

Ma’rifatun Nikah, Kitab Fikih dan Sittin Mas’alah, serta 

Kitab Fikih dan Kumpulan Doa. 

e. Museum Kalibening adalah museum yang menyimpan 

jimat-jimat dan hanya dibuka sekali setahun untuk acara 

jamasan jimat, yaitu pembersihan dan penghitungan. 

Selain menyimpan jimat-jimat, museum ini juga 

menyimpan koleksi yaitu: Kitab Maulid Nabi, Al-Qur’an Juz 

5, Cerita Para Nabi, Kitab Adabul Mar’ah, Naskah Jawa, 

dan Cerita Nabi Muhammad. 

Sangat beragamnya Objek Pembangunan Kebudayaan 

membuat beragam juga masalah yang dihadapi. Permasalahan 

yang dihadapi oleh Objek Pembangunan Kebudayaan di 

Kabupaten Banyumas diantaranya adalah sebagai berikut: 

a. Dari sisi manuskrip, permasalahan muncul karena 

terbatasnya jumlah manuskrip yang terinventarisasi dan 
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sebagaian besar manuskrip belum terdata dalam sistem 

pendataan terpadu. Tidak adanya filolog di Kabupaten 

Banyumas menyulitkan identifikasi dan pembacaan 

naskah. Selain itu, nilai-nilai pada manuskrip kurang 

dimanfaatkan sebagai pedoman hidup masyarakat. 

b. Dari sisi tradisi lisan, permasalahan permasalahan yang 

dihadapi diantaranya sebagian besar tradisi lisan 

disampaikan tanpa dokumentasi tertulis, belum tersedia 

sarana dan prasarana tradisi lisan, minimnya minat 

generasi muda untuk mempelajari tradisi lisan (sejarah dan 

budaya lokal), dan minimnya event atau kegiatan yang 

berkaitan dengan pelestarian tradisi lisan. 

c. Dari sisi adat istiadat, permasalahan muncul disebabkan 

oleh belum optimalnya upaya penetapan adat istiadat 

sebagai warisan budaya tak benda (WBTB), kurangnya 

dokumentasi dan publikasi mengenai adat istiadat secara 

luas, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten 

dalam pelaksanaan adat istiadat terutama pada generasi 

muda, dan adat istiadat mulai ditinggalkan oleh generasi 

muda karena dinilai sudah tidak relevan dengan 

perkembangan zaman. 

d. Dari sisi ritus, permasalahan yang dihadapi diantaranya 

adalah belum optimalnya kegiatan inventarisasi ritus, 

minimnya pemahaman generasi muda tentang pentingnya 

ritus sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya, dan 

nilai-nilai pada ritus kurang dimanfaatkan sebagai 

pedoman hidup masyarakat. 

e. Dari sisi pengetahuan tradisional, permasalahan muncul 

disebabkan oleh belum optimalnya pendataan 

pengetahuan tradisional di Kabupaten Banyumas, 
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minimnya peran generasi muda dalam pelestarian dan 

pengembangan OPK Pengetahuan Tradisional, kurangnya 

pembinaan terhadap produsen makanan dan minuman 

tradisional dalam mempertahankan kualitas dan legalitas 

produk, dan kurangnya minat masyarakat lokal terhadap 

produk hasil pengetahuan tradisional sehingga sulit 

bersaing di pasaran. 

f. Dari sisi teknologi tradisional, yang dihadapi diantaranya 

adalah belum optimalnnya pengusulan OPK Teknologi 

Tradisional sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 

dan generasi muda mulai meninggalkan penggunaan 

kerajinan tradisional dalam kehidupan sehari-hari dan 

digantikan dengan kerajian yang lebih modern. 

g. Dari sisi seni, permasalahan muncul disebabkan oleh 

belum optimalnnya pengusulan OPK Seni sebagai Warisan 

Budaya Tak Benda (WBTB), kurang optimalnya pembinaan 

dan pemberdayaan pelaku seni, tidak adanya regenerasi 

dalam komunitas seni serta menurunnya minat 

Masyarakat terutama generasi muda untuk 

mengembangkan seni tradisional, dan belum optimalnya 

OPK Seni di Kabupaten Banyumas untuk menjadi daya 

tarik wisata. 

h. Dari sisi bahasa, permasalahan yang dihadapi diantaranya 

adalah bahasa Jawa Banyumasan mulai ditinggalkan 

generasi muda, serta belum ada upaya maksimal dalam 

pemanfaatan Bahasa Jawa Banyumasan untuk 

kepentingan industri kreatif, seperti film, musik, dan 

sastra. 
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i. Dari sisi permainan rakyat, permasalahan muncul 

disebabkan oleh permainan rakyat kurang dikenal oleh 

masyarakat, kurangnya optimalnya pembinaan kepada 

pelaku permainan rakyat yang dilakukan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyumas, dan menurunnya minat 

masyarakat untuk memainkan permainan tradisional. 

j. Dari sisi olahraga tradisional, permasalahan yang dihadapi 

diantaranya adalah belum optimalnya inventarisasi 

Olahraga Tradisional, kurangnya minat generasi muda 

terhadap olahraga tradisional akibat dominasi olahraga 

modern, dan olahraga tradisional kurang dikenal oleh 

masyarakat. 

k. Dari sisi cagar budaya dan museum, permasalahan yang 

dihadapi diantaranya adalah belum semua ODCB (Objek 

Diduga Cagar Budaya) ditetapkan sebagai Cagar Budaya, 

pengembangan nilai Cagar Budaya melalui penelitian, 

adaptasi, dan revitalisasi belum optimal, kurangnya 

perawatan cagar budaya karena dukungan sarana dan 

prasarana yang kurang memadai, pembinaan terhadap 

SDM yang berkaitan dengan ODCB/Cagar Budaya belum 

optimal, dan belum Optimalnya pemanfaatan museum 

untuk benda cagar budaya. 

 

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan 

diatur 

Penetapan peraturan daerah tentang penyelenggaraan 

kepariwisataan di Kabupaten Banyumas memiliki implikasi yang 

luas, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya, maupun 

lingkungan. Dalam konteks ini, perlu dipahami secara lebih rinci 

bagaimana peraturan tersebut dapat memengaruhi berbagai 
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dimensi kehidupan masyarakat dan pengelolaan sumber daya. Oleh 

karena itu, kajian terhadap penetapan Perda tentang 

Kepariwisataan ini menggunakan metode Regulatory Impact Analisis 

(RIA). Langkah – langkah dari metode Regulatory Impact Analisis 

(RIA) adalah sebagai berikut: 

 

Kajian terhadap implikasi penetapatan Perda Kepariwisataan 

ini fokus pada langkah ketiga dari mettode RIA yaitu analisis 

dampak (impact assessment). Penjelasan dari implikasi yang timbul 

dari dampak penetapan Perda tentang Kepariwisataan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

i. Implikasi Kebijakan Hukum Daerah dalam Pengembangan 

Kepariwisataan 

Dengan digantinya Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 

Tahun 2018 tentang Kepariwisataan, yang telah diubah dengan 

Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 dengan 

peraturan daerah yang baru, arah kebijakan pembangunan 

kepariwisataan di Kabupaten Banyumas akan memiliki payung 

hukum yang menekankan aspek berkelanjutan, partisipatif, dan 

berbasis potensi lokal, serta responsif terhadap perkembangan 

Identifikasi 
Masalah

Penentuan 
Tujuan

Identifikasi Opsi 
Kebijakan

Analisis 
Dampak 
(Impact 

Assesment)

Konsultasi 
Publik

Rekomendasi 
Kebijakan
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Implementasi 
dan Evaluasi

Peraturan 
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industri pariwisata. Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan 

yang baru juga akan mendukung program pembangunan 

kepariwisataan yang telah dijadikan arah kebijakan 

pembangunan di Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 

Kabupaten Banyumas. Selain itu, Peraturan Bupati (Perbup) 

Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2023 tentang 

Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten 

Banyumas perlu dicabut karena seharusnya ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati bukan dengan Peraturan Bupati. 

 

ii. Implikasi Sosial  

Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang kepariwisataan 

di Kabupaten Banyumas memiliki berbagai implikasi sosial yang 

menyentuh aspek kehidupan masyarakat secara langsung. 

Implikasi ini bisa bersifat positif, tetapi juga berpotensi 

menimbulkan tantangan jika tidak dikelola dengan baik. Perda 

kepariwisataan yang mendorong prinsip community-based 

tourism, akan memberi ruang kepada masyarakat lokal untuk 

terlibat sebagai pelaku utama. Hal ini mendorong terbukanya 

lapangan kerja dan peluang usaha bagi warga desa wisata, 

pelaku UMKM, pemandu wisata, dan pengelola homestay. Selain 

itu, terjadi juga penguatan kelembagaan sosial masyarakat 

melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes). Dengan meningkatnya kunjungan 

wisatawan, terjadi pertukaran budaya yang dapat memperkaya 

wawasan masyarakat lokal, namun juga berpotensi munculnya 

gesekan nilai, komersialisasi budaya lokal, dan perubahan gaya 

hidup masyarakat yang bergeser dari nilai-nilai tradisional 

menuju nilai-nilai konsumerisme. 
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Perda tentang kepariwisataan sering kali memperkuat narasi 

kearifan lokal, sejarah, dan budaya Banyumas (seperti lengger, 

calung, dan bahasa Banyumasan). Implikasinya adalah 

masyarakat menjadi lebih bangga terhadap warisan budaya dan 

lingkungannya. Selain itu, daya ikat sosial dan identitas daerah 

dapat menguat. Penguatan relasi pemerintah dan warga juga 

dapat terjadi. Perda tentang kepariwisataan memberikan dasar 

hukum bagi pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat 

dalam perencanaan dan pengawasan kegiatan pariwisata, serta 

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 

retribusi, pajak wisata, atau CSR pariwisata untuk kepentingan 

warga. 

iii. Implikasi Ekonomi  

Dari sisi ekonomi, sektor pariwisata yang diatur dengan baik 

dalam peraturan daerah dapat menjadi motor penggerak utama 

dalam pembangunan ekonomi daerah. Peraturan yang 

mendukung pariwisata dapat membuka banyak peluang 

ekonomi, antara lain melalui pajak daerah, retribusi wisata, dan 

investasi dalam infrastruktur yang mendukung sektor 

pariwisata. Pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata ini 

bisa digunakan untuk mendanai program-program 

pembangunan lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan 

infrastruktur dasar. 

Selain itu, perkembangan destinasi wisata dalam suatu 

wilayah dapat menjadi kutub pertumbuhan ekonomi baru yang 

berimbas pada perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, 

pengaturan Perda Kepariwisataan yang baik diharapkan 

mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, 

mengurangi pengangguran, dan akhirnya dapat mengentaskan 

kemiskinan. 
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iv. Implikasi Budaya  

Salah satu fokus utama dari peraturan daerah tentang 

kepariwisataan adalah pelestarian budaya lokal. Penetapan 

Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan di Kabupaten 

Banyumas memiliki dampak yang signifikan terhadap aspek 

budaya, baik dalam hal pelestarian, penguatan identitas lokal, 

maupun tantangan terhadap otentisitas dan nilai-nilai budaya 

masyarakat Banyumas.  

Perda kepariwisataan memberi dasar hukum untuk 

memasukkan budaya lokal sebagai daya tarik wisata. 

Implikasina adalah seni tradisional seperti calung, lengger, ebeg, 

wayang kulit Banyumasan, dan bahasa ngapak diharapkan 

dapat lebih sering dipentaskan dan dipromosikan sebagai 

atraksi wisata. Warisan budaya tak benda (intangible heritage) 

juga mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah, 

termasuk melalui festival dan pelatihan regeneratif. Oleh karena 

itu, budaya lokal yang sebelumnya terpinggirkan mendapat 

ruang hidup kembali. 

Dengan diperkuatnya posisi budaya lokal dalam sektor 

kepariwisataan, masyarakat mulai menumbuhkan kembali rasa 

bangga akan budaya Banyumasan (misalnya melalui 

penggunaan bahasa ngapak secara terbuka, penguatan narasi 

sejarah lokal seperti tokoh Jenderal Soedirman, dan warisan 

lokal seperti batik Banyumas). Muncul juga revitalisasi nilai-

nilai gotong royong dalam pengelolaan destinasi berbasis 

komunitas, sehingga tercipta rasa memiliki dan kesadaran 

budaya lintas generasi. 

Perda tentang Kepariwisataan juga akan mendorong pelaku 

seni dan budaya menjadi bagian dari sistem ekonomi daerah. 
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Hal ini tercermin dari kegiatan edukasi budaya untuk 

wisatawan (workshop batik, tari lengger, kuliner tradisional) dan 

produk budaya (souvenir, karya kriya, makanan tradisional) 

masuk ke dalam rantai ekonomi kreatif. Oleh karena itu, 

Budaya lokal menjadi sumber pembelajaran dan penghidupan. 

 

v. Implikasi Lingkungan  

Keberlanjutan lingkungan menjadi salah satu tantangan 

utama dalam pengelolaan pariwisata. Sektor pariwisata, jika 

tidak dikelola dengan baik, bisa memberikan dampak negatif 

terhadap lingkungan. Misalnya, kerusakan alam, polusi, dan 

over-exploitation terhadap sumber daya alam yang menjadi daya 

tarik wisata. Pariwisata massal dapat merusak ekosistem lokal, 

seperti hutan atau lahan pertanian, akibat pembangunan 

infrastruktur yang tidak ramah lingkungan, sampah yang tidak 

dikelola dengan baik, dan konsumsi sumber daya alam yang 

berlebihan. Oleh karena itu, peraturan daerah mengenai 

pariwisata harus memasukkan aspek keberlanjutan 

lingkungan, dengan mengatur penggunaan sumber daya alam, 

pengelolaan sampah, dan penerapan prinsip-prinsip ramah 

lingkungan dalam setiap aspek pengelolaan pariwisata. Selain 

itu, penting juga untuk mengembangkan pariwisata 

berkelanjutan (sustainable tourism), yang mempertimbangkan 

keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian 

lingkungan, dan kesejahteraan sosial.  

 

vi. Implikasi Pengelolaan Destinasi dan Infrastruktur 

Pengelolaan destinasi wisata dan infrastruktur adalah salah 

satu aspek penting dari peraturan daerah. Infrastruktur yang 

memadai dan pengelolaan destinasi yang profesional dapat 
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meningkatkan pengalaman wisatawan dan memberikan 

manfaat ekonomi yang lebih besar bagi daerah. Peraturan 

daerah harus mencakup pengaturan mengenai pembangunan 

infrastruktur yang sesuai dengan kapasitas daerah dan 

dampaknya terhadap masyarakat lokal dan lingkungan. 

Misalnya, pengembangan fasilitas seperti jalan, jembatan, dan 

fasilitas umum lainnya harus dilakukan dengan 

mempertimbangkan prinsip keberlanjutan dan menghindari 

dampak negatif terhadap kehidupan sosial dan budaya lokal.  

 

vii. Pengawasan dan Penegakan Hukum  

Keberhasilan implementasi peraturan daerah sangat 

bergantung pada pengawasan dan penegakan hukum yang 

efektif. Tanpa adanya pengawasan yang ketat, aturan yang telah 

ditetapkan bisa saja tidak diikuti atau bahkan dilanggar, yang 

dapat merugikan tujuan utama peraturan itu sendiri. Misalnya, 

pelanggaran terhadap standar keselamatan, kebersihan, dan 

perlindungan terhadap budaya atau lingkungan bisa terjadi 

tanpa pengawasan yang memadai. Penegakan hukum yang 

tegas dan transparan sangat penting dalam memastikan bahwa 

sektor pariwisata berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. 

Selain itu, penguatan kapasitas lembaga yang bertanggung 

jawab, seperti Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan 

Pariwisata dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan juga 

menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pariwisata yang 

berkelanjutan.  

Implikasi penetapan peraturan daerah tentang Kepariwisataan 

di Jawa Tengah mengungkapkan bahwa meskipun sektor 

pariwisata memiliki potensi besar untuk mendorong pembangunan 

ekonomi dan pelestarian budaya, namun pengelolaannya 
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membutuhkan perhatian yang serius terhadap berbagai aspek 

sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengelolaan yang cermat 

dan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan sangat diperlukan 

agar pariwisata tidak hanya memberi manfaat jangka pendek, tetapi 

juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang yang 

inklusif dan berkelanjutan. 
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BAB III 

ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN 

PERUNDANG_UNDANGAN 

 

A. Pendekatan Teoritis dalam Evaluasi Peraturan Perundang-

undangan 

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan yang 

terkait Kepariwisataan di Kabupaten Banyumas memerlukan 

kerangka teoritis yang kuat dan berbasis pada asas hukum. 

Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin bahwa regulasi yang 

dibentuk memenuhi tiga prinsip utama hukum, yaitu keadilan, 

kepastian hukum, dan kemanfaatan, sebagaimana diuraikan oleh 

Gustav Radbruch dalam teori tiga pilar hukum (Three Pillars of 

Law).35 Selain itu, kerangka ini diperkaya dengan teori Hans Kelsen 

(Stufenbau des Rechts) dan Nawiasky (Normenhierarchie), yang 

memberikan perspektif tentang hierarki norma hukum dalam 

sistem hukum Indonesia. Teori ini diperlukan untuk memahami 

hirarki peraturan perundang-undangan terkait Kepariwisataan. 

Menurut Gustav Radbruch36, dalam Three Pillars of Law, 

hukum harus memenuhi tiga nilai fundamental yaitu keadilan 

(gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtssicherheit), dan 

kemanfaatan (zweckmäßigkeit). Dalam konteks kepariwisataan, 

keadilan direpresentasikan dalam aksesibilitas dan partisipasi 

masyarakat lokal terhadap manfaat pariwisata. Kepastian hukum 

hadir dalam bentuk regulasi yang memberikan jaminan hukum 

kepada pelaku usaha, wisatawan, dan pemangku kepentingan 

lainnya. Sedangkan kemanfaatan tercermin dalam kontribusi 

sektor pariwisata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah 

 
35 Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, vol. 2043 (CF Müller GmbH, 2003). 
36 Ibid. 
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(PAD), penciptaan lapangan kerja, serta pelestarian budaya dan 

lingkungan. 

Hans Kelsen, melalui teorinya Stufenbau des Rechts atau 

hierarki hukum, menjelaskan bahwa setiap norma hukum memiliki 

hierarki. Norma yang lebih rendah harus tunduk pada norma yang 

lebih tinggi untuk menciptakan kepastian hukum. Hierarki hukum 

ini juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia melalui Pasal 7 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nawiasky 

memperkuat teori hierarki hukum Kelsen dengan menguraikan 

empat tingkatan norma dalam sistem hukum:37 

1. Staatsfundamentalnorm (Norma Dasar) 

Merupakan norma yang merupakan dasar bagi pembentukan 

konstitusi atau Undang-Undang Dasar (staatsverfassung) 

dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu Staats 

fundamental norm adalah sebagai syarat bagi berlakunya 

suatu konstitusi. Staats fundamental norm ada terlebih 

dahulu dari konstitusi suatu negara. Menurut Nawiasky, 

norma tertinggi yang oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar 

(basic norm) dalam suatu negara sebaiknya tidak disebut 

sebagai staats grund norm melainkan staats fundamental 

norm, atau norma fundamental negara. Grundnorm pada 

dasarnya tidak berubah-ubah, sedangkan norma tertinggi 

berubah misalnya dengan cara kudeta atau revolusi. Dalam 

konteks keatatanegaraan Republik Indonesia, norma dasar 

negara ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang 

didalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara dan 

sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 

 
37 Hans Nawiasky, “Allgemeine Rechtslehre Als System Der Rechtlichen 

Grundbegriffe” (1941). 
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2. Staatsgrundgesetz (Aturan Dasar Negara) 

Apabila dikaitkan dengan tata urutan peraturan perundang-

undangan di Indonesia maka aturan dasar negara ini adalah 

Batang Tubuh UUD 1945, serta Hukum Dasar tidak tertulis 

atau disebut juga konvensi ketatanegaraan sebagai aturan 

dasar. 

3. Formell Gesetz (Aturan Formal) 

Aturan formal yang dimaksud adalah mencakup undang-

undang seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. 

4. Verordnung und Autonome Satzung (Aturan 

Teknis/Pelaksana) 

Ketentuan yang menjabarkan aturan formal. Ketentuan ini 

mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan 

Peraturan dibawahnya termasuk juga dalam kaitannya 

dengan otonomi daerah adalah Peraturan Daerah. 

Berdasarkan teori tersebut dan adanya hierarki peraturan 

perundang-undangan, maka dalam melakukan analisis terhadap 

peraturan perundang-undangan dapat digunakan tiga prinsip 

dasar: 

1. Lex Superior Derogat Legi Inferiori 

Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi 

derajatnya akan mengesampingkan peraturan yang lebih 

rendah.  

2. Lex Specialis Derogat Legi Generali 

Prinsip ini menyatakan bahwa ketentuan khusus 

mengesampingkan ketentuan umum.  

 

 

 



| 91  

 

3. Lex Posterior Derogat Legi Priori 

Prinsip ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih baru 

menggantikan peraturan yang lebih lama, sepanjang tidak 

bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.  

Evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan 

terkait dengan Kepariwisataan di Kabupaten Banyumas akan 

dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan Kepariwisataan. 

 

B. Analisis Peraturan Perundang-undangan Terkait 

Kepariwisataan 

Ketentuan tentang Kepariwisataan diatur dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan sebagaimana secara hierarki 

disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan. Sebagai aspek penting yang 

menyangkut kesejahteraan rakyat maka perlu untuk melihat 

landasan pengaturan kepariwisataan dalam konstitusi dan 

peraturan perundang-undangan dibawahnya. 

1. UUD 1945 

a. Pembukaan UUD 1945 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) memuat nilai-nilai 

dasar yang menjadi fondasi dan arah normatif 

penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia, baik di 

tingkat pusat maupun daerah. Sebagai norma dasar 

(grundnorm) dalam sistem hukum nasional, Pembukaan UUD 

1945 tidak hanya menjadi sumber legitimasi konstitusional 

bagi segala bentuk pengaturan hukum, tetapi juga menjadi 

kerangka filosofis dalam merumuskan kebijakan publik yang 
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berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Dalam alinea 

keempat Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara eksplisit 

bahwa : 

“...untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia 
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”. 

Kutipan tersebut mengandung mandat yang bersifat 

imperatif bagi seluruh penyelenggara negara untuk 

menjadikan perlindungan rakyat, pemajuan kesejahteraan, 

dan pencerdasan bangsa sebagai arah utama dalam 

pembangunan nasional dan daerah. Dalam konteks 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam 

pembentukan peraturan daerah, prinsip-prinsip tersebut 

harus menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan 

sektoral. Oleh karena itu, penyusunan Rancangan Peraturan 

Daerah tentang Kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten 

Banyumas harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya 

konstitusional untuk menjalankan amanat Pembukaan UUD 

1945, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui 

pengembangan sektor pariwisata. 

Sektor pariwisata memiliki karakteristik multidimensi 

yang menjadikannya relevan dengan nilai-nilai konstitusional 

tersebut. Pertama, pariwisata merupakan salah satu 

instrumen pembangunan ekonomi daerah yang berpotensi 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menciptakan 

lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi 

inklusif. Kedua, pariwisata berperan sebagai wahana 

pelestarian budaya dan identitas lokal, karena destinasi 

wisata pada umumnya berkaitan erat dengan nilai-nilai 
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kearifan lokal, adat istiadat, dan warisan sejarah. Ketiga, 

pariwisata memiliki dimensi edukatif karena memberikan 

akses informasi dan pengalaman kepada wisatawan serta 

masyarakat mengenai nilai-nilai sosial, sejarah, dan 

lingkungan. 

Lebih jauh, penguatan sektor kepariwisataan melalui 

regulasi daerah yang adaptif dan berbasis risiko, seperti yang 

diamanatkan dalam kebijakan nasional terkini, merupakan 

bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan yang 

mengedepankan efektivitas dan efisiensi. Hal ini sejalan 

dengan semangat konstitusi yang menghendaki 

pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna 

dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

Dalam kerangka pembangunan di Kabupaten 

Banyumas, pengembangan sektor pariwisata tidak hanya 

penting dalam konteks peningkatan daya saing daerah, tetapi 

juga sebagai strategi pembangunan berkelanjutan yang 

mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. 

Dengan mengatur sektor kepariwisataan melalui Peraturan 

Daerah, pemerintah daerah menunjukkan tanggung jawab 

konstitusional untuk melindungi potensi lokal, 

memberdayakan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan 

pembangunan daerah dalam jangka panjang. 

Dengan demikian, Pembukaan UUD 1945 menjadi 

dasar filosofis yang kuat bagi penyusunan Ranperda 

Kepariwisataan. Kehadiran Peraturan Daerah tersebut 

merupakan bentuk aktualisasi dari amanat konstitusi untuk 

mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berbudaya, dan 

cerdas. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 
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1945 harus menjadi guiding principles dalam seluruh proses 

legislasi daerah, termasuk dalam hal pengaturan sektor 

pariwisata yang strategis. Dalam hal ini, Pemkab Banyumas 

melalui perangkat hukumnya berperan sebagai pelaksana 

kedaulatan rakyat yang bertanggung jawab menghadirkan 

instrumen hukum yang adil, aspiratif, dan konstitusional. 

b. Pasal-Pasal UUD NRI 1945 

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan 

tempat bertemunya norma konstitusional dengan realitas 

normatif penyelenggaraan negara. Di dalamnya termuat 

kerangka utama pembagian kekuasaan, otonomi daerah, 

pengakuan atas kekayaan dan kearifan lokal, serta arah 

kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang berpijak 

pada keadilan sosial dan prinsip demokrasi ekonomi. Dalam 

konteks pembentukan Peraturan Daerah tentang 

Kepariwisataan, setidaknya terdapat tiga pasal dalam UUD 

NRI 1945 yang paling relevan untuk dianalisis secara integral, 

yaitu Pasal 18, Pasal 32, dan Pasal 33. Ketiga pasal ini tidak 

berdiri sendiri, melainkan saling mengisi dalam membentuk 

fondasi konstitusional penyelenggaraan pemerintahan daerah 

dan pembangunan sektor strategis, termasuk pariwisata. 

1) Pasal 18 UUD NRI 1945 

Pasal 18 terdapat dalam BAB VI tentang 

Pemerintahan Daerah. Pasal 18 terdiri dari 7 Ayat sebagai 

berikut: 

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi 
atas daerah-daerah provinsi dan daerah 

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, 
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota 

itu mempunyai pemerintahan daerah, yang 
diatur dengan undang-undang. **) 
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(2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah 
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus 

sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan. **) 

(3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah 

kabupaten, dan kota memiliki Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 
**) 

(4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-
masing sebagai kepala pemerintah daerah 
provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis.**) 
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan 
yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 

urusan Pemerintah Pusat. **) 
(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan 

peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. **) 

(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diatur dalam undang-

undang. * 
 

Pasal 18 UUD 1945 menegaskan bahwa 

Kabupaten/Kota merupakan entitas pemerintahan yang 

memiliki kewenangan konstitusional untuk 

menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri. 

Ayat (2) dan (5) menjadi landasan kuat yang menyatakan 

bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur 

dan mengurus sendiri urusannya, selama tidak menjadi 

urusan absolut pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan 

pengakuan kepariwisataan sebagai urusan pemerintahan 

pilihan sebagaimana dimuat dalam Pasal 12 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Pasal 18 Ayat (6) menyatakan bahwa pemerintah 

daerah “berhak menetapkan peraturan daerah”. Norma ini 
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memberikan dasar hukum langsung terhadap 

pembentukan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan. 

Kewenangan ini bukan sekadar kebolehan administratif, 

melainkan hak konstitusional sebagai wujud dari 

pelaksanaan otonomi yang dijamin oleh Undang-Undang 

Dasar. Lebih jauh, jika menilik kedalaman struktur Pasal 

18, maka dapat ditemukan bahwa semangat dari norma 

ini adalah desentralisasi substantif. Dalam konteks 

kepariwisataan, hal ini berarti bahwa pemerintah daerah 

memiliki ruang untuk menyusun kebijakan yang sesuai 

dengan karakteristik geografis, sosial, budaya, dan 

sumber daya lokal yang dimilikinya. Kabupaten 

Banyumas dengan keberagaman objek daya tarik wisata, 

mulai dari wisata alam wisata sejarah hingga potensi 

wisata kuliner dan budaya, memerlukan kerangka hukum 

yang mampu mengatur dan mengembangkan sektor 

tersebut secara berkelanjutan dan akuntabel. 

Dengan demikian, pembentukan Perda 

Kepariwisataan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas 

adalah perwujudan langsung dari Pasal 18 UUD 1945, 

yaitu meletakkan daerah sebagai subjek pengatur dan 

pengelola kebijakan sektor pariwisata yang adaptif 

terhadap kebutuhan lokal, tanpa mengingkari prinsip 

nasionalitas. 

2) Pasal 32 UUD NRI 1945 

Pasal 32 UUD NRI 1945 menyebutkan: 

(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 
tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan 

nilai-nilai budayanya. 
(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah 

sebagai kekayaan budaya nasional. 
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Kepariwisataan dan kebudayaan memiliki 

keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Pasal 32 UUD 

1945 menegaskan peran negara dalam memajukan 

budaya nasional dan memberikan jaminan atas 

kebebasan masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai 

budayanya. Ketentuan ini bermakna bahwa 

pembangunan pariwisata yang baik dan konstitusional 

adalah yang berakar pada budaya lokal, bukan yang 

menggantikan atau menindihinya dengan model budaya 

yang eksploitatif atau komersialistik semata. 

Dalam konteks Kabupaten Banyumas, budaya 

lokal seperti pertunjukan lengger, ebeg, tradisi nyadran, 

hingga bahasa Banyumasan merupakan bagian dari 

identitas kolektif masyarakat yang tidak hanya harus 

dilestarikan, tetapi juga dapat dijadikan sebagai daya 

tarik wisata berbasis kearifan lokal. Namun demikian, 

pengakuan atas budaya saja tidak cukup. Negara, melalui 

regulasi daerah, memiliki tanggung jawab untuk 

menginstitusionalisasi perlindungan dan pengembangan 

budaya tersebut melalui instrumen hukum yang jelas dan 

operasional. 

Perda Kepariwisataan menjadi wahana legal-

formal bagi perlindungan hak masyarakat dalam menjaga 

budayanya. Ia juga menjadi alat perencana dalam 

menentukan arah promosi wisata yang etis, tidak banal, 

serta menjunjung tinggi martabat lokal. Artinya, Pasal 32 

UUD 1945 mendorong agar seluruh kebijakan pariwisata, 

termasuk yang diatur melalui Perda, tidak semata-mata 

mengejar nilai ekonomi, tetapi juga memperhatikan nilai 

identitas dan keberlanjutan budaya. 
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3) Pasal 33 UUD NRI 1945 

Pasal ini merupakan penjabaran normatif dari cita-cita 

ekonomi Pancasila. Pasal 33 UUD NRI 1945 

menyebutkan: 

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas asas kekeluargaan. 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan 

yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai 
oleh negara. 

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 

efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan 
lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 

nasional. 
 

Dalam kaitannya dengan sektor pariwisata, ayat 

(1) dan (4) menuntut agar pembangunan dan pengelolaan 

wisata dilakukan dalam semangat kekeluargaan dan 

prinsip demokrasi ekonomi. Hal ini bermakna bahwa 

pengaturan pariwisata di tingkat daerah harus memberi 

ruang kepada masyarakat sebagai pelaku utama, bukan 

sekadar penonton dalam ekonomi wisata yang digerakkan 

oleh kapital besar. 

Banyumas memiliki sumber daya alam yang 

menjadi penopang pariwisata, seperti perbukitan, air 

terjun, sumber air panas, dan kawasan hutan. 

Berdasarkan ayat (3), pengelolaan sumber daya tersebut 

harus diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat. Dengan demikian, perizinan, investasi, maupun 

pelibatan swasta dalam sektor ini harus diatur melalui 
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perda yang mengutamakan kemanfaatan jangka panjang, 

keadilan akses, dan partisipasi lokal. 

Ayat (4) menjadi penting sebagai dasar bahwa 

ekonomi wisata tidak dapat dilepaskan dari prinsip 

keberlanjutan. Perda Kepariwisataan perlu mengatur tata 

kelola yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan 

ekonomi daerah, tetapi juga menjamin konservasi 

lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan ketahanan 

sosial budaya. Ini dapat dilakukan melalui pengaturan 

klasifikasi zona wisata, pembatasan pengunjung pada 

kawasan rawan, hingga penerapan sistem perizinan 

berbasis risiko dan audit lingkungan secara berkala. 

Dengan demikian, Pasal 33 mengarahkan agar 

seluruh aktivitas wisata yang diatur oleh daerah harus 

berprinsip pada keadilan sosial, keterlibatan rakyat, dan 

tanggung jawab ekologis. 

Pasal 18, 32, dan 33 UUD NRI Tahun 1945 membentuk 

satu kesatuan norma yang saling melengkapi dan dapat 

dikaitkan dalam pengaturan kepariwisataan daerah. Pasal 18 

memberikan dasar konstitusional atas kewenangan daerah 

dalam membentuk Perda Kepariwisataan. Pasal 32 menjamin 

bahwa budaya lokal merupakan sumber daya tak ternilai 

yang harus dilindungi dan dipromosikan dalam kebijakan 

wisata. Sementara Pasal 33 menjadi arah bahwa seluruh 

pemanfaatan sumber daya wisata harus diselenggarakan 

secara demokratis, adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada 

kemakmuran rakyat. 

Dengan mengacu pada ketiga pasal tersebut, maka 

dapat ditegaskan bahwa pembentukan Perda Kepariwisataan 

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas merupakan 
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bagian dari pelaksanaan konstitusi. Perda ini bukan hanya 

sah dalam aspek legal-formal, tetapi juga memenuhi dimensi 

filosofis, struktural, dan substansial dari hukum 

konstitusional Indonesia. 

c. Undang-undang 

1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah merupakan fondasi normatif utama 

dalam mengatur hubungan kewenangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, termasuk 

dalam konteks pengelolaan sektor kepariwisataan. Salah 

satu aspek penting dari undang-undang ini adalah 

pengakuan bahwa otonomi daerah tidak hanya bersifat 

administratif, tetapi juga bersumber dari konstitusi, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh 

karena itu, setiap kewenangan yang dijalankan oleh 

pemerintah daerah, termasuk dalam penyusunan 

peraturan daerah tentang kepariwisataan, harus 

bersumber dari pengaturan yang sah secara hukum dan 

sesuai dengan prinsip otonomi yang ditekankan oleh 

undang-undang ini. 

Secara sistematik, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan pemerintahan 

menjadi tiga jenis, yaitu urusan pemerintahan absolut, 

urusan pemerintahan konkuren, dan urusan 

pemerintahan umum (Pasal 11 ayat (1)). Dalam klasifikasi 

tersebut, pariwisata termasuk dalam kategori urusan 

pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan, 

sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 12 ayat 
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(3) huruf b. Lebih lanjut, Pasal 12 ayat (4) menjelaskan 

bahwa urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang 

benar-benar ada dan berpotensi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan dan 

potensi unggulan daerah. Artinya, kepariwisataan tidak 

hanya termasuk dalam ruang lingkup urusan 

pemerintahan yang sah diatur oleh daerah, tetapi secara 

substansial diakui sebagai instrumen pengembangan 

daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. 

Landasan legal kewenangan ini diperjelas melalui 

Lampiran Huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014, yang mengatur pembagian kewenangan antara 

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota secara lebih teknis 

berdasarkan sub-urusan. Dalam urusan pemerintahan 

bidang pariwisata, terdapat 4 (empat) sub-urusan utama 

yang menjadi ruang lingkup kewenangan 

kabupaten/kota, yakni:  

a) destinasi pariwisata, yang meliputi kewenangan 

untuk : 

• Pengelolaan daya Tarik wisata kabupaten/kota. 

• Pengelolaan Kawasan strategis pariwisata 

kabupaten/kota. 

• Pengelolaan destinasi pariwisata 

kabupaten/kota. 

• Penetapan tanda daftar usaha pariwisata 

kabupaten/kota. 

b) pemasaran pariwisata yaitu Pemasaran pariwisata 

dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan 

Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota. 
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c) Pengembangan ekonomi kreatif melalui peanfaatan 

dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu 

Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang 

kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, 

berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di 

Daerah kabupaten/kota. 

d) Pengembangan sumber daya wisata dan ekonomi 

kreatif yaitu Pelaksanaan peningkatan kapasitas 

sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi 

kreatif Tingkat dasar. 

Keempat sub-urusan tersebut bukanlah 

kewenangan semu, melainkan kewenangan nyata (real 

authority) yang memiliki implikasi yuridis langsung 

terhadap tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan 

di tingkat kabupaten/kota. 

Kewenangan-kewenangan tersebut seluruhnya 

dapat dikualifikasikan sebagai bentuk atribusi, yaitu 

pemberian wewenang langsung dari undang-undang 

kepada organ pemerintahan, bukan melalui pelimpahan 

atau delegasi. Menurut teori kewenangan yang 

dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon dan H.D. Stout, 

kewenangan atributif seperti ini memiliki kekuatan 

hukum yang lebih tinggi dan melekat pada posisi hukum 

daerah sebagai bagian dari negara kesatuan yang 

menjalankan otonomi. Artinya, Pemerintah Kabupaten 

Banyumas tidak hanya memiliki “hak” untuk menyusun 

regulasi di bidang pariwisata, tetapi juga “kewajiban 

konstitusional” untuk menjamin tata kelola 

kepariwisataan yang demokratis, adil, partisipatif, dan 

berkelanjutan. 
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Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014, beserta Lampiran Huruf Z-nya, memberikan 

justifikasi hukum yang sangat kuat bahwa pembentukan 

Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan di Kabupaten 

Banyumas bukan hanya sah secara normatif, tetapi juga 

merupakan respons konstitusional terhadap amanat 

desentralisasi dan kebutuhan pembangunan sektor 

pariwisata daerah yang berbasis potensi dan partisipasi 

lokal. 

2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang 

Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 

Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. 

a) Ketentuan Umum dan Prinsip Dasar Penyelenggaraan 

Kepariwisataan 

Prinsip kepariwisataan tercermin dari berbagai 

ketentuan awal dalam Undang-Undang ini. Dalam 

Pasal 1 angka 3, usaha pariwisata didefinisikan 

sebagai: 

“kegiatan usaha yang menyediakan barang dan/atau 

jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan 

penyelenggaraan pariwisata.” 

Definisi ini menunjukkan bahwa pariwisata 

bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi merupakan 

sistem pelayanan publik yang berkaitan dengan 

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan wilayah. 

Lebih jauh, Pasal 4 menetapkan bahwa 

penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan 
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rakyat, pemberdayaan masyarakat, pelestarian 

lingkungan, serta memajukan kebudayaan dan 

mempererat persahabatan antarbangsa. Tujuan ini 

selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 

dan amanat konstitusional sebagaimana tercantum 

dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tentang 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa. 

Ketentuan penting lainnya terdapat dalam Pasal 

18, yang menyatakan secara eksplisit bahwa: 

“Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan 

mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Pasal ini merupakan pintu masuk normatif bagi 

peran aktif pemerintah daerah dalam seluruh tahapan 

penyelenggaraan kepariwisataan. Frasa “dan/atau” 

menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang 

bersifat vertikal sekaligus koordinatif antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Ini 

memberikan ruang legal bagi Kabupaten Banyumas 

untuk menetapkan kebijakan, mengembangkan 

destinasi, menetapkan kawasan wisata, serta 

menyusun rencana dan anggaran pariwisata 

berdasarkan potensi daerahnya masing-masing. Pasal 

ini juga menegaskan fungsi ganda yang dimiliki daerah 

dalam sektor pariwisata: sebagai pelaksana kebijakan 

nasional dan sekaligus sebagai pembuat kebijakan 

lokal yang kontekstual. Dengan demikian, 

pembentukan Perda Kepariwisataan oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyumas adalah bagian dari pelaksanaan 
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fungsi atribusi dan delegasi kewenangan berdasarkan 

hukum positif, dan bukan semata-mata pelaksanaan 

teknokratis dari kebijakan pusat. 

b) Perubahan ketentuan setelah diubah dengan UU Nomor 

6 Tahun 2023 Paragraf 13 Pasal 67. 

Sebagai bagian dari upaya reformasi struktural 

dalam sistem perizinan, UU Nomor 10 Tahun 2009 

mengalami perubahan signifikan melalui Paragraf 13 

Pasal 67 UU Nomor 6 Tahun 2023, khususnya pada 

enam pasal penting: Pasal 14, 15, 26, 29, 30, dan 54. 

Perubahan ini mengubah pendekatan dari sistem 

perizinan administratif menjadi sistem perizinan 

berusaha berbasis risiko yang dikelola secara nasional 

melalui OSS-RBA (Online Single Submission – Risk 

Based Approach). Perubahan tersebut tidak 

menghapus kewenangan daerah, namun mengubah 

bentuk peran daerah dari penerbit izin menjadi 

pengawas pemenuhan standar usaha. 

Berikut ini penjelasan masing-masing pasal yang 

mengalami perubahan dan dampaknya terhadap 

penyusunan Perda Kepariwisataan: 

o Pasal 14 berisi tentang Jenis Usaha Pariwisata 

Pasal ini tetap mempertahankan struktur awal 

tentang jenis-jenis usaha pariwisata, seperti daya 

tarik wisata, perjalanan, akomodasi, jasa makanan 

dan minuman, dan lainnya. Namun, perubahan 

melalui UU 6/2023 menambahkan ketentuan 

bahwa jenis usaha pariwisata lain dapat ditetapkan 

melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini memerlukan 

fleksibilitas dalam pengaturan di daerah untuk 
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menyesuaikan klasifikasi usaha pariwisata lokal, 

dengan tetap merujuk pada kebijakan pusat. Perda 

Kepariwisataan Banyumas harus adaptif terhadap 

perubahan jenis usaha yang terus berkembang. 

o Pasal 15 berisi tentang Perizinan Usaha 

Perubahan utama adalah penghapusan TDUP 

sebagai izin usaha. Kini, pelaku usaha cukup 

memiliki NIB dan Sertifikat Standar yang 

diterbitkan melalui OSS-RBA, dengan pembagian 

kewenangan penerbitan berdasarkan tingkat risiko 

dan NSPK. 

Pemerintah Daerah, termasuk Banyumas, tidak lagi 

bertugas menerbitkan izin awal, melainkan 

memiliki tanggung jawab krusial dalam: 

• Verifikasi pemenuhan komitmen pelaku 

usaha; 

• Pengawasan operasional; 

• Penegakan standar melalui sanksi 

administratif. 

o Pasal 26 berisi tentang Kewajiban Pengusaha 

Kewajiban diperluas dengan elemen sosial dan 

lingkungan. Pelaku usaha kini wajib: 

• Menghormati budaya lokal; 

• Mengutamakan produk dan tenaga kerja 

lokal; 

• Melibatkan UMKM dan masyarakat; 

• Mendukung pelestarian lingkungan. 

Dengan demikian Perda harus menyesuaikan 

instrumen pengawasan sosial, ekologi, dan 
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partisipatif, serta memuat indikator evaluasi 

terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut. 

o Pasal 29 dan 30 berisi tentang Kewenangan 

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Pasal 30 diperkuat dengan penegasan bahwa Pemda 

memiliki wewenang menyusun RIPPARDA, 

menetapkan destinasi lokal, melakukan promosi, 

memberikan pelatihan, serta memfasilitasi 

pembangunan infrastruktur pariwisata. Hal ini 

menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten 

Banyumas untuk menyusun Raperda 

Kepariwisataan, bahkan setelah peralihan sistem 

izin ke OSS-RBA. 

o Pasal 54 berisi tentang Sertifikasi Usaha 

Sertifikasi tidak lagi bersifat administratif 

pendahuluan, namun menjadi bagian dari 

komitmen yang harus dipenuhi setelah NIB 

diterbitkan. Peran Pemda diperkuat dalam verifikasi 

lapangan dan pemberian rekomendasi teknis 

terhadap lembaga sertifikasi. Perda perlu 

menetapkan mekanisme pengawasan dan 

pelaporan berbasis risiko. 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan 

perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 memperlihatkan bahwa Pemerintah 

Daerah tetap memiliki kedudukan strategis dalam tata 

kelola kepariwisataan, namun dengan orientasi yang 

berubah dari pengendalian administratif menuju 

fasilitasi dan pengawasan berbasis risiko dan standar 
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dan dari otoritas izin menuju pelaksana pengawasan 

substantif. 

Dengan landasan Pasal 18, serta Pasal 30 dan Pasal 

26 hasil perubahan, dapat dipastikan bahwa 

Pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki 

kewenangan hukum yang kuat untuk menyusun dan 

menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Kepariwisataan. Perda tersebut akan berfungsi sebagai 

instrumen pengaturan teknis, pemberdayaan 

masyarakat lokal, perlindungan terhadap budaya dan 

lingkungan, serta alat pengawasan dan pembinaan 

usaha pariwisata di wilayahnya. 

Dengan demikian, sinkronisasi vertikal melalui 

harmonisasi dengan peraturan pusat menjadi 

keharusan, tanpa menghilangkan keunikan dan 

karakter lokal yang menjadi kekuatan utama 

kepariwisataan berbasis daerah. 

d. Peraturan Pemerintah 

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang terkait 

dengan kepariwisataan dan berpengaruh terhadap 

kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan 

kepariwisataan diantaranya adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan 

Berusaha Berbasis Risiko yang dicabut dengan lahirnya UU 

Nomor 6 Tahun 2023 kemudian ditetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. 

1. Ketentuan Umum tentang Jenis Usaha Pariwisata 

Pasal 170 PP Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan bahwa 

kegiatan usaha sektor pariwisata yang wajib memiliki 

Perizinan Berusaha (PB) melalui sistem Online Single 
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Submission (OSS) meliputi tiga belas jenis kegiatan usaha, 

yaitu: 

a) daya tarik wisata; 
b) kawasan pariwisata; 

c) jasa transportasi wisata; 
d) jasa perjalanan wisata; 

e) jasa makanan dan minuman; 
f) penyediaan akomodasi; 

g) penyelenggaraan hiburan dan rekreasi; 
h) penyelenggaraan MICE (pertemuan, insentif, 

konferensi, dan pameran); 

i) jasa informasi wisata; 
j) jasa konsultan pariwisata; 

k) jasa pramuwisata; 
l) wisata tirta; dan 

m) spa. 

Pasal ini menjadi rujukan utama dalam menentukan 

ruang lingkup dan objek pengaturan yang sah menurut 

hukum dalam penyusunan regulasi daerah. Pemerintah 

Kabupaten Banyumas, dalam menyusun Raperda 

Kepariwisataan yang baru, tidak dapat menentukan jenis 

usaha di luar dari daftar ini, kecuali atas dasar pelimpahan 

lebih lanjut dari peraturan pelaksana di tingkat pusat 

(Peraturan Menteri). Norma ini menjadi penting karena 

menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha 

pariwisata, menghindari overlapping kewenangan antara 

pusat dan daerah, memberikan batasan legal yang sah 

terhadap bentuk-bentuk usaha yang dapat diawasi dan 

dibina oleh Pemda. 

2. Pengawasan atas Usaha Pariwisata 

Pasal 309 menyebutkan bahwa pengawasan terhadap 

pelaku usaha sektor pariwisata dilakukan oleh: 

a) Menteri Pariwisata, 

b) Gubernur, 
c) Bupati/Wali Kota, 

d) Kepala Administrator KEK, 
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e) Kepala BP KPBPB, 
Pasal 310 mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai: 
a) Tata cara pengawasan, 
b) Kompetensi pengawas, 

c) Peningkatan kapasitas SDM pengawas 
akan diatur melalui Peraturan Menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 
pariwisata. 

Pasal 309 memberikan penguatan yuridis terhadap 

kewenangan daerah kabupaten/kota, dalam hal ini Bupati 

Banyumas, untuk melaksanakan fungsi pengawasan atas 

pelaku usaha pariwisata. Ini membedakan antara 

penerbitan izin (yang berbasis OSS) dengan pengawasan 

aktif di lapangan, yang menjadi domain strategis Pemda. 

Pasal 310 secara eksplisit mengarahkan bahwa mekanisme 

pengawasan tidak boleh diatur sembarangan oleh daerah, 

tetapi harus tunduk pada sistem nasional berbasis norma, 

standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan 

Kementerian. Maka, Raperda Kepariwisataan harus 

mengadopsi prinsip-prinsip pengawasan dari Peraturan 

Menteri (misalnya Permenparekraf No. 4 Tahun 2021 dan 

penggantinya), termasuk penunjukan pejabat pengawas, 

pelaporan, dan indikator kepatuhan usaha. 

3. Penegakan Hukum Administratif  

Pasal 466 menjabarkan sanksi administratif yang dapat 

dikenakan kepada pelaku usaha sektor pariwisata 

berdasarkan hasil pengawasan, yaitu: 

a) Teguran tertulis (maksimal 3 kali); 
b) Penghentian sementara kegiatan usaha; 

c) Denda administratif; 
d) Pencabutan perizinan. 
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Sanksi dapat dikenakan secara bertahap (progresif), atau 

secara tidak bertahap (langsung), jika pelanggaran berat 

atau membahayakan publik. 

Pasal 467 menyebutkan bahwa sanksi tersebut dijatuhkan 

oleh: 

a) Menteri Pariwisata, 
b) Gubernur, 

c) Bupati/Wali Kota, 
d) Kepala Administrator KEK, 

e) Kepala BP KPBPB, sesuai dengan kewenangan masing-
masing. 

Ketentuan teknis tata cara sanksi akan diatur dalam 
Peraturan Menteri. 
 

Pasal 466 dan 467 membentuk landasan operasional yang 

kuat bagi Pemkab Banyumas untuk menerapkan regulasi 

daerah berbasis pengawasan dan penegakan hukum 

administratif. Tidak hanya sebatas izin, Pemerintah Daerah 

kini memiliki peran penting dalam: 

a) Menerapkan sistem penilaian risiko dan pelanggaran; 
b) Melakukan tindakan korektif atas pelanggaran 

perizinan; 
c) Mendorong kepatuhan melalui pembinaan dan teguran; 

d) Menindak secara tegas usaha yang membahayakan 
keselamatan, lingkungan, atau melanggar ketentuan 

OSS. 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Raperda Kabupaten 

Banyumas Tentang Kepariwisataan setidaknya perlu 

memuat beberapa hal berikut: 

a) Memuat norma eksplisit tentang jenis pelanggaran dan 
mekanisme sanksinya; 

b) Menentukan unit pengawasan daerah dan prosedur 
koordinasi dengan OSS; 

c) Menjamin bahwa semua pelaku usaha memiliki akses 
ke prosedur keberatan atau upaya administratif. 

Pasal 170, 309, 310, 466, dan 467 PP Nomor 28 Tahun 

2025 menandai perubahan paradigma dalam pengelolaan 
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sektor pariwisata dari yang sebelumnya berbasis pada izin 

konvensional (TDUP) menjadi pengelolaan berbasis risiko dan 

pengawasan substantif. 

Peran Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak lagi 

sebatas administratif, tetapi menjadi regulator dan pengawas 

substansial yang bertugas menjamin keberlangsungan usaha 

wisata yang legal, aman, ramah lingkungan, dan memberikan 

manfaat sosial-ekonomi. 

Oleh karena itu, seluruh norma ini harus diadopsi 

secara utuh dan cermat dalam Raperda Kepariwisataan yang 

sedang disusun agar tidak hanya selaras secara formil, tetapi 

juga berfungsi efektif dalam mendorong pembangunan 

pariwisata yang berkelanjutan dan adil secara lokal. 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 

2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2020 tentang 

Kepariwisataan. 

Berdasarkan perubahan yang terjadi dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan bagi 

Perda Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 jo Nomor 

10 Tahun 2020 maka ada beberapa hal yang harus dilakukan 

yaitu: 

1) Kegiatan usaha pada sektor pariwisata 

2) Rekonstruksi ketentuan tentang hak, kewajiban, dan 

larangan bagi pemerintah daerah, perorangan, wisatawan, 

maupun pemilik usaha periwisata agar sesuai dengan 

grand design Pembangunan pariwisata yang 

berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan 

memperhatikan aspek budaya dan kekhasan daerah. 
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3) Rekonstruksi keseluruhan Bab tentang perizinan, agar 

konsisten dengan OSS-RBA dan tugas Pemda dalam 

pengawasan dan pembinaan, bukan sebagai penerbit izin. 

4) Pencabutan atau revisi seluruh ketentuan TDUP dan jenis 

usaha yang kaku, dan diganti dengan pengaturan 

berbasis risiko sebagaimana klasifikasi dalam UU Nomor 

6 Tahun 2023 dan PP 28/2025. 

5) Reformulasi pengawasan dan sanksi administratif dengan 

merujuk pada Pasal 309–310 dan Pasal 466–467 PP 

28/2025. 

6) Harmonisasi terhadap NSPK sektor pariwisata, dengan 

mekanisme pembinaan, verifikasi komitmen, dan 

pelaporan digital melalui OSS. 

7) Penyusunan Perbup sebagai regulasi teknis, terutama 

dalam mengatur mekanisme pengawasan, koordinasi, 

pemantauan risiko, dan pelibatan masyarakat di Tingkat 

lokal. 

C. Harmonisasi Secara Horisontal dan Vertikal Terhadap 

Perda Kabupaten Banyumas Tentang Kepariwisataan  

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, khususnya 

dalam sektor strategis seperti kepariwisataan, prinsip 

harmonisasi merupakan elemen fundamental yang harus 

dipenuhi untuk menjamin keabsahan normatif serta efektivitas 

implementasi peraturan tersebut. Harmonisasi dalam hal ini 

mencakup dua dimensi utama, yaitu harmonisasi vertikal yang 

memastikan kesesuaian norma daerah dengan norma hukum 

yang lebih tinggi, dan harmonisasi horizontal yang menjamin 

koherensi antar peraturan dalam satu tingkat atau wilayah 

yurisdiksi. 
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Harmonisasi vertikal mencerminkan kepatuhan hierarkis 

norma hukum sebagaimana dianut dalam teori Stufenbau des 

Rechts dari Hans Kelsen. Dalam konteks ini, Peraturan Daerah 

tentang Kepariwisataan yang akan disusun oleh Pemerintah 

Kabupaten Banyumas harus tunduk dan selaras dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, baik dalam 

aspek substansi, struktur norma, maupun teknis 

perumusannya. 

 

1. Ketidaksesuaian Norma dalam Perda Nomor 10 Tahun 2018 

jo Perda Nomor 10 Tahun 2020 

Evaluasi terhadap Perda yang masih berlaku 

menunjukkan bahwa sebagian besar norma-norma di 

dalamnya telah mengalami ketertinggalan substansi dan 

tidak sesuai lagi dengan rezim hukum terbaru yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

serta turunan operasionalnya dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2025. 

Salah satu bentuk ketidaksesuaian yang paling 

mendasar terletak pada pengaturan sistem perizinan usaha 

pariwisata. Perda Kabupaten Banyumas masih menggunakan 

sistem Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 32A, yang 

memperlakukan TDUP sebagai izin tunggal dan mutlak yang 

diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Padahal, berdasarkan 

Pasal 14, Pasal 15, Pasal 26, Pasal 29, dan Pasal 30 UU 10 

Tahun 2009 yang telah diubah dengan UU 6 Tahun 2023, 

serta dikuatkan melalui Pasal 170 dan Lampiran I–II PP 

Nomor 28 Tahun 2025, sistem perizinan tersebut telah 
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digantikan dengan sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 

Sertifikat Standar berbasis klasifikasi risiko yang terintegrasi 

dalam sistem Online Single Submission Risk-Based Approach 

(OSS-RBA). 

Implikasi dari perubahan tersebut sangat signifikan. 

Pemerintah Kabupaten Banyumas tidak lagi memiliki 

kewenangan sebagai penerbit izin, melainkan sebagai pihak 

yang menjalankan fungsi verifikasi pemenuhan komitmen, 

melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, serta dapat 

mengenakan sanksi administratif dalam hal ditemukan 

pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 309–310 dan 

Pasal 466–467 PP Nomor 28 Tahun 2025. Dengan demikian, 

peraturan daerah yang baru harus secara tegas 

menghilangkan semua bentuk ketentuan yang menempatkan 

pemerintah daerah sebagai penerbit izin usaha. 

2. Penyesuaian Ruang Lingkup Usaha dan Sektor/Subsektor 

Norma yang saat ini tertuang dalam Pasal 12 hingga 

Pasal 30 Perda yang berlaku masih mencantumkan secara 

rinci lebih dari 70 jenis usaha pariwisata, termasuk jenis 

usaha yang telah bergeser ke arah pengaturan klasifikasi 

berbasis risiko seperti motel, panti pijat, karaoke, dan 

diskotek. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan sektor 

pariwisata dalam Pasal 170 PP 28 Tahun 2025, yang 

menetapkan hanya 13 jenis kegiatan usaha yang termasuk 

dalam pengelompokan sektor pariwisata untuk kepentingan 

perizinan. 

Oleh karena itu, pengelompokan usaha harus 

disesuaikan dan tidak diatur kembali secara rigid dalam 

perda. Merujuk PP 28 Tahun 2025, yang membagi kegiatan 

usaha berdasarkan kategori risiko dan kewenangan verifikasi. 
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Perda cukup menyebut secara normatif bahwa 

pengelompokan jenis usaha dan standar operasional akan 

mengikuti Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 

yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif. 

3. Reformulasi Pengawasan dan Sanksi 

Pengaturan mengenai pengawasan dalam Perda saat ini 

(Pasal 61 dan Pasal 73A) belum mencerminkan pendekatan 

berbasis risiko dan masih bertumpu pada pengawasan 

manual, padahal sistem hukum perizinan terbaru telah 

mendorong transformasi ke arah pengawasan digital dan 

berbasis hasil audit lapangan. 

Sesuai dengan Pasal 309 PP 28 Tahun 2025, 

pengawasan dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/wali 

kota, kepala KEK dan KPBPB sesuai kewenangan masing-

masing. Tata cara dan mekanisme pengawasan diatur dalam 

peraturan menteri. Demikian pula, sanksi administratif harus 

mengikuti ketentuan dalam Pasal 466 dan Pasal 467 PP 28 

Tahun 2025, yang mewajibkan pengenaan sanksi secara 

bertahap dan berdasarkan hasil pengawasan terverifikasi. 

4. Ketentuan Pidana 

Perda masih memuat ancaman pidana kurungan 

terhadap pelanggaran administratif Ketentuan ini sudah 

tidak relevan dan perlu disesuaikan dengan berlakunya 

KUHP baru yang tidak lagi menyebut pidana kurungan 

sebagai salah satu pidana pokok.   

Dengan demikian, ketentuan pidana perlu diselaraskan 

sesuai kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, ketentuan 

sanki pidana yang akan diatur dalam Perda tentang 

kepariwisataan perlu menyesuaikan Undang-undang Nomor 
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1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

yang sudah tidak ada lagi sanksi pidana kurungan. 

Selain harmonisasi terhadap norma hukum yang lebih 

tinggi, penyusunan Perda Kepariwisataan yang baru juga 

harus memperhatikan keselarasan dengan peraturan daerah 

lain dalam lingkup Kabupaten Banyumas dan Provinsi Jawa 

Tengah. 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah, misalnya 

Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan 

Kepariwisataan, memuat norma-norma mengenai promosi 

wisata lintas daerah, penetapan kawasan strategis provinsi, 

dan pembinaan kelembagaan pariwisata tingkat regional. 

Perda Kabupaten tidak boleh mengatur kembali hal-hal 

tersebut, agar tidak terjadi konflik atau duplikasi norma. 

Demikian pula dengan Perda Kabupaten Banyumas 

yang lain, seperti Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

(RTRW), Perda tentang Perlindungan UMKM, dan Perda 

tentang Pelestarian Budaya Lokal, semuanya harus 

diselaraskan secara substansial agar penyusunan Perda 

Kepariwisataan tidak bertentangan dengan kebijakan ruang, 

pembangunan ekonomi lokal, dan penguatan budaya. 

Raperda Kepariwisataan juga harus tunduk dan patuh 

pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sektor 

pariwisata yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif. Perda tidak boleh memuat pengaturan 

teknis seperti klasifikasi jenis usaha, standar pelayanan, dan 

mekanisme pelaporan yang bertentangan atau menyimpang 

dari NSPK. 

Selanjutnya, perda juga harus terintegrasi dengan 

dokumen perencanaan daerah seperti Rencana 
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), 

untuk memastikan bahwa regulasi yang disusun 

berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan 

pembangunan daerah.Harmonisasi vertikal dan horizontal 

terhadap Raperda Kepariwisataan Kabupaten Banyumas 

bukan hanya menjadi kewajiban hukum, melainkan juga 

merupakan strategi untuk mewujudkan regulasi yang efektif, 

efisien, dan dapat diimplementasikan secara optimal. Melalui 

penyesuaian menyeluruh terhadap rezim OSS-RBA, 

klasifikasi risiko, dan peran verifikator daerah, serta 

keterpaduan dengan regulasi daerah lainnya dan rencana 

pembangunan jangka menengah, maka Peraturan Daerah 

tentang Kepariwisataan akan memiliki daya guna sebagai 

instrumen hukum pembangunan ekonomi lokal yang 

partisipatif, berkelanjutan, dan berkeadilan. 

Secara rinci peraturan daerah Kabupaten banyumas 

yang perlu diperhatikan dalam menyusun Perda 

Kepariwisataan diantaranya adalah: 

Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas yang memiliki 

irisan substansi dengan Raperda Kepariwisataan, antara lain: 

1. Perda Kabupaten Banyumas No. 10 Tahun 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011–2031. 

Peraturan ini mengatur peruntukan ruang, zonasi kawasan 

lindung, kawasan budidaya, kawasan strategis pariwisata, 

serta infrastruktur penunjang kepariwisataan. Raperda 

Kepariwisataan harus selaras dengan ketentuan penataan 

ruang ini, terutama dalam pengembangan destinasi wisata 

baru, penetapan kawasan strategis, dan pembangunan 

sarana prasarana wisata. 
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2. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 12 

Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup Tahun 2024-2054. Ketentuan dalam 

perda ini mencakup daya dukung dan daya tampung 

lingkungan serta perlindungan kawasan ekosistem strategis. 

Raperda Kepariwisataan perlu mengacu pada prinsip 

keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang telah 

ditetapkan dalam RIPPLHD, terutama bagi destinasi berbasis 

alam seperti wisata curug, hutan, dan pegunungan. 

3. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Banyak pelaku usaha 

pariwisata dan pendukungnya (kuliner, kerajinan, homestay, 

jasa transportasi lokal, dan pemandu wisata) tergolong dalam 

kategori UMKM. Oleh karena itu, penguatan keterpaduan 

program pemberdayaan UMKM di sektor pariwisata 

merupakan bagian integral dari pengembangan ekosistem 

kepariwisataan lokal. 

4. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 17 

Tahun 2015 tentang Ketenteraman Masyarakat Dan 

Ketertiban Umum. Peraturan ini mengatur norma perilaku, 

keamanan, dan ketertiban umum, termasuk di kawasan 

publik seperti alun-alun, pasar tradisional, dan destinasi 

wisata. Irisannya dengan Raperda Kepariwisataan terletak 

pada pengelolaan keramaian, ketertiban pengunjung, tata 

parkir, serta upaya mewujudkan destinasi yang aman dan 

nyaman. 
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5. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 5 

Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan 

Kepariwisataan Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2033 

yang menjadi rencana induk dan pedoman pembangunan 

kepariwisataan di Kabupaten Banyumas. 
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BAB IV 

LANDASAN FILOSOFIS, LANDASAN SOSIOLOGIS, DAN 

LANDASAN YURIDIS 

 

A. Landasan Filosofis 

Pembangunan sektor kepariwisataan daerah tidak semata 

bersifat teknokratis atau administratif, melainkan berakar dari 

nilai-nilai filosofis yang mendalam, mencerminkan jati diri bangsa 

dan tujuan fundamental negara sebagaimana termuat dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Hal ini menjadi landasan normatif utama dalam 

menyusun peraturan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam 

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, bahwa “Pemerintah Daerah 

berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan 

lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” 

Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah 

dalam menyusun regulasi, termasuk mengenai penyelenggaraan 

kepariwisataan, memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. 

Pariwisata sebagai bagian dari pembangunan nasional bukan 

hanya dimaknai sebagai sektor ekonomi, melainkan juga sebagai 

sarana strategis untuk membumikan nilai-nilai luhur bangsa dan 

memanusiakan manusia dalam konteks kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Kegiatan pariwisata senyatanya menyentuh tiga dimensi 

pokok kehidupan manusia, yaitu dimensi kultural, sosial, dan 

ekonomi. Oleh karena itu, penyusunan regulasi daerah tentang 

kepariwisataan harus bersandar pada nilai-nilai Pancasila sebagai 

dasar negara dan sumber dari segala sumber hukum. 

Sila pertama, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, menjadi fondasi 

etik dalam menyusun kebijakan kepariwisataan yang 

memperhatikan nilai-nilai agama, spiritualitas, dan kesucian 
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warisan budaya dan alam. Sektor wisata tidak boleh mereduksi nilai 

sakral suatu objek wisata atau merusak kesakralan ruang publik 

yang mengandung muatan keagamaan dan spiritualitas 

masyarakat lokal. Pariwisata harus dibangun dengan 

memperhatikan etika lingkungan dan kultural yang menghormati 

keyakinan masyarakat. 

Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, 

menegaskan pentingnya kepariwisataan yang inklusif dan 

berkeadilan, yang tidak diskriminatif terhadap suku, agama, ras, 

gender, atau status sosial. Sebagaimana ditekankan dalam NA RUU 

Kepariwisataan, kegiatan berwisata merupakan bagian dari 

kebutuhan dasar manusia dan bagian dari hak asasi yang harus 

dihargai tanpa diskriminasi. Kegiatan pariwisata juga menjadi 

medium pertukaran budaya yang beradab, memperkuat rasa 

empati dan penghormatan antarmanusia. 

Sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, menjadi basis dalam 

membangun pariwisata sebagai alat integrasi bangsa. Dalam 

konteks Kabupaten Banyumas yang memiliki keragaman budaya, 

pengembangan pariwisata menjadi sarana strategis untuk 

memperkuat kohesi sosial dan mempererat identitas kebangsaan 

melalui interaksi budaya dan kunjungan antardaerah. Perjalanan 

wisata antardaerah dapat menumbuhkan rasa saling menghormati 

dan saling menghargai antarwarga bangsa 

Sila keempat, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, menginspirasi 

perlunya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan 

dan pembangunan sektor pariwisata, mulai dari perencanaan, 

pengembangan, hingga pengawasan. Pengelolaan pariwisata tidak 

boleh bersifat top-down, melainkan harus berbasis komunitas dan 



| 123  

 

gotong royong. Hal ini relevan dengan konsep “community-based 

tourism” (CBT) yang menekankan pelibatan aktif masyarakat lokal. 

Sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, 

mengandung makna bahwa pembangunan sektor kepariwisataan 

harus menjamin distribusi manfaat ekonomi dan sosial yang adil. 

Kegiatan pariwisata harus menciptakan kesempatan kerja, 

meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong 

kewirausahaan lokal. Dengan demikian, kepariwisataan menjadi 

wahana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan 

kesejahteraan secara merata. 

Dari sisi konstitusi, amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 

1945 alinea keempat menjadi relevan sebagai pilar landasan 

filosofis. Tujuan negara yang tercantum dalam alinea tersebut 

mencakup: “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial.” Pariwisata yang dikelola secara 

berkelanjutan dan inklusif menjadi salah satu instrumen negara 

untuk mencapai tujuan tersebut, khususnya dalam aspek 

kesejahteraan umum, pendidikan budaya, dan diplomasi global. 

Secara spesifik, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan 

bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.” Sumber daya wisata, baik alam, 

budaya, maupun sosial, merupakan kekayaan publik yang harus 

dikelola dengan prinsip keadilan distributif dan berkelanjutan. Oleh 

karena itu, pengembangan destinasi wisata harus memperhatikan 

daya dukung lingkungan dan keberlanjutan ekosistem. 
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Lebih lanjut, teori-teori hukum publik dapat memperkuat 

legitimasi filosofis penyusunan Ranperda ini. Dalam perspektif 

Hans Kelsen melalui Reine Rechtslehre (Teori Hukum Murni), 

hukum harus disusun secara hierarkis dan konsisten dengan 

norma dasar tertinggi (grundnorm), dalam hal ini adalah UUD NRI 

Tahun 1945. Sementara dalam pandangan Gustav Radbruch, 

hukum memiliki tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan 

kepastian. Ranperda Kepariwisataan harus memuat ketiga aspek 

tersebut secara seimbang agar menjadi hukum yang hidup (living 

law). 

Pada sisi lain, nilai-nilai dalam filsafat hukum Pancasila 

sebagaimana dikembangkan oleh Notonagoro juga menekankan 

pentingnya peraturan daerah sebagai derivasi dari nilai-nilai 

ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan. 

Perda tentang kepariwisataan harus mengandung nilai-nilai luhur 

yang mencerminkan cita hukum nasional yang tidak hanya legal-

formal, tetapi juga etis-substansial. 

Dengan demikian, secara filosofis, Ranperda Kabupaten 

Banyumas tentang Kepariwisataan memiliki dasar pijakan yang 

kokoh dalam konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Ranperda ini 

bukan hanya merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan otonomi 

daerah, tetapi juga cerminan komitmen ideologis dan konstitusional 

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan 

pembangunan pariwisata yang adil, beradab, inklusif, 

berkelanjutan, dan berkeadilan sosial. 

 

B. Landasan Sosiologis 

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan 

yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek dan 
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menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan 

kebutuhan masyarakat dan negara. Beberapa kondisi terkait 

dengan pariwisata di Kabupaten Banyumas yang menjadi landasan 

sosiologis peraturan daerah ini meliputi: 

a. Secara geografis, topografi dan kelerengan yang bervariasi 

membentuk bentang alam yang indah di Kabupaten 

Banyumas dapat menjadi potensi wisata alam, namun di sisi 

lain terdapat wilayah dengan topografi curam yang rawan 

longsor dan cekungan yang rawan banjir. Desttinasi wisata 

di Kabupaten Banyumas yang didominasi oleh wisata sungai 

dan hutan membuat pertimbangan keselamatan dan 

kelestarian lingkungan harus tetap diperhatikan. 

b. Daya tarik wisata di Kabupaten Banyumas tahun 2024 yang 

berjumlah 95 obyek wisata memiliki jenis yang beragam dan 

belum sepenuhnya dioptimalkan. Integrasi dan harmonisasi 

dengan memanfaatkan keterkaitkan antar daya tarik wisata 

belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini terlihat dari 

pengelolaan daya tarik wisata yang terkesan masih sendiri – 

sendiri. Bahkan, keberadaan paket wisata yang 

memanfaatkan pola perjalanan (travel pattern) sampai saat 

ini di Kabupaten Banyumas belum memiliki. Selain itu, 

penentuan dan peningkatan daya saing daya tarik wisata di 

Kabupaten Banyumas belum dilakukan sehingga skala 

prioritas pengembangan pariwisata belum berbasis prioritas. 

c. Permasalahan perijinan dalam melakukan jasa usaha 

pariwisata di Kabupaten Banyumas belum mendapat 

perhatian utama dari pelaku usaha. Hal ini terlihat dari 

masih banyaknya usaha pariwisata yang belum memiliki ijin 

usaha.  
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d. Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Banyumas 

memiliki tren yang menurun. Walaupun sempat mengalami 

kenaikan pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya, 

tetapi jumlah wisatawan tetap masih kecil dibandingkan 

dengan sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2019). 

e. Jumlah usaha jasa akomodasi masih didominasi oleh hotel 

melati dan terkonsentrasi di beberapa kecamatan saja 

seperti Baturraden, Purwokerto Selatan, Purwokerto Barat, 

Purwokerto Timur, dan Purwokerto Utara. Hal ini 

mengindikasikan bahwa pengembangan pariwisata di 

Kabupaten Banyumas belum merata dan belum optimal.  

f. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) di Kabupaten Banyumas 

masih relatif kecil yaitu rata – rata masih dibawah 30 persen. 

Sempat mencapai 31,78 persen pada tahun 2019, Tingkat 

Penghunian Kamar (TPK) di Kabupaten Banyumas terus 

menurun di tahun 2020 dan 2021. Kenaikan yang terjadi 

pada tahun 2022 tidak terulang lagi pada tahun 2023 yang 

kembali menurun. 

g. Rata – rata lama menginap pada hotel bintang di Kabupaten 

Banyumas tahun 2023 dan 2024 juga masih relatif kecil 

yaitu sekitar 1,31 dan 1,08. Hal ini berarti bahwa wisatawan 

hanya tinggal untuk berwisata di Kabupaten hanya dua hari 

satu malam. Dengan kata lain, wisata di Kabupaten 

Banyumas dilakukan dalam jangka pendek. 

h. Walaupun pada tahun 2024 muncul satu desa wisata 

dengan kategori maju, tetapi penurunan klasifikasi desa 

wisata dari berkembang menjadi rintisan juga terjadi di 

beberapa desa. Bahkan di tahun 2024, terdapat satu desa 

yang tidak lagi menjadi desa wisata yaitu Desa 

Darmakradenan Kecamatan Ajibarang. 
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C. Landasan Yuridis 

Landasan merupakan dasar hukum formal yang memberikan 

legitimasi terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

(Ranperda), termasuk dalam hal ini Ranperda tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan di Kabupaten Banyumas. 

Landasan ini penting agar produk hukum daerah memiliki 

kesesuaian dengan sistem hukum nasional, selaras dengan hierarki 

norma hukum, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang 

lebih tinggi. Penyusunan perda harus dilakukan dalam kerangka 

hukum yang ditata secara berjenjang sebagaimana dikemukakan 

oleh Hans Kelsen dalam teori “Stufenbau des Rechts”, di mana 

setiap norma hukum yang lebih rendah harus sesuai dan tidak 

boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, Ranperda ini disusun berdasarkan sejumlah peraturan 

perundang-undangan yang secara hirarkis mendasari dan 

mengarahkan substansi normatifnya. 

Dasar konstitusional pembentukan perda ini terletak pada 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah berhak 

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk 

melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Ketentuan ini 

memberikan legitimasi normatif kepada pemerintah daerah, 

termasuk Pemerintah Kabupaten Banyumas, untuk menyusun 

perda dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangannya, termasuk bidang kepariwisataan. Lebih 

lanjut, Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD NRI 1945 mengatur bahwa 

bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan digunakan 

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, serta bahwa 

perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip 
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demokrasi ekonomi, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan. Hal ini memberi makna bahwa kebijakan 

kepariwisataan daerah harus berorientasi pada kemanfaatan publik 

dan keadilan sosial yang berkelanjutan. 

Dalam tataran undang-undang, dasar penting yang menjadi 

pijakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Pasal 11 ayat (2) menyebutkan bahwa 

urusan pemerintahan terdiri dari urusan wajib dan pilihan, dan 

pada Pasal 12 ayat (3) ditegaskan bahwa kepariwisataan 

merupakan urusan pemerintahan pilihan. Urusan ini didelegasikan 

kepada daerah dengan memperhatikan potensi dan karakteristik 

wilayahnya masing-masing. Dalam Lampiran Huruf Z Undang-

Undang ini, disebutkan secara eksplisit pembagian kewenangan 

bidang pariwisata antara pemerintah pusat, provinsi, dan 

kabupaten/kota. Bagi kabupaten/kota, kewenangan mencakup 

penetapan dan pengelolaan daya tarik wisata lokal, pembinaan dan 

pengawasan usaha pariwisata skala lokal, promosi destinasi wisata 

lokal, pembinaan kelembagaan kepariwisataan lokal seperti 

Pokdarwis, serta fasilitasi sertifikasi dan standardisasi usaha kecil 

di sektor pariwisata. Ketentuan ini menegaskan bahwa Pemerintah 

Kabupaten Banyumas memiliki kewenangan yang kuat secara 

yuridis dalam menyusun pengaturan kepariwisataan di daerahnya. 

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan menjadi sumber hukum sektoral yang secara 

khusus mengatur tata kelola kepariwisataan nasional. Pasal 1 

angka 3 dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa 

kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pariwisata. Sementara Pasal 4 menyatakan bahwa 

kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan 

ekonomi, kesejahteraan rakyat, pelestarian budaya, serta 
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kelestarian lingkungan hidup. Yang sangat relevan, Pasal 18 dari 

UU ini menyatakan bahwa “Pemerintah dan/atau Pemerintah 

Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini 

secara eksplisit memberi dasar hukum bahwa Pemerintah 

Kabupaten Banyumas dapat menyusun perda untuk mengatur tata 

kelola kepariwisataan di wilayahnya. Selain itu, Pasal 26 sampai 

dengan Pasal 30 mengatur tentang peran Pemerintah Daerah dalam 

pembinaan, pengawasan, fasilitasi, serta pemberian penghargaan 

kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam bidang 

kepariwisataan. 

Namun demikian, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang, terdapat sejumlah perubahan fundamental 

terhadap substansi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. 

Pasal 67 Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit mengubah 

beberapa pasal penting dalam UU Kepariwisataan, yaitu Pasal 14, 

15, 26, 29, 30, dan 54. Substansi perubahan tersebut mencakup 

penghapusan sistem perizinan tunggal (TDUP) dan peralihannya ke 

sistem perizinan berusaha berbasis risiko melalui Nomor Induk 

Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Dalam sistem baru ini, 

pemerintah daerah tidak lagi menerbitkan izin secara administratif, 

melainkan berperan sebagai verifikator pemenuhan komitmen dan 

pelaksana pengawasan pasca perizinan. Oleh karena itu, Peraturan 

Daerah harus diubah untuk mengakomodasi pergeseran paradigma 

ini agar sesuai dengan sistem OSS-RBA (Online Single Submission – 

Risk Based Approach). 
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Perubahan tersebut kemudian diatur lebih teknis melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang 

memberikan dasar operasional bagi sektor usaha termasuk 

pariwisata. PP ini memuat ketentuan tentang klasifikasi tingkat 

risiko, tata cara pemenuhan komitmen, dan mekanisme 

pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan. Dalam Lampiran I 

dan II PP ini, usaha di bidang pariwisata diklasifikasikan ke dalam 

beberapa kategori berdasarkan tingkat risikonya, yang menentukan 

apakah cukup melalui NIB atau memerlukan Sertifikat Standar dan 

verifikasi. 

Untuk sektor pariwisata secara spesifik, diterbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Sektor Pariwisata. 

Dalam Pasal 170, ditetapkan bahwa sektor pariwisata mencakup 13 

subkategori usaha pariwisata seperti daya tarik wisata, kawasan 

wisata, jasa makanan dan minuman, spa, jasa pramuwisata, 

transportasi wisata, dan lain-lain. Sementara itu, Pasal 309 dan 310 

menetapkan bahwa pengawasan terhadap usaha pariwisata 

dilakukan oleh kementerian, gubernur, bupati/wali kota sesuai 

kewenangannya, dan ketentuan teknis pelaksanaannya diatur 

dalam Peraturan Menteri. Dalam hal penegakan hukum 

administratif, Pasal 466 dan 467 mengatur bentuk sanksi 

administratif seperti teguran tertulis, penghentian sementara, 

denda, hingga pencabutan izin, dan secara eksplisit menetapkan 

bahwa bupati/wali kota memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi 

administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Lampiran PP 

ini juga menjelaskan klasifikasi risiko dan kompetensi pengawasan 

secara lebih teknis yang harus menjadi acuan dalam penyusunan 

perda. 
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Landasan yuridis ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain Permenparekraf Nomor 

4 Tahun 2021 tentang NSPK Sertifikasi Usaha Pariwisata dan 

Permenparekraf Nomor 6 Tahun 2024 yang memperjelas peran 

pemerintah daerah dalam verifikasi dan pengawasan sektor usaha 

pariwisata. Kedua regulasi ini merupakan pedoman pelaksanaan 

teknis yang bersifat mengikat secara normatif dalam pelaksanaan 

kewenangan daerah. 

Perlu juga dicatat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten 

Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 jo. Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2020 masih memuat berbagai ketentuan yang tidak lagi 

relevan, seperti penggunaan istilah TDUP, sistem perizinan yang 

tidak merujuk OSS-RBA, dan daftar usaha yang belum sesuai 

dengan klasifikasi PP 28 Tahun 2025. Maka, pembentukan Perda 

baru menjadi sebuah kebutuhan hukum dan administratif yang 

mendesak untuk menjamin keterpaduan sistem, keselarasan 

norma, dan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang 

Penyelenggaraan Kepariwisataan memiliki landasan yuridis yang 

kuat, baik dari segi konstitusional (UUD 1945), sektoral (UU 

Kepariwisataan), kewenangan daerah (UU Pemda), sistem perizinan 

(UU Cipta Kerja, PP 28/2025), maupun pelaksanaan teknis 

(Permenparekraf). Seluruh ketentuan tersebut menjadi kerangka 

hukum yang saling bertaut untuk menjamin bahwa regulasi yang 

akan dibentuk memenuhi prinsip legalitas, harmonisasi norma, 

efektivitas administratif, dan kepastian hukum yang adil dan 

akuntabel. 
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Secara rinci landasan yuridis pembentukan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas tentang kepariwisataan adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tetang 

Pemerintahan Daerah 

3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan, sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terkahir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terkahir dengan Undang-undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.  

6) Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan. 

7) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang 

Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa 

Taman Nasional Taman Hutan Raya Dan Taman Wisata 

Alam.  
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8) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang 

Rencana Induk Pembagunan Kepariwisataan Nasional 

tahun 2010-2025.  

9) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan.  

10) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian 

Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

11) Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi 

Pariwisata Berkelanjutan. 

12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah.  

 

 



| 134  

 

13) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 

10 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 Tentang 

Kepariwisataan. 

14) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 

10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2011 – 2031. 

15) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banyumas Nomor 

11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Tahun 2025-2045. 

 

Tabel 4.1. Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan 
(Vertikal dan Horizontal) yang Dijadikan Rujukan dalam Perda 

Kepariwisataan 

No. 
Nomor & 

Tahun 
Judul Peraturan Substansi Utama 

Relevansi 

terhadap 
Raperda 

1 UUD 1945 
Undang-Undang Dasar 
Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

Hak atas lingkungan 

hidup, partisipasi 
masyarakat, dan 

keadilan sosial 

Landasan 

konstitusional 
pembangunan 

pariwisata 

2 
UU No. 10 

Tahun 2009 

Tentang 

Kepariwisataan 

Prinsip 

pembangunan 
kepariwisataan, 

peran pelaku usaha, 
destinasi, dan hak 

wisatawan 

Menjadi rujukan 
utama pengaturan 

isi Raperda 
Kepariwisataan 

3 
UU No. 11 
Tahun 2020 

Tentang Cipta Kerja 

Reformasi perizinan 

usaha termasuk 
sektor pariwisata 

dengan sistem OSS 
berbasis risiko 

Mengharuskan 

penyesuaian 
pengaturan 

perizinan daerah 
dalam Raperda 

4 
UU No. 23 

Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan 

Daerah 

Pembagian urusan 
pemerintahan antara 

pusat dan daerah 

Menegaskan 

kewenangan 
Kabupaten 

Banyumas di 

sektor pariwisata 

5 
UU No. 5 

Tahun 2017 

Tentang Pemajuan 

Kebudayaan 

Perlindungan, 
pengembangan dan 

pemanfaatan budaya 
lokal 

Landasan 
pengembangan 

pariwisata 
berbasis budaya 
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No. 
Nomor & 

Tahun 
Judul Peraturan Substansi Utama 

Relevansi 
terhadap 

Raperda 

6 
PP No. 50 
Tahun 2011 

Tentang RIPPARNAS 
2010–2025 

Arah kebijakan dan 

strategi nasional 
pengembangan 

pariwisata 

Raperda harus 

sejalan dengan 
RIPPARNAS 

7 
PP No. 5 Tahun 
2021 

Tentang Perizinan 

Berusaha Berbasis 
Risiko 

Klasifikasi risiko 
sektor usaha 

pariwisata & 
perizinannya melalui 

OSS 

Raperda tidak 
boleh 

bertentangan 
dengan sistem 

perizinan nasional 

8 
Perpres No. 18 

Tahun 2020 

Tentang RPJMN 2020–

2024 

Pariwisata sebagai 
prioritas 

pembangunan 
nasional 

Raperda disusun 

agar mendukung 
pencapaian 

tujuan 
pembangunan 

nasional 

9 

Permenparekraf 

No. 10 Tahun 
2021 

Tentang Standar 
Kegiatan Usaha 

Berbasis Risiko Sektor 

Pariwisata 

Standar klasifikasi 

risiko & jenis usaha 
pariwisata 

Penyesuaian 
norma teknis dan 

perizinan dalam 

Raperda 

10 
Permenparekraf 
No. 14 Tahun 

2016 

Tentang Pedoman 
Destinasi Pariwisata 

Berkelanjutan 

Kerangka 
pembangunan 

destinasi 

berwawasan 
lingkungan dan 

sosial 

Sebagai acuan 
dalam 

penyusunan 
norma 

pengelolaan 
destinasi di 

Raperda 

11 

Permendagri 

No. 80 Tahun 
2015 jo. 

Permendagri 
No. 120 Tahun 

2018 

Tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah 

Pedoman 
pembentukan Perda 

secara formil dan 
materil 

Dasar prosedur 

dan struktur 
penyusunan 

Raperda 

Kepariwisataan 

12 
Perda No. 10 
Tahun 2018 

Tentang 

Kepariwisataan 

Kabupaten Banyumas 

Ketentuan lama 

terkait pelaku, 
usaha, dan 

pengelolaan wisata 

Akan dicabut 
karena tidak 

sesuai 

perkembangan 
regulasi terbaru 

13 
Perda No. 10 
Tahun 2020 

Perubahan atas Perda 
No. 10/2018 

Koreksi/penyesuaian 
parsial 

Revisi tidak 

mencukupi, 
sehingga tetap 

perlu dicabut 

14 
Perda No. 9 
Tahun 2011 

Tentang RTRW 

Kabupaten Banyumas 
2011–2031 

Zonasi dan 

peruntukan ruang 
termasuk kawasan 

wisata 

Raperda harus 

konsisten dengan 
pengaturan ruang 

dalam RTRW 
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No. 
Nomor & 

Tahun 
Judul Peraturan Substansi Utama 

Relevansi 
terhadap 

Raperda 

15 
RPJPD & 
RIPPDA 

Banyumas 

Rencana 

Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah dan 

Rencana Induk 
Pengembangan 

Pariwisata Daerah 

Tujuan, program dan 
arah pembangunan 

sektor pariwisata 
daerah 

Raperda harus 

mendukung dan 
menjadi 

instrumen 
implementatif 

kebijakan daerah 
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BAB V 

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, MATERI MUATAN, DAN 

RUANG LINGKUP PERATURAN DAERAH KABUPATEN 

BANYUMAS TENTANG PARIWISATA 

 

A. Sasaran 

Sasaran pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 

adalah tercapainya kepastian hukum, harmonisasi vertikal dan 

horizontal, serta pembaruan substansi hukum sektor 

kepariwisataan daerah yang menyesuaikan dengan dinamika 

hukum nasional dan kebutuhan aktual daerah. Sektor pariwisata 

menjadi salah satu sektor unggulan sebagaimana dituangkan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2025-2045.  Pariwisata menjadi sektor pendorong 

dalam peningkatan perekonomian di Kabupaten Banyumas. 

Dengan beragamnya daya Tarik wisata baik alam maupun buatan, 

sektor pariwisata telah menjadi katalisator untuk pertumbuhan 

ekonomi Banyumas lewat multiplier effect yang dibawanya. 

Majunya pariwisata di suatu daerah dapat meningkatkan kemajuan 

sektor lain seperti transportasi, perhotelan, industri kerajinan, 

kuliner, dan jasa lainnya yang mendukung terlaksananya kegiatan 

wisata.  Selain itu Banyumas juga memiliki kekayaan budaya 

pendukung pariwisata Banyumas memiliki bermacam-macam 

kebudayaan yang beragam mulai dari cagar budaya, kesenian, 

tradisi, maupun kearifan lokal. Di tengah keragaman daya tarik 

wisata yang ada, Kebudayaan bukan hanya merupakan warisan 

berharga dari nenek moyang, melainkan juga asset yang dapat 

meningkatkan daya tarik pariwisata sebuah daerah.  Semu aini 

perlu diformulasikan agar norma hukum yang dibentuk sejalan dan 

selaras dengan RPJP yang telah ditetapkan. 
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Substansi hukum yang dibentuk ditujukan untuk 

mengonsolidasikan seluruh norma hukum lokal terkait pengelolaan 

kepariwisataan, yang semula tersebar dalam Perda Nomor 10 Tahun 

2018 dan Perda Nomor 10 Tahun 2020, menjadi satu norma tunggal 

yang lebih sinkron, efisien, dan sesuai dengan sistem hukum 

perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) sebagaimana 

ditetapkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan PP Nomor 28 Tahun 

2025. 

Sasaran lainnya adalah mendorong transformasi peran 

pemerintah daerah, dari penerbit izin menjadi institusi pembina, 

pengawas, dan pelindung dalam pelaksanaan usaha pariwisata, 

serta menjamin adanya penguatan kapasitas kelembagaan daerah 

untuk melakukan verifikasi pemenuhan komitmen, pembinaan 

usaha, dan pengawasan pasca izin secara profesional. Peraturan 

daerah ini juga ditujukan untuk meningkatkan daya saing sektor 

pariwisata lokal dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya, sosial, 

dan kelestarian lingkungan hidup. 

Dengan demikian, sasaran jangka panjang dari pengaturan 

ini adalah terwujudnya sistem kepariwisataan Kabupaten 

Banyumas yang terarah, berkelanjutan, inklusif, dan mampu 

memberi manfaat ekonomi, sosial, dan budaya bagi seluruh lapisan 

masyarakat. 

 

B. Arah Pengaturan 

Arah pengaturan yang dimuat dalam Ranperda 

Kepariwisataan diarahkan pada reformulasi dan penyelarasan 

norma hukum daerah dengan perkembangan hukum nasional 

pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dengan perubahan 

sistem perizinan dari model Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) 
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menjadi sistem Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar 

berbasis risiko, maka pengaturan daerah harus diarahkan untuk 

mengatur peran pemerintah daerah dalam proses verifikasi 

pemenuhan komitmen dan pengawasan pelaksanaan usaha. 

Arah pengaturan ini juga mencakup penegasan kewenangan 

Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam mengelola urusan 

kepariwisataan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 

2014, khususnya Lampiran Huruf Z, yaitu pengelolaan destinasi 

wisata lokal, pembinaan pelaku usaha dan kelembagaan pariwisata, 

promosi daerah tujuan wisata, serta pengawasan dan fasilitasi 

sertifikasi usaha mikro dan kecil di sektor pariwisata. 

Selain itu, arah pengaturan diarahkan pada pembangunan 

kerangka kelembagaan yang partisipatif dan inklusif, menjamin 

pelibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata daerah, 

serta mengatur norma perlindungan terhadap pelaku usaha, 

wisatawan, dan nilai-nilai lokal. Ini termasuk penguatan sistem 

pelaporan usaha, standar pelayanan minimum, dan penggunaan 

teknologi informasi dalam proses pembinaan dan pengawasan. 

 

C. Jangkauan Pengaturan 

Jangkauan pengaturan dalam naskah akademik ini meliputi 

subjek pengaturan, objek pengaturan, dan ruang lingkup materi 

muatan. 

1. Subjek Pengaturan 

Subjek pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini 

mencakup seluruh pihak yang secara langsung memiliki hak, 

kewajiban, atau kewenangan dalam sistem kepariwisataan di 

Kabupaten Banyumas. Mereka meliputi: 

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, khususnya Dinas 

yang membidangi urusan kepariwisataan; 
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b. Pelaku usaha pariwisata yang menjalankan kegiatan usaha 

sesuai klasifikasi yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 

2025; 

c. Masyarakat lokal, termasuk komunitas sadar wisata 

(Pokdarwis), pengelola destinasi wisata berbasis masyarakat, 

dan kelompok pelestari budaya; 

d. Wisatawan domestik dan mancanegara sebagai pengguna 

jasa pariwisata; 

e. Asosiasi usaha, profesi, dan lembaga pendukung pariwisata; 

f. Lembaga pemerintah di atasnya, seperti pemerintah provinsi 

dan kementerian, dalam fungsi koordinatif dan pembinaan. 

 

2. Objek Pengaturan 

Objek pengaturan dalam Ranperda ini mencakup seluruh 

aspek yang relevan dalam penyelenggaraan kepariwisataan 

daerah, yang meliputi: 

a. Jenis dan klasifikasi usaha pariwisata, sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 170 PP Nomor 28 Tahun 2025, antara 

lain daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa perjalanan 

wisata, jasa transportasi wisata, jasa informasi wisata, jasa 

makanan dan minuman, penyelenggaraan hiburan, spa, dan 

sebagainya; 

b. Sistem perizinan berusaha, yang kini berbasis risiko dan 

terdiri dari NIB, Sertifikat Standar, dan proses verifikasi 

komitmen oleh pemerintah daerah; 

c. Pengelolaan destinasi wisata lokal, termasuk penataan 

kawasan, penyediaan sarana prasarana, pelestarian 

lingkungan dan budaya; 

d. Hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, Wisatawan, maupun 

pemilik usaha wisata; 
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e. Mekanisme pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata, 

termasuk sistem pelaporan dan penggunaan teknologi 

informasi dalam pengawasan; 

f. Sistem pemberian sanksi administratif, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 466 dan 467 PP Nomor 28 Tahun 2025; 

g. Pemberdayaan masyarakat lokal, baik sebagai pelaku usaha, 

tenaga kerja pariwisata, maupun mitra pengelolaan destinasi; 

h. Perlindungan konsumen dan wisatawan, termasuk dalam 

aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan hak atas 

informasi. 

Dengan jangkauan pengaturan yang luas, Ranperda ini 

dirancang untuk memberikan kepastian hukum, menegaskan 

kewenangan daerah, dan menjamin pelaksanaan pembangunan 

pariwisata yang sesuai dengan prinsip otonomi daerah, 

efektivitas pelayanan publik, serta keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi, pelestarian budaya, dan perlindungan 

lingkungan. 

 

3. Ruang Lingkup Materi Muatan 

Materi muatan yang termuat dalam Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Banyumas tentang Kepariwisataan disusun 

secara sistematis ke dalam 23 BAB yang mencerminkan 

keseluruhan pengaturan teknis maupun substansial terkait 

penyelenggaraan kepariwisataan. Berikut ini penjabaran setiap 

BAB dan ruang lingkup pengaturannya: 

a. BAB I Ketentuan Umum 

Berisi pengaturan definisi atau istilah yang digunakan 

dalam Peraturan Daerah ini (Pasal 1), serta penegasan 

ruang lingkup pengaturan kepariwisataan yang meliputi 

dasar, asas, tujuan, prinsip, kewenangan, pembangunan, 
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kawasan strategis, usaha pariwisata, perizinan berusaha, 

desa/kampong wisata, pemasaran, 

hak/kewajiban/larangan, kelembagaan, sistem informasi, 

SDM dan sertifikasi, kerja sama, penghargaan, partisipasi 

masyarakat, pendanaan, dan pembinaan-pengawasan 

(Pasal 2).  Dasar, Asas, Tujuan, Ruang Lingkup dan Prinsip 

yang mengatur dasar penyelenggaraan kepariwisataan 

(Pancasila dan UUD 1945), asas-asas filosofis dan 

administratif (seperti manfaat, kelokalan, keadilan, 

berkelanjutan, keterpaduan), serta tujuan strategis 

kepariwisataan di daerah seperti penguatan citra budaya 

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga akan 

dimasukkan dalam BAB I. 

b. BAB II Kewenangan Pemerintah Daerah 

Mengatur kewenangan Bupati dalam menyelenggarakan 

urusan kepariwisataan sesuai prinsip otonomi daerah, 

termasuk penyusunan RIPPARKAB, penetapan destinasi 

dan daya tarik wisata, fasilitasi perizinan, promosi, 

pelatihan, pembentukan UPTD/BLUD/BUMD/tim 

pariwisata, hingga pelestarian daya tarik wisata. 

c. BAB III Pembangunan Kepariwisataan 

Mengatur pembangunan sektor pariwisata yang berbasis 

pada kekayaan budaya dan sumber daya alam lokal serta 

integrasi dengan dokumen perencanaan daerah 

(RIPPARKAB dan RPJPD). 

d. BAB IV Kawasan Strategis 

Menjelaskan ketentuan dan kriteria dalam menetapkan 

kawasan strategis pariwisata daerah berdasarkan nilai 

ekologis, budaya, ekonomi, geopolitik, dan kesiapan 

infrastruktur. 
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e. BAB V Usaha Pariwisata 

Memuat klasifikasi usaha pariwisata secara sistematis 

dalam 13 kategori besar sesuai nomenklatur PP 28/2025, 

seperti daya tarik wisata, jasa transportasi, akomodasi, 

makanan-minuman, MICE, wisata tirta, spa, dan lainnya. 

Juga mengatur secara rinci kegiatan dalam masing-masing 

kategori usaha tersebut. 

f. BAB VI Perizinan Berusaha Pariwisata 

Mengatur penerapan sistem perizinan berbasis risiko 

melalui OSS (NIB dan Sertifikat Standar), kewajiban pelaku 

usaha, pelaporan kegiatan usaha, serta pengenaan sanksi 

administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan terkini. 

g. BAB VII Desa Wisata dan Kampung Wisata 

Mengatur ketentuan mengenai pengembangan kawasan 

berbasis masyarakat lokal dengan potensi keunikan 

budaya, sosial, dan ekologi, serta keterpaduan dengan 

pemberdayaan desa. 

h. BAB VIII Hak, Kewajiban dan Larangan 

Mengatur hak-hak pemerintah daerah, masyarakat, 

wisatawan, dan pelaku usaha; kewajiban perlindungan, 

partisipasi, dan tata kelola usaha; serta larangan terhadap 

aktivitas destruktif dan penyimpangan di sektor 

kepariwisataan sebagai upaya untuk mendorong promosi 

budaya dan pariwisata daerah. 

i. BAB XI Sistem Informasi Pariwisata 

Mengatur sistem informasi digital yang dibangun dan 

dikelola oleh pemerintah daerah untuk menjamin 

keterbukaan data pariwisata sebagai dasar kebijakan dan 

pelayanan publik. 



| 144  

 

j. BAB X Pelatihan SDM, Standardisasi, dan Sertifikasi 

Memuat ketentuan mengenai pengembangan SDM, 

pemenuhan standar usaha, dan sertifikasi profesi 

pariwisata yang terakreditasi sesuai regulasi nasional. 

k. BAB XI Kerjasama 

Mengatur bentuk dan prinsip kerja sama dengan 

pemerintah pusat, provinsi, daerah lain, desa, serta pihak 

ketiga, baik dalam bentuk bantuan teknis, pendidikan, 

sistem informasi, maupun promosi. 

l. BAB XII Penghargaan 

Menjelaskan bentuk penghargaan kepada pelaku 

kepariwisataan atas prestasi dan pengabdiannya dalam 

mengembangkan sektor ini, baik secara material maupun 

imaterial. 

m. BAB XIII Peran Serta Masyarakat 

Menegaskan hak masyarakat untuk berpartisipasi aktif 

dalam perlindungan daya tarik wisata, promosi, 

pengawasan, dan pembentukan kelompok sadar wisata. 

n. BAB XIV Pendanaan 

Mengatur sumber-sumber pembiayaan pembangunan 

pariwisata dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya, 

serta prinsip transparansi dan keadilan dalam 

penggunaannya. 

o. BAB XV Pembinaan dan Pengawasan 

Mengatur peran Bupati dan perangkat daerah dalam 

pembinaan dan pengawasan kegiatan kepariwisataan, 

termasuk dalam pengelolaan izin dan pengendalian usaha 

berbasis standar OSS-RBA. 
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p. BAB XVI Penyidikan 

Menjelaskan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil 

dalam menangani pelanggaran ketentuan perda ini, 

lengkap dengan prosedur penyidikan dan pelimpahan 

perkara. 

q. BAB XVII Ketentuan Pidana 

Mengatur bentuk pidana bagi pelanggaran berat yang tidak 

dapat diselesaikan secara administratif, terutama yang 

menyangkut kerusakan daya tarik wisata dan pelanggaran 

larangan berat lainnya. 

r. BAB XVIII Ketentuan Peralihan 

Menegaskan pengakuan terhadap keberlakuan izin lama 

yang telah diterbitkan (TDUP) dengan ketentuan harus 

melakukan penyesuaian melalui OSS dalam jangka waktu 

tertentu. 

s. BAB XIX Ketentuan Penutup 

Mengatur pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 

2020, serta memerintahkan pengundangan Perda baru 

dalam Lembaran Daerah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab – bab sebelumnya, kesimpulan 

dari penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Banyumas melalui 

Rancangan Peraturan Daerah merupakan suatu kebutuhan 

hukum yang mendesak dan strategis. Hal ini didasarkan pada 

tingginya potensi wisata di daerah yang belum diiringi dengan 

kerangka hukum yang memadai dan responsif terhadap 

dinamika pariwisata kontemporer.  

2. Berdasarkan hasil telaah terhadap regulasi yang berlaku, 

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 

2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Nomor 10 Tahun 2020 dinilai tidak lagi relevan secara 

substansi maupun struktur pengaturannya, terutama setelah 

hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi undag-undang dan sistem OSS 

berbasis risiko. Ketidaksesuaian juga ditemukan dalam aspek 

perizinan, klasifikasi usaha, dan tata kelola kepariwisataan 

yang terkini. Oleh karena itu, reformulasi regulasi dalam 

bentuk Peraturan Daerah baru sangat diperlukan untuk 

menyelaraskan norma lokal dengan kerangka hukum 

nasional dan kebutuhan masyarakat. 

3. Landasan filosofis Raperda ini berakar pada nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945, khususnya sila ke-2, ke-5, dan nilai 

demokrasi ekonomi berkeadilan dalam pembukaan UUD 

1945. Secara sosiologis, regulasi ini lahir dari kebutuhan 
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aktual masyarakat Banyumas untuk memiliki pariwisata 

yang dikelola berbasis nilai lokal, pemberdayaan masyarakat, 

serta pemerataan manfaat ekonomi. Sedangkan secara 

yuridis, pembentukan Raperda ini sesuai dengan 

kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta sejumlah 

peraturan teknis turunan yang relevan. 

4. Jangkauan pengaturan Raperda ini mencakup seluruh pihak 

yang terlibat dalam ekosistem kepariwisataan, baik sebagai 

subjek (pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, 

wisatawan) maupun objek pengaturan (usaha pariwisata, 

kawasan strategis, destinasi, dan daya tarik wisata). Arah 

pengaturannya diarahkan pada pencapaian sistem 

kepariwisataan daerah yang berkelanjutan, inklusif, adaptif 

terhadap transformasi digital, dan mampu menciptakan nilai 

ekonomi serta sosial. Ruang lingkup materi muatan meliputi 

ketentuan umum, prinsip penyelenggaraan, kewenangan 

daerah, pembangunan dan promosi pariwisata, perizinan, 

hak dan kewajiban pelaku, kelembagaan, sistem informasi, 

hingga pengawasan, sanksi, dan ketentuan peralihan serta 

penutup. 

 

B. Saran 

Untuk mendukung penyusunan Rancangan Peraturan Daerah 

Kabupaten Banyumas tentang Kepariwisataan secara optimal, 

terdapat beberapa saran strategis yang perlu diperhatikan, sebagai 

berikut: 
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1. Perlunya Pemilahan Substansi dalam Tataran Peraturan 

Perundang-undangan 

Disarankan agar substansi pengaturan yang diusulkan dalam 

Naskah Akademik ini dilakukan pemilahan dan 

pengelompokan secara normatif berdasarkan tingkat urgensi 

dan kewenangan. Beberapa ketentuan yang bersifat teknis 

operasional atau bersinggungan langsung dengan 

pelaksanaan di lapangan dapat diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan 

Daerah ini. Pemilahan ini bertujuan agar peraturan daerah 

yang akan disusun bersifat fleksibel dan adaptif terhadap 

dinamika implementasi, tanpa kehilangan kekuatan hukum 

yang mengikat. 

2. Rekomendasi Skala Prioritas dalam Program Legislasi Daerah 

(Prolegda) 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan 

hendaknya dimasukkan ke dalam prioritas utama Program 

Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Banyumas Tahun 

2025 atau tahun anggaran terdekat, mengingat urgensinya 

dalam merespons kebutuhan masyarakat dan perkembangan 

sektor pariwisata pasca-pandemi serta kebijakan nasional 

terkait pemulihan ekonomi daerah. Selain itu, penyusunan 

Raperda ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari 

amanat Peraturan Perundang-undangan di atasnya, 

sekaligus pembaruan atas Perda Nomor 10 Tahun 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 10 Tahun 

2020 yang sudah tidak relevan secara normatif dan 

substantif. 
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3. Kegiatan Pendukung untuk Penyempurnaan Naskah 

Akademik 

Sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen Naskah 

Akademik maupun draf Rancangan Peraturan Daerah, 

disarankan agar Pemerintah Daerah menyelenggarakan 

berbagai kegiatan lanjutan, antara lain: 

a. Konsultasi publik yang melibatkan pemangku 

kepentingan pariwisata, akademisi, praktisi, pelaku 

usaha, dan masyarakat umum untuk memperoleh 

masukan partisipatif yang lebih luas; 

b. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan 

Kementerian/Lembaga terkait serta Pemerintah 

Provinsi Jawa Tengah guna menghindari tumpang 

tindih pengaturan; 

c. Penyusunan naskah akademik pelengkap berupa 

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah 

(RIPPARKAB) sebagai dokumen turunan yang bersifat 

teknokratik. 
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